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	INTISARI 
	Uang persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan oleh bendahara umum negara kepada bendahara pengeluaran satuan kerja. Saldo uang persediaan pada bendahara pengeluaran diusahakan tidak terlalu besar. Saldo persediaan satker-satker di lingkungan kementerian negara/lembaga yang menggunakan dana APBN se-DIY selama tahun 2016 cukup signifikan, rata-rata Rp65.578.786.332 per bu-lan. 
	 Tujuan  penelitian ini terdiri atas empat hal. Pertama, mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY. Kedua, mengeksplorasi tentang proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Ketiga, mengeksplorasi penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Terakhir, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pela
	 Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, penyebab keterlam-batan GUP pada KPPN se-DIY terdiri atas faktor internal dan eksternal. Kedua, proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY sesuai dengan KEP-287/PB/2015. Ke-tiga, secara umum ketiga KPPN telah menerapkan prinsip ketaatan terhadap aturan, efisiensi, dan efektivitas, walaupun belum optimal. Terakhir, SOP dan in-frastruktur jaringan informasi merupakan penyebab utama belum optimalnya penerapan ketiga prinsip tersebut. 
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	ABSTRACT 
	  
	Petty Cash is the down payment made by state general treasurer (BUN) to the ex-penditure treasurer of a working unit. The balance of petty cash should not be too large. However, the balance of petty cash of the state budget working units in DIY during 2016 was significant, on average of Rp 65,578,786,332 per month. 
	 The reseach purposes consisted of four things. First, exploring the factors causing GUP delay at KPPN in DIY. Second, exploring UP management process at KPPN in DIY. Third, analyzing the implementation of principles of compliance to regulations, efficiency, and effectiveness in the management of UP at KPPN in DIY. Finally, identifying the factors causing the implementation of compliance to regulations, efficiency, and effectiveness principle in the management of UP at KPPN in DIY to be not optimal yet. 
	 The results showed several things. First, the causes of GUP delay at KPPN in DIY consist of internal and external factors. Second, the UP management pro-cess at KPPN in DIY is based on KEP-287/PB/2015. Third, all three KPPNs have applied the principle of compliance to the rules, efficiency, and effectiveness, although it has not been optimal yet. Finally, SOPs and infrastructure of infor-mation networks are the main cause of the fact that the implementation of these three principles is not yet optimal yet.
	 
	Keywords: petty cash, KPPN, state general treasurer 
	        
	  PENDAHULUAN
	 
	Bab pendahuluan dalam penelitian ini berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta siste-matika penulisan. 
	1.1 Latar Belakang 
	 Menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) mendelegasikan kewenangan melaksanakan tugas kebendaharaan kepada kuasanya, yang disebut kuasa BUN. Tugas kebendaharaan itu meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 8). Berperan sebagai kuasa BUN ialah Direktorat Jenderal Perbenda-haraan (Ditjen PBN). Selanjutnya Ditjen PBN mendelegasikan kewenangan kepa
	 Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai kuasa BUN di daerah, KPPN melakukan pencairan dana atas semua belanja yang menggunakan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja (satker) di daerah. Pada dasarnya, seluruh pencairan dana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Namun, sesuai dengan asas efisiensi dan efektivitas, pencairan dana dapat pula dilakukan dengan mekanisme pembayaran  uang persediaan (UP). UP adalah uang muka kerja dari kuasa BUN da
	 Dalam rangka mengendalikan keuangan negara, Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat nomor S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2017 yang salah satunya mengatur pengendalian pengelolaan UP, di antaranya: 
	Hal ini dilakukan karena UP merupakan bagian dari keuangan negara, se-hingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 Ayat (1)). Dengan demikian, pengelolaan UP akan optimal apabila dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memper
	 Pada tahun 2016, berdasarkan data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
	Keuangan (Dit. APK Ditjen PBN Kemenkeu), jumlah UP yang tersimpan dalam rekening bendahara pengeluaran satker di lingkungan kementerian nega-ra/lembaga yang menggunakan dana APBN wilayah kerja Daerah Istimewa Yog-yakarta (DIY) cukup besar. 
	         Tabel 1.1 Saldo Kas Seluruh Satker DIY Tahun 2016  
	         
	      
	 Adapun ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan penyebab keterlam-batan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta penerapan dan kendala prinsip ketaatan pada peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Penerapan prinsip ekonomis dan transparansi dalam pengelolaan UP tidak tercakup dalam penelitian ini. 
	1.9 Sistematika Penulisan 
	Untuk menggambarkan dan mengomunikasikan isi penelitian ini, sistematika penulisan ditulis dan disajikan menjadi lima bab: bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab desain penelitian, bab analisis dan diskusi, serta bab konklusi dan rekomendasi.  
	Berikut penjelasan singkat sistematika penulisan dalam penelitian ini. 
	Persediaan (GU) pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian terse-but menunjukkan bahwa sistem dan prosedur ganti uang persediaan yang diterap-kan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan standar operasional yang ada walaupun terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan itu, di an-taranya, keterlambatan dalam pelaporan surat pertanggungjawaban sehingga sis-tem dan prosedur tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
	 Begitu pula penelitian yang dilakukan Raja (2016) tentang Analisis Penera-pan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah melaksanakan sis-tem dan prosedur uang persediaan dan ganti uang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pera-turan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.  
	 Demikian juga penelitian oleh Saputra (2013), dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD Sulut”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
	 Penelitian oleh Kapoh (2015) yang berjudul ”Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Bu-daya Kota Manado” juga membahas satker pengguna dana APBD. Penelitian ter-
	sebut bertujuan mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penge-luaran kas uang persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan peraturan. 
	 Penelitian tentang UP pada kuasa BUN di daerah pernah dilakukan Ditaningsih (2015), yaitu tentang Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Penelitian itu bertujuan mengetahui kepatu-han terhadap PMK 190 Tahun 2012 dan akuntabilitas pelaksanaan pencairan dana uang persediaan dengan SPAN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencairan dana UP pada KPPN Yogyakarta sudah sesuai
	DESAIN PENELITIAN 
	Bab ini menyajikan objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, perekaman data, analisis dan interpretasi data, serta reliabilitas dan validitas. 
	Objek dalam penelitian ini ialah KPPN se-DIY yang meliputi KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Penelitian dilakukan pada seksi yang mengelola uang persediaan pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data yang komprehensif mengenai:  
	3.1.1 KPPN Yogyakarta 
	KPPN Yogyakarta, dengan kode KPPN 030 adalah kantor vertikal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. KPPN Yogyakarta mengemban amanah se-bagai kuasa BUN di daerah. KPPN Yogyakarta beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta. Berdasarkan PMK Nomor 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Sumber: PMK Nomor 234 Tahun 2015 
	 
	Beban kerja KPPN Yogyakarta cukup besar sehingga harus diimbangi jumlah sumber daya manusia yang memadai. Hal itu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Adapun sumber daya manusia KPPN Yogyakarta ditunjukkan pada  3..
	 Gambar 3.2 Sumber Daya Manusia KPPN Yogyakarta 
	   
	 
	3.1.2 KPPN Wonosari 
	KPPN Wonosari berkedudukan di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Wilayah 
	kerja KPPN Wonosari meliputi instansi pemerintah pengelola APBN seluruh ke-menterian negara/lembaga yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan mela-yani sekitar 53 satuan kerja. Kode KPPN Wonosari ialah 149.  
	KPPN Wonosari merupakan KPPN Tipe A2. Struktur Organisasi KPPN Wonosari terdiri atas kepala kantor sebagai pucuk pimpinan di kantor, sub bagian umum, seksi pencairan dana dan manajemen satker, seksi bank, serta seksi verifi-kasi akuntansi dan kepatuhan internal. Struktur organisasi KPPN Wonosari dit-ampilkan oleh gambar 3.3. 
	Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPPN Wonosari Sumber: Website KPPN Wonosar 
	 
	Pegawai KPPN Wonosari berjumlah tujuh belas orang. Hal itu ditunjukkan pada gambar 3.4.
	Gambar 3.4 Profil SDM KPPN Wonosari 
	Sumber : Website KPPN Wonosar 
	                                                                                                                                                                  
	3.1.3 KPPN Wates 
	3.2 Jenis Penelitian 
	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui desain studi kasus (case study). Hal itu dilakukan agar dapat menyelidiki secara cermat tentang permasalahan pelaksanaan pengelolaan uang persediaan.  
	Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti suatu tindakan individu atau kelompok mengenai masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell 2014, 4). Proses penelitian melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan melalui pengaturan peserta, analisis data secara induktif untuk membangun tema dari yang khusus ke umum, dan pembuatan interpretasi peneliti dari makna data. Laporan akhir tertulis memiliki struktur yang fleksibel (Cre
	 Selain itu, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang memperbolehkan peneliti untuk menguji pengalaman-pengalaman manusia secara terperinci, dengan menggunakan metode khusus penelitian, misalnya wawancara mendalam, kelompok diskusi terfokus atau focus discussion group (FGD), observasi, analisis hasil, metode visual, dan sejarah hidup atau biografi (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 8—9). Daya tarik penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan studi mendalam tentang susunan induk su
	Studi kasus adalah desain penemuan untuk menyelidiki berbagai bidang, terutama evaluasi, sehingga peneliti dapat mengembangkan analisis mendalam ten-tang kasus, program, acara, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta peneliti mengumpulkan secara rinci infor-
	masi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Yin 2009, 17). 
	3.3 Sumber Data 
	Sumber data adalah asal atau tempat didapatkannya data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data pri-mer dan data sekunder. 
	3.3.1 Data Primer 
	Data primer berupa hasil wawancara semi-terstruktur yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara tersebut dilakukan terhadap petugas KPPN yang berkaitan langsung dengan pengelolaan uang persediaan pada KPPN se-DIY serta be-berapa satker terkait. Selain itu, data primer juga diperoleh peneliti dari dokumen berupa laporan pengawasan uang persediaan yang didapatkan dari data SPAN/pengawasan uang persediaan secara manual pada tiap-tiap KPPN. 
	3.3.2 Data Sekunder 
	3.4 Informan Penelitian 
	Informan dalam penelitian ini berasal dari KPPN se-DIY dan satuan kerja dengan kriteria tertentu. Informan dari KPPN ialah Pejabat Eselon IV dan petugas KPPN yang terkait langsung dengan pelaksaanaan pengelolaan UP di KPPN. Adapun informan dari satker ialah petugas atau bendahara pengeluaran satker yang mendapat teguran atau sanksi pemotongan UP. 
	3.5 Teknik Pengumpulan Data 
	Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.  
	3.5.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 
	Wawancara kualitatif dilakukan melalui wawancara berhadap-hadapan dengan informan untuk mendiskusikan topik secara mendalam (Hennink, Hutter dan Bailey 2010, 109). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semiterstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 109) sebagaimana terlampir pada lampiran 1: rancangan panduan wawancara.  
	 Wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. 
	3.5.2 Telaah Dokumen 
	Selain wawancara, penelitian juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan. Dokumen tersebut antara lain berupa peraturan  perundang-undangan terkait UP, laporan pengawasan UP yang berasal dari data SPAN dan manual, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang lain. 
	3.6 Perekaman Data 
	Perekaman data dilakukan dengan merekam wawancara yang menggunakan perekam suara dan mencatatnya sebagai cadangan apabila hasil perekaman gagal. Ha
	sil perekaman tersebut kemudian ditranskripsikan (Creswell 2014, 193—194). 
	3.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data 
	Adapun yang menjadi rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan UP adalah sebagai berikut. 
	3.7.1  
	Data-data yang telah dikumpulkan lalu dibuatkan kode berdasarkan isu, topik, ide, opini, dan seterusnya, yang terbukti dalam data secara induktif maupun deduktif. Tujuannya adalah peneliti dapat memfokuskan diri untuk menganalisis isu. Pem-bangunan kode didasarkan atas penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap per-aturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN 
	se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap pera-turan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. 
	 Pendeskripsian dan perbandingan dilakukan atas hasil wawancara dan telaah dokumen mengenai penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. 
	3.7.3 Pengategorian dan Pembentukan Konsep 
	cara membangun/menyaring kategori. 
	 Dalam pembentukan konsep, peneliti mempertimbangkan hubungan antar-kategori untuk melihat data secara keseluruhan. Hal itu dapat membangun konsep pemahaman tentang isu. Konsep yang dibentuk berkaitan dengan penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efekt
	3.7.4 Pembangunan Teori 
	Pembangunan teori dilakukan dengan mengumpulkan semua komponen analisis. Hal itu bertujuan untuk membangun teori induktif tentang isu riset. Teori yang dibangun ialah teori yang berkaitan dengan penelitian tentang penyebab keterlam-batan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; serta faktor-faktor yang men-jadi kendala dalam penerapan prinsip ketaatan 
	efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY. 
	3.8 Reliabilitas dan Validitas  
	 Dengan demikian, dalam reliabilitas data, transkripsi atas hasil wawancara meliputi  penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efinsi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. 
	 Validitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan bah-wa peneliti mengecek akurasi hasil penelitian melalui prosedur tertentu, antara lain triangulasi dari beberapa sumber, member checking hasil penelitian kepada informan, dan meminta review dari ahli (Creswell 2014, 201). Strategi validitas 
	data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
	Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga dengan me-wawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 
	4 BAB IV 
	ANALISIS DAN DISKUSI 
	  
	Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa temuan-temuan hasil analisis dan diskusi selama proses penelitian. 
	4.1 Gambaran Proses Pengumpulan Data 
	Data penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada KPPN se-DIY, yakni KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Informan yang diwawancara adalah pegawai KPPN dan petugas satker yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN tersebut sehingga memiliki pemahaman yang mendalam dan terlibat langsung da-lam praktik pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Adapun dokumen yang dianalisis ialah dokumen yang berkaitan dengan proses dan praktik pengelolaan
	 Sebelum wawancara mendalam dimulai, telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder berupa pengawasan UP pada ketiga KPPN, gambaran umum ketiga KPPN, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dokumen berupa tema-tema mengenai pengelolaan UP yang digunakan untuk menyusun alur pertanyaan semi-terstruktur. Pertanyaan itu diajukan kepada partisipan untuk menggali pen-dapat individu atau mengonfirmasi hasil pengawasan UP, praktik pengelolaan UP pada ketiga KPPN, atau peraturan terkait. Pada saat wawancar
	 Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah mengajukan izin penelitian kepa-da Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dengan tembusan Kepala KPPN Yogyakarta, Kepala KPPN Wonosari, dan Kepala KPPN Wates sebagaima-na terdapat pada lampiran 2. Setelah izin diberikan, wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan terhadap ketiga KPPN tersebut. Surat izin penelitian ter-cantum pada lampiran 3. 
	 Informan penelitian berdasarkan kriteria dan kesediaannya sebanyak 22 orang yang berasal dari pegawai KPPN se-DIY serta petugas pengelola UP dari satker di wilayah kerja KPPN se-DIY. Pegawai KPPN Yogyakarta meliputi pega-wai pada seksi pencairan dana, seksi bank, serta manajemen satker dan kepatuhan internal. Adapun pegawai KPPN Wonosari dan Wates mencakup pegawai seksi pencairan dana dan manajemen satker serta seksi bank. Petugas satker termasuk bendahara pengeluaran dan operator SPM karena berkaitan lang
	 
	    Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian 
	 
	Sebagian besar hasil wawancara mendalam menjelaskan tentang penyebab 
	masih adanya keterlambatan GUP pada ketiga KPPN serta praktik proses pengelolaan UP di KPPN tersebut dan hambatannya, terutama mengenai pelaksanaan S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Salah satu isi surat itu menerangkan langkah-langkah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terkait dengan pengendalian UP/TUP yang dikelola oleh satker. 
	 Poin penting pengendalian pengelolaan UP pada KPPN meliputi beberapa langkah, di antaranya adalah sebagai berikut. 
	 Dari pertimbangan yang diuraikan tersebut, pelaksanaan pengelolaan UP tahun 2017 dimasukkan menjadi objek penelitian. Penambahan itu tidak mengu-bah esensi permasalahan pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY karena masih tercakup dalam permasalahan pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY secara umum. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan. Hasil wa-ancara kemudian ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Hasil transkripsi disam-paikan pada lampiran 4. 
	 Untuk memastikan tidak adanya kesalahan selama proses transkripsi dan memastikan tidak adanya makna yang mengambang dalam pengodean, dilakukan pengecekan terhadap transkripsi. Hal itu merupakan uji reliabilitas terhadap data hasil wawancara. Kemudian, transkripsi dibaca secara keseluruhan untuk diana-lisis dan dibuatkan tema-tema yang diberi kode berdasarkan ide atau topik atas transkripsi. Tema-tema tersebut lalu disajikan dalam bentuk naratif kualitatif un-tuk menjawab pertanyaan penelitian.  
	Dari hasil pengodean itu, diperoleh enam tema hasil transkripsi. Keenam tema tersebut, yaitu tema ke-1 meliputi kode D-F digunakan untuk menjawab per-tanyaan penelitian ke-1; tema ke-2 meliputi kode G-I untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-2; tema ke-3 meliputi kode J-L, tema ke-4 meliputi kode M-O, dan tema ke-5 meliputi kode P-R untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-3; serta tema terakhir meliputi kode S-U untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-4. Kode enam tema itu dirinci lebih lanjut pada lampira
	 Tabel 4.2 Pengodean Hasil Wawancara 
	Hasil transkripsi dan pengodean disampaikan kepada informan untuk mendapatkan pernyataan konfirmasi hasil wawancara dari informan. Hal itu merupa-kan langkah member checking, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang diberikan te-lah sesuai dan akurat. Dengan demikian, keakuratan validitas data penelitian tidak diragukan. Surat pernyataan konfirmasi hasil wawancara para informan terdapat pada lampiran 6.  
	 Dokumen-dokumen yang diperoleh berasal dari ketiga KPPN tersebut terkait dengan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Dokumen-dokumen yang di-peroleh dapat mendukung pernyataan dari informan yang diwawancarai atau justru berbeda dengan  pernyataan informan tersebut. Apabila dokumen men-dukung pernyataan informan, keakuratan pernyataan informan tersebut tidak dira-gukan. Apabila berbeda dengan hasil wawancara, keabsahan dokumen lebih dida-hulukan dibandingkan dengan hasil wawancara. Dokumen-dokumen yang di-perol
	 
	4.2 Hasil Penelitian 
	 
	Temuan-temuan penelitian yang dituangkan pada subbab 4.2.1 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, yakni “Mengapa masih terdapat keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY?” Paragraf-paragraf berikut menjelaskan temuan pada tiap-tiap KPPN. 
	4.2.1.1  KPPN Yogyakarta  
	Penyebab internal yang memengaruhi berasal dari KPPN sendiri dan Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi yang memayunginya. Penyebab internal yang memengaruhi keterlambatan GUP pada KPPN Yogyakarta mencakup peraturan, jaringan dan sistem teknologi informasi, kompetensi dan komitmen SDM KPPN, sosialisasi dari KPPN, serta volume kerja KPPN.   
	DJA atau K/L, dan ralat akun SPM/Setoran. Subbab berikut menjelaskan tiap-tiap faktor penghambat tersebut. 
	Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 menciptakan atmosfer yang berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan UP. Satker yang mengajukan GUP melebihi satu bulan diharuskan melampirkan penjelasan alasan tidak mengajukan GUP dalam satu bulan. Di satu sisi hal itu mendorong satker-satker untuk segera mengajukan GUP sehingga mengurangi kas yang menganggur. Namun, di sisi lain, hal tersebut menciptakan kendala tersendiri bagi satker-satker yang memiliki nilai UP cukup signifikan dan/atau tingkat kompleksitasn
	Pemberlakuan surat pada pertengahan tahun anggaran menimbulkan keluhan dari sebagian besar satker mitra kerja KPPN Yogyakarta. Satker menjadi tidak siap untuk harus segera mengajukan GUP agar tidak mendapat teguran dari KPPN karena dianggap terlambat GUP. Satker-satker yang sudah telanjur mengambil nilai UP yang besar pada awal tahun harus memutar otak agar dapat mengajukan GUP dalam satu bulan. Satker-satker tersebut merasa ruang geraknya menjadi terbatas. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh informan A7 b
	"Belum, sih. Cuma mereka mengeluh aja, kenapa sih, Mbak, sekarang di-perlakukan satu bulan begitu? Jadi enggak leluasa." (A7, 29) 
	 Adapun untuk memperkecil nilai UP dengan cara menihilkan sebagian UP juga menimbulkan dilema tersendiri bagi satker-satker yang bersifat kompleks. Berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, adanya ketentuan untuk membelanjakan uang makan, honor, dan lembur pada akhir tahun anggaran dengan mekanisme UP atau TUP. Pernyataan berikut menunjukkan dilema tersebut. 
	"Sempat ada pikiran seperti itu, cuma kemarin saya juga melihat itu waktu di akhir tahun itu, Mbak. Ketika beban uang makan dibebankan di UP. Itu yang kadang kita mau ambil sedikit, kita harus terpaksa TUP, TUP itu kan susah banget. Jadi, akhir itu seperti kemarin harus izin eselon I. Itu kalau di Kementerian Agama kan lumayan lama gitu. Wah, ada kekhawatiran ju-ga nanti uangnya enggak cukup, nanti kita enggak bisa mencairkan uang makan di tahun yang sama kan jadi masalah juga. Seperti itu, ya udahlah kita 
	"Enggak ada masalah. Sepanjang, ya itu tadi, dari perangkat pengelolaan anggarannya jalan semua, gitu. Jadi, selama ini kan kayak jadi beban ben-dahara itu sendiri lah..." (A10, 72) 
	Sebagian satker dan petugas KPPN menginginkan agar pemberlakuan surat tersebut pada awal tahun anggaran karena satker sudah dapat memperkirakan kebutuhan dan kemampuannya mempertanggungjawabkan UP dalam sebulan. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut. 
	"...Kalau mungkin aturannya di awal tahun mungkin satker bisa mem-perkirakan berapa UP yang mampu saya pertanggungjawabkan dalam waktu satu bulan" (A7, 18) 
	Permasalahan jaringan pada KPPN dan Ditjen Perbendaharaan juga menjadi ken-dala dalam pengajuan GUP dan pengelolaan UP. Hal itu disampaikan oleh in-forman-informan berikut. 
	"Oh, enggak bisa dipastikan seperti itu karena tergantung jaringan juga." (A6, 32)
	"Pernah, kalau jaringannya gak bisa jalan ya gak selesai." (A2, 90) 
	"Enggak, biasanya menunggu aja." (A2, 94) 
	"Ya, menunggu, enggak ada alternatif." (A6, 46) 
	 Selain itu, sistem teknologi informasi melalui berbagai aplikasi yang diciptakan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada satker juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan GUP satker. Pernyataan berikut menjelaskan kendala tersebut. 
	"Eh, 2017. He eh, yang 2017. Yang sampai versi 4 kemarin untuk windows di atas 7, yang 8-10 itu, update-nya susah..." (A7, 61) 
	"... Cuma untuk SAS  itu biasanya agak ribet di akhir tahun. SAS di akhir tahun karena dia untuk langkah-langkah akhir tahun, ada pengecualian penggunaan UP untuk belanja lembur dan uang makan." (A8, 40) 
	4.2.1.1.3 Kompetensi dan Komitmen SDM KPPN 
	Sebagian petugas KPPN dan satker juga berbeda persepsinya terhadap PMK 190 Tahun 2012 dengan S-2570/PB/2017. Hal itu disebabkan perbedaan kompetensi para petugas KPPN sebagaimana dinyatakan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut. 
	"Jadi, mungkin terkait dengan persepsi PMK 190 sendiri. Jadi, ada dua persepsi PMK 190. Yang satu itu di pasal berapa itu yang... UP dihitung berdasarkan belanja operasional selama satu bulan. Selama satu bulan. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa dia UP hanya satu bulan. Tetapi ada juga beberapa satker yang berpersepsikan GU itu dua bulan karena sanksi teguran, itu yang baru muncul di KPPN itu setelah dua bulan. Jadi, dalam PMK 190 juga untuk berapa sih revolving ideal, itu ada dua persepsi kare-na aturanny
	"Surat tertulis ya, Mba Novi, ya, kayaknya surat tertulis ya? S-2570 eng-gak ada sosialisasi, ya?" (A7, 31)  
	4.2.1.1.5 Volume Kerja KPPN 
	"Ya mungkin, cuma pas apa ya, kadang-kadang sok tinggal berapa orang gitu, sok antrenya sok lama..." (A10, 140) 
	4.2.1.1.6 Komitmen SDM Satker 
	Komitmen SDM dari satker juga menjadi kendala tersendiri dalam pengajuan GUP tepat waktu. Kurangnya koordinasi dan dukungan pejabat satker merupakan bagian dari komitmen ini. Selain itu, masih adanya pola pikir bahwa urusan pengelolaan keuangan hanya tanggung jawab bagian keuangan juga bagian dari 
	komitmen. Kurangnya komitmen tersebut dinyatakan sebagai berikut. 
	"Iya. Kalau saya rasa memang kurang koordinasinya walaupun kita sudah rapat koordinasi gitu. Kita udah peringatkan seperti ini... " (A10, 68) 
	"... Jadi, selama ini kan kayak jadi beban bendahara itu sendiri lah. Teru-tama kalau PPK-nya pejabat yang susah. Ya, kita sih sedikit-sedikit, Mbak, untuk mohonlah ini diini-diini. Cuma, ya itu tadi, kadang-kadang, apalagi teman-teman di seksi juga itu bukan pekerjaan utama toh, Mbak, itu. Misalnya, kalau di haji, pelayanan jamaah, hanya sebagai yang... itu kan… Jadi, pengelolaan keuangan ya enggak... Kalau kita enggak mengejar, kan ya gak jadi." (A10, 72) 
	Terjadinya masalah pada jaringan menyebabkan petugas-petugas KPPN tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Informan-informan berikut menyampaikan hal itu seperti pada kutipan berikut. 
	"Ya nunggu, sampai selesai kalau agak lama lapor ke SITP. Kalau seben-tar, paling ya nunggu sampai normal kembali." (C5, 26) 
	 Selain itu, sistem teknologi informasi melalui berbagai aplikasi yang diciptakan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada satker juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan GUP satker. Pernyataan berikut menjelaskan kendala tersebut. 
	"Dulu, awal-awal pemberlakuan SiLaBi itu cukup bermasalah. Kita SiLa-Bi-nya juga belum lancar. Banyak update-update-nya bermasalah. Kalau udah 2016, 2017 udah, udah cukup lancar." (C7, 42)  
	4.2.1.3.3 Komitmen SDM Satker 
	Komitmen SDM dari satker juga menjadi kendala tersendiri dalam pengajuan GUP tepat waktu. Kurangnya koordinasi dan dukungan pejabat satker merupakan bagian dari komitmen ini. Selain itu, masih adanya pola pikir bahwa urusan pengelolaan keuangan hanya tanggung jawab bagian keuangan. Kurangnya komit-men tersebut dinyatakan sebagai berikut. 
	"Iya. Jadi, kadang-kadang kalau mau batas waktu, mereka suka... Ya yang sering agak suka terlambat. Terlambat dalam artian belum sampai lewat sih, tapi sudah hampir batas waktunya harus kita ingetin terus." (C3, 26) 
	4.2.1.3.4 Kompetensi SDM Satker 
	Kurangnya kompetensi pejabat perbendaharaan yang baru akibat pergantian pejabat menjadi problem tersendiri dalam pengajuan GUP. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan wawancara berikut. 
	".... Kadang juga mesti konsultasi ke KPPN. Diajari juga sama CSO. Tapi, tidak bisa langsung jalan seperti operator yang lama. Masih memerlukan proses. Dan itu berpengaruh pada ganti UP, biasanya karena ada proses mereka mepelajari dulu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan SPM." (C1, 202) 
	"Dulu, sempat.... Karena SiLaBi kan... kebetulan bendahara saya udah cukup berumur lah. Kalau dipaksa untuk di aplikasi kan kesulitan. Dulu sempat di manual dulu, saya input di aplikasinya. Tapi, dulu aplikasi juga sempat bermasalah." (C7, 44) 
	4.2.1.3.5 Pergantian Pejabat Perbendaharaan 
	Waktu yang lama dalam penunjukkan pejabat perbendaharaan yang diganti dan mutasi pegawai di lingkungan satker yang terkadang menyeret pejabat perbenda-
	haraan juga mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP. Hal tersebut ditunjuk-kan dalam kutipan wawancara berikut. 
	"Ada, yang baru-baru ini kita hadapi sih pergantian operator ya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi, begitu operator yang lama pergi, eh, operator yang baru belum diberi tahu tugasnya secara detail juga...." (C1, 202) 
	4.2.1.3.6 Perencanaan Anggaran 
	Kendala lain yang mengadang pengajuan GUP oleh satker adalah perencanaan anggaran yang asal jadi. Biasanya anggaran yang dibuat merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya, tanpa memperhitungkan kinerja organisasi. Padahal, kon-disi setiap tahun anggaran amatlah berbeda. Perencanaan anggaran yang asal jadi menyebabkan seringkali  revisi anggaran yang akhirnya menyebabkan pengajuan GUP menjadi terhambat. Pernyataan berikut menunjukkan praktik yang masih ter-jadi. 
	"Iya. Dari perencanaannya kan lemah rata-rata, bukan cuma satker, KPPN sendiri juga kayak gitu. Jadi, ya... rata-rata kesulitannya di situ." (C3, 40) 
	4.2.1.3.7 Revisi DIPA 
	"MO menerbitkan SPPT." (A4, 30) 
	4.2.2.1.4 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi Pencairan Dana 
	Langkah berikutnya, kepala seksi pencairan dana melakukan validasi secara manual dan sistem serta melakukan review dan persetujuan tagihan. Tugas tersebut tertuang dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ini. 
	"Ya... Saya meng-approve apa... tagihan dari middle yang diajukan ke tempat saya. Jadi, saya mencocokkan dengan kode satkernya, kemudian nilai nominalnya, serta data pendukungnya. Kalau sudah benar, saya set-ujui. Kalau ada kesalahan, ya saya tolak." (A4, 6) 
	"Ya, seperti ini juga, cuman kalau UP kan lampirannya cuma SPM atau perincian. Kalau masalah pagu atau dana yang tersedia kan enggak saya. Cuman kalau ada permintaan UP. Kalau TUP kan harus ada persetujuan MSKI. Kalau UP kan enggak" (A4, 12) 
	4.2.2.1.5 Proses Pengelolaan UP pada PPD 
	Berikutnya, PPD menatausahakan PPR dan dokumen pendukung untuk diteruskan ke seksi bank dan subbag umum. Subbag umum meneruskan kepada satker. PPD KPPN Yogyakarta sebanyak empat orang sesuai dengan jalur dari FO Konversi. Tugas PPD dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini. 
	Dokumen SPM dari PPD ditatausahakan oleh pelaksana subbag umum. Selanjut-nya, dokumen tersebut diteruskan kepada satker mitra kerja.  
	4.2.2.2.7 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Vera 
	4.2.2.2.8 Proses Pengelolaan UP pada CSO 
	"Melayani konsultasi satker terkait pelaksanaan APBN. Pembuatan KIPS, kartu identitas satker. Perubahan penonaktifan, termasuk perubahan PIN PPSPM. Kemudian, perubahan spesimen satker. Kayaknya sudah." (B4, 6)  
	4.2.2.3 KPPN Wates 
	4.2.2.3.1 Proses Pengelolaan UP pada FO Konversi 
	bisa ditransfer ke portal SPAN. Yang bertugas sebagai FO Konversi pada KPPN Wates sebanyak satu orang. Adapun tugas FO Konversi KPPN Wates disebutkan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini. 
	"Tugas pokoknya menerima SPM dari satker, mulai dari SPM UP, SPM LS, pihak ketiga maupun ke bendahara..." (C1, 8) 
	"Mencocokkan data pengantar SPM, itu  antara kartu KIPS dengan orangnya, fotonya, memeriksa apakah ADK yang disampaikan cocok anta-ra hardcopy dan softcopy-nya, sudah sesuai dengan peraturan perun-dangan, PMK 190 dan S-2570." (C1, 10) 
	4.2.2.3.2 Proses Pengelolaan UP pada FO Validator 
	FO Validator selanjutnya memproses UP/GUP dari FO Konversi. Petugas FO Validator KPPN Wates sejumlah satu orang. Tugas tersebut tertuang dalam hasil wawancara berikut ini. 
	"Meng-upload SPM ke SPAN, terus... unggah kontrak, unggah supplier." (C2, 6) 
	4.2.2.3.3 Proses Pengelolaan UP pada MO 
	MO bertugas melakukan review dan persetujuan tagihan. Jumlahnya sebanyak sa-tu orang. Tugas MO terlihat dalam kutipan wawancara berikut. 
	"Melakukan approval SPM UP, kemudian untuk GUP-nya biasanya saya mengawasi di OM SPAN. Ya, termasuk memberikan surat teguran karena seandainya terlambat mengajukan GUP. Termasuk ngejar-ngejar satker juga." (C3, 6) 
	"...Dari FO Validator, sudah diunggah, nanti masuk ke MO, ya, di review-er. Reviewer melakukan persetujuan, approval..." (C4, 66) 
	Selanjutnya, kepala seksi PDMS melakukan validasi secara manual dan sistem serta melakukan reviewdan persetujuan tagihan. Hasil wawancara berikut menjelaskan tugas itu. 
	"...Reviewer melakukan persetujuan, approval. Baru ke saya, melakukan approval juga." (C4, 66) 
	4.2.2.3.5 Proses Pengelolaan UP pada PPD 
	Selanjutnya, PPD menatausahakan PPR dan dokumen pendukung untuk diterus-kan ke seksi bank dan subbag umum. Subbag umum meneruskan kepada satker. PPD KPPN Wates sebanyak satu orang. Tugas PPD terangkum dalam hasil wawancara berikut. 
	"Dipilah sama PDMS. Jadi, kita cuma dapat SPPT..." (C5, 48) 
	4.2.2.3.6 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Bank 
	Pelaksana seksi bank membuat PPR dan melakukan reviewtagihan pada PPR serta menerbitkan SP2D. Hal itu diterangkan dalam kutipan-kutipan wawancara beri-kut. 
	"Pertama, menerima SPPT dari seksi PDMS, mencetak laporan daftar tagihan disetujui per bank. Setelah itu, memasangkan SPPT dengan laporan persetujuan ee... daftar persetujuan disortir per bank. Jadi, kan, SPPT, kan, pokoknya ada sepuluh. Lima dibayar luar BNI, lima BPD. Nanti kan dicetak di sini daftar SPPD per banknya Ada dua, BNI sama BPD nanti di-share kayak ini, lho, nah, ini diurutkan." (C5, 8) 
	"He-em...berdasarkan banknya dan uangnya diurutkan uangnya, kalau udah proses PPR." (C5, 10) 
	"Di file. Nanti kan kalau tidak approval dikembalikan ke file. Disimpan, diarsip." (A5, 44) 
	Kepala seksi bank melakukan persetujuan atas pekerjaan pelaksananya. Kutipan berikut menyebutkan hal itu. 
	"Kalau selesai, kan dari PPR ini ke kepala seksi. Nanti kepala seksi ap-proval." (C5, 30) 
	Dokumen SPM dari PPD ditatausahakan oleh pelaksana subbag umum. Dokumen selanjutnya disampaikan kepada satker mitra kerja yang bersangkutan. 
	4.2.2.3.9 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Vera 
	4.2.2.3.10 Proses Pengelolaan UP pada CSO 
	Petugas CSO ialah petugas yang memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait dengan perbendaharaan kepada satker dan mitra kerja KPPN lainnya, khu-susnya pengelolaan UP. Petugas CSO KPPN Wates sebanyak satu orang. Tugas CSO dijelaskan oleh informan berikut ini. 
	4.2.3 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY 
	Penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturaan dalam pengelolaan UP dikaitkan dengan pelaksanaan terhadap peraturan yang ada. Peraturan yang dimaksud ialah PMK 190, SOP sesuai dengan KEP-287/PB/2015, dan S-2570/PB/2017. Penera-pan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian SP2D UP/GUP. Adapun penerapan prinsip efisiensi da-lam pelaksanaan pengelolaan UP dapat dilihat dari penghematan sumber daya yang digunakan oleh KPPN, baik waktu, tenaga/pegawai, d
	 Agar memudahkan dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan UP pada ketiga KPPN, dibuat formula perhitungan dalam menilai efisiensi dan efek-tivitas tersebut. Efisiensi diukur dengan membandingkan nilai dan jumlah SP2D terkait UP dengan jumlah pegawai pengelola UP antartahun, dalam hal ini semes-ter I tahun 2017 dan semester I tahun 2016, pada masing-masing KPPN. Jika se-makin tinggi persentasenya, pengelolaan UP Tahun 2017 lebih efisien dibanding-kan dengan tahun 2016. Hal ini bertujuan membanding
	        (1) 
	  (2)
	    (3) 
	(4) 
	(5) 
	Temuan-temuan penelitian yang dituangkan pada subbab 4.2.3 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3, yakni “agaimana penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY?” Temuan-temuan menunjukkan hal-hal se-bagai berikut. 
	4.2.3.1.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan 
	Secara umum KPPN Yogyakarta melaksanakan pengelolaan UP sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai de-ngan SOP yang berlaku. Namun karena adanya aturan terbaru terkait jangka wak-tu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan pemberitahuan kepa-da satker juga mengikuti aturan tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara berikut. 
	“Kalau terkait SPM GU, karena itu pertama kali di tahun anggaran yang baru itu, gitu ya...maka yang harus yang kita perhatikan pertama adalah terkait dengan identitas satker ya..KIPS itu. Itu apakah sudah diperbaharui atau belumeperti itu. Karena kalau masih lama, kadang sudah tidak mau diterima, gitu. Kesesuaian antara foto dengan kedatangan yang bersangkutan, kita cek, kemudian kalau UP itu biasanya ada erita cara ekon ya, syaratnya itu. Berita cara ekon...e...tahun sebelumnya. Itu harus ada. Kemudian ter
	4.2.3.1.2 Penerapan Prinsip Efisiensi 
	Penerapan prinsip efisiensi dapat diketahui dari kemampuan KPPN dalam meng-gunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian, KPPN mampu menekan wak-tu, tenaga, dan biaya.  
	Dalam mengukur efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan UP digunakan indeks efisiensi nilai dan indeks efisiensi jumlah. Untuk menghitung kedua indeks tersebut, data yang diperlukan ialah data jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP dan data jumlah SP2D UP.  
	 Tabel 4.4 Pegawai KPPN Yogyakarta Pengelola UP Tahun 2016 dan 2017 
	 Sumber: Data Kepegawaian KPPN Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017 
	 
	 
	     
	 Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5, ndeks fisiensi ilai SP2D UP terhadap jumlah pegawai KPPN Yogyakarta untuk emester I ahun 2016 dan emester I a-hun 2017 dihitung menurut angka (8) sehingga dapat menggambarkan besaran UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Yogyakarta. Pada emester I ahun 2016, setiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP 
	mengelola sebesar Rp9.370.796.983. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, se-tiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP me-ngelola sebesar Rp8.874.675.845. Dengan demikian, setiap pegawai KPPN Yog-yakarta lebih efisien mengelola ilai SP2D UP emester I ahun 2016 dibanding-kan emester I ahun 2017. 
	 
	      … (8) 
	 Adapun indeks efisiensi jumlah SP2D UP terhadap pengelola UP KPPN Yogyakarta emester  I ahun 2016 dan emester I ahun 2017disajikan berikut.
	 
	        … (11) 
	4.2.3.1.3 Penerapan Prinsip Efektivitas 
	Prinsip efektivitas diterapkan juga dalam pengelolaan UP. Efektivitas dalam pe-ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan 
	"Kalau di sini aturannya 24 jam, Mba. Jadi, satu hari itumisalkan.." (A1, 42) 
	       
	       
	      
	 
	 Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan UP, KPPN Yogyakarta menciptakan inovasi berupa layanan call center dan mobile service area (MSA). Layanan call center adalah layanan melalui saluran telepon atas konsultasi perma-salahan satker. Layanan ini diberikan setiap jam kerja. MSA merupakan layanan konsultasi khusus, semacam forum diskusi, yang dilakukan oleh KPPN Yogyakar-ta dengan cara mendatangi lokasi satker-satker yang mengalami permasalahan, khususnya UP. Layanan MSA diberikan terjadwal, biasan
	 Call center dan MSA dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan UP. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut. 
	kita punya profil satker tuh. Nah, UP itu merupakan indikator untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, itu sudah berjalan di KPPN Yogyakarta sejak 2016." (A8, 26)
	4.2.3.2 KPPN Wonosari 
	4.2.3.2.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan 
	Secara umum, KPPN Wonosari melaksanakan pengelolaan UP sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai de-ngan SOP yang berlaku. Namun karena adanya aturan terbaru terkait jangka waktu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan penge-lolaan UP juga mengikuti aturan tersebut.  pelaksanaan pengelo-laan UP terkendala oleh jaringan yang lambat. Agar dapat selesai tepat waktu, ma-salah itu diatasi dengan menggunakan user yang bukan seharusnya, yang secara aturan tidak d
	"Gini aja, kalau di sini agak error kita masuk ke epala eksi." (B3, 80) 
	“Enggak, di sini error, kita masuk ke Kepala Seksi.” (B3,82) 
	4.2.3.2.2 Penerapan Prinsip Efisiensi 
	Penerapan prinsip efisiensi dapat diketahui dari kemampuan KPPN dalam meng-gunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian, KPPN mampu menekan wak-tu, tenaga, dan biaya. Di KPPN Wonosari, efisiensi dapat terlihat dengan adanya perangkapan pekerjaan karena keterbatasan pegawai. Hasil wawancara berikut menunjukkan hal itu. 
	"Iya, dulu kan dua orang aku sama Mba Istin. Ya, sekarang dirangkap Mba Istin." (B2, 6) 
	Sebagaimana halnya pada KPPN Yogyakarta, efisiensi dari KPPN Wonosari juga dihitung dengan menghitung indeks efisiensi nilai dan jumlah SP2D terhadap 
	pengelola UP-nya. Data yang diperlukan ialah data jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP pada KPPN Wonosari serta data nilai dan jumlah SP2D.  
	        
	       
	 
	  
	          
	 
	    
	 
	Angka (17) menggambarkan nilai SP2D UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Wonosari. Pada emester I ahun 2016, setiap pegawai KPPN Wonosari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar Rp1.742.044.509. Se sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wonosari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola UP sebesar Rp1.551.503.948. Dengan demikian, pengelolaan nilai SP2D UP pada KPPN Wonosari emester I ahun 2016 lebih efisien dibandingkan emes-ter I ahun 2017.
	 
	      … (20) 
	Angka (20) menggambarkan jumlah SP2D UP yang dikelola oleh setiap pe-gawai KPPN Wonosari. Pada emester I ahun 2016, setiap pegawai KPPN Wono-sari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola 74 SP2D.  sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wonosari yang ter-libat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar 91 SP2D. Dengan demi-kian, pengelolaan jumlah SP2D terkait UP pada KPPN Wonosari emester I ahun 2016 lebih efisien dibandingkan emester I ahun 2017. 
	4.2.3.2.3 Penerapan Prinsip Efektivitas 
	ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan dalam kurun waktu satu hari setelah SPM diterima oleh satker. Khusus untuk SPM yang diterima setelah jam istirahat, SP2D tertanggal keesokan harinya tetap diselesaikan pada hari itu juga.  
	 
	    
	 
	Namun, terkadang pelaksanaan pengelolaan UP belum optimal. Hasil wa-wancara berikut menunjukkan hal tersebut. 
	"Kadang-kadang lama. Enggak mesti itu. Pernah satu hari enggak kerja." (B2, 77) 
	"Enggak, di sini error, kita masuk ke kepala seksi." (B3, 82)
	Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan UP, KPPN Wonosari menciptakan inovasi berupa layanan grup whatsapp messenger yang terdiri atas beberapa pegawai KPPN Wonosari dan satker mitra kerja. Grup tersebut efektif dalam menyelesaikan permasalahan UP.
	4.2.3.3 KPPN Wates 
	4.2.3.3.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan 
	Secara umum, KPPN Wates melaksanakan pengelolaan UP sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun karena adanya aturan terbaru terkait jangka waktu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan pengelolaan UP juga mengi-kuti aturan tersebut. Kutipan-kutipan wawancara berikut menggambarkan hal itu. 
	"Iya, Cuma untuk S-2570 belum ada SOP-nya." (C1, 22) 
	"2570...ntuk UP, kalau di PMK 190 dia setelah dua bulan dari GU sebelumnya dia baru dikenakan teguran. Kalau di S-2570 setelah dari GU sebelumnya, dia harus, satker harus mengajukan atau pengajuan UP berikutnya dia melampirkan surat penjelasan yang ditandatangani KPA alasan keterlambatan pengajuan UP." (C1, 26) 
	"Kami sepakat meminta surat keterangan dari satker. Itu ada dua, satu dilampirkan bersama dengan SPM-nya, yang satu masuk lewat umum." (C1, 34) 
	4.2.3.3.2 Penerapan Prinsip Efisiensi 
	Jumlah pegawai KPPN Wates yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP tahun 2016 dan 2017 sebanyak 11 orang. Tabel 4.8 berikut menunjukkan rincian jumlah tersebut. 
	 
	Tabel 4.8 Pegawai KPPN Wates Pengelola UP TA 2016 dan TA 2017
	       
	Data berikutnya ialah data nilai dan jumlah SP2D UP/GUP/GUP ihil pada KPPN Wates. Tabel 4.9 berikut merinci data tersebut. 
	         
	Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9, ndeks fisiensi ilai SP2D UP terhadap e-ngelola UP KPPN Wates untuk emester I ahun 2016 dan emester I aun 2017 dihitung sebagai berikut.
	 
	    … (26) 
	    
	    
	Angka (29) menggambarkan perbandingan jumlah SP2D UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Wates. Pada emester I ahun 2016, setiap pegawai KPPN Wates mengelola UP sejumlah 89 SP2D. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wates mengelola sebanyak 83 SP2D UP. Dengan de-mikian, pengelolaan UP KPPN Wates emester I ahun 2016 lebih efisien diban-dingkan emester I ahun 2017.
	4.2.3.3.3  
	Prinsip efektivitas diterapkan juga dalam pengelolaan UP. Efektivitas dalam pe-ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan dalam kurun waktu satu hari setelah SPM diterima oleh satker. Khusus untuk SPM yang diterima setelah jam istirahat, SP2D tertanggal keesokan harinya tetap diselesaikan pada hari itu juga.  
	"Sangat. Sangat efektif membantu. Karena biasanya kita ngejar-ngejar di situ. Kan langsung baca semua kan di situ. Termasuk masalah-masalah lain selain yang ditanyakan itu." (C3, 20) 
	Adapun rasio efektivitas penyelesaian SP2D tekait UP pada KPPN 
	 
	    
	Penyebab penerapan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksa-naan pengelolaan UP pada ketiga KPPN se-DIY belum optimal berbeda-beda. Penyebab pada KPPN Yogyakarta ialah permasalahan SOP, jaringan dan sis-tem teknologi informasi, serta volume kerja. Se penyebab pada KPPN Wonosari ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta jumlah pegawai. Adapun penyebab pada KPPN Wates ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta sarana dan prasarana t
	Berikut dijabarkan perincian atas penyebab-penyebab belum optimalnya e-nerapan rinsip etaatan terhadap eraturan, fisiensi, dan fektivitas dalam e-laksanaan engelolaan UP pada ketiga KPPN.
	4.2.4.1  
	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang ada, penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan penge-lolaan UP pada KPPN Yogyakarta belum optimal ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta volume kerja. Penyebab tersebut di-
	jabarkan berikut.
	Pemberlakuan Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 pada KPPN ternyata tidak diikuti dengan SOP atau petunjuk teknis bagi para pegawai KPPN. Hal itu menyebabkan pegawai KPPN masih menggunakan SOP berdasarkan KEP-287/PB/2013. Tentu saja hal tersebut membuat pelindungan hukum dalam bekerja bagi para pegawai KPPN sangat kurang. Akhirnya pegawai KPPN tidak optimal dalam bekerja. Kutipan berikut menggambarkan hal tersebut. 
	"Kalau ini, untuk TUP terutama TUP akhir tahun. Selama ini kan di SOP-nya, TUP hanya melihat pagu dana, sisa dana. Nah, padahal secara ini, padahal pagu dana dikurangi UP yang ada di dia. Nah, SOP-nya belum sampai ke sana. Nah, dia hanya melihat sisa dana, padahal seharusnya sisa dana dikurangi UP. Itu adalah TUP yang bisa diambil." (A8, 44)
	Jaringan dan sistem teknologi informasi juga menyebabkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta belum optimal. Pekerjaan menjadi terhambat. Hal itu di-sampaikan oleh informan-informan berikut. 
	"Pernah, kalau jaringannya gak bisa jalan ya gak selesai." (A2, 92) 
	"Enggak mesti, kadang lemot dalam satu jam, dua jam. Abis itu kembali cepat. Bisa aja seperti itu, enggak mesti." (A6, 42) 
	 Permasalahan terkait jaringan dan sistem informasi yang lain  terkadang perlu pekerjaan yang dilakukan secara manual karena informasi yang tersedia dalam sistem informasi yang ada kurang memadai. Hal itu disam-paikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut. 
	"Enggak, kalau mau lihat history kita harus ke plikasi SPAN-nya. Di OM SPAN ini enggak kelihatan." (A9, 24) 
	"Kalau SPAN ini masih sama yang dulu. Jadi, kalau dari plikasi SPAN itu, kalau sudah diproses enggak langsung muncul di SPAN-nya. Jadi, kadang H+1, H+2. Jadi, sekarang malah yang bermasalah konfirmasi, setoran itu malah ada yang ...kasusnya...sudah setor lama, sudah konfirmasi, kode satker enggak ada yang salah, eh, kode akunnya enggak salah, tapi kok sampai sekarang kok SPAN enggak masuk. Jadi, salahnya apa di MPN-G2-nya atau gimana? Jadi, kesannya di tuh enggak nihil-nihil. Jadi, kayak ini nih..." (A9, 32
	4.2.4.1.3  
	"Kalau SPM UP itu kayak Sleman kadang sampai berapa ya...50 lebih, begitu." (A1, 50) 
	"Iya, itu yang RM, terus ditambah yang PNBP." (A1, 52) 
	Jumlah SPM yang masuk di KPPN Yogyakarta juga menggambarkan volu-me kerja yang tinggi. Kutipan wawancara berikut menunjukkan hal tersebut. 
	Volume kerja yang tinggi juga ditunjukkan dengan kepadatan jadwal yang dialami oleh pejabat di KPPN Yogyakarta, khususnya kepala seksi pencairan dana. SP2D dapat selesai tepat pada waktunya, tetapi menimbulkan ketidakefisien-an waktu. Hasil wawancara berikut menunjukkan hal tersebut. 
	"Ya kalau cepat, ya cepat, Mba. Kadang kan rapat. Sering rapat." (A3, 70)
	4.2.4.2  
	4.2.4.2.1  
	 Pemberlakuan Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 pada KPPN ternyata tidak diikuti dengan SOP bagi para pegawai KPPN. Hal itu me-nyebabkan pegawai KPPN masih menggunakan SOP berdasarkan KEP-287/PB/2013. Tentu saja hal tersebut membuat pelindungan hukum dalam bekerja bagi para pegawai KPPN sangat kurang. Akhirnya pegawai KPPN tidak optimal dalam bekerja. Kutipan di bawah ini menggambarkan hal tersebut. 
	4.2.4.2.2  
	Jaringan dan sistem teknologi informasi juga menyebabkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wonosari belum optimal. Hal itu disampaikan oleh informan-informan berikut. 
	"Enggak tahulah, dah lama sih. Jadi, dari situ (FO alidasi) masuk sini (MO), enggak langsung muncul, Mbak. Paling dia menit ke berapa gitu ya. Misalkan 16.08 misalnya dari situ, itu kira-kira lima menitan antara 3—5 menitan." (B2, 14)
	Untuk mengatasi permasalahan jaringan pada pelaksana eksi ank KPPN Wonosari,  prosedur dilompati dengan cara menggunakan user ke-pala seksi bank dalam memproses SP2D yang seharusnya diproses di user pelak-sana seksi bank. Hal itu efisien karena mampu mempercepat pemrosesan SP2D. Namun, di sisi lain melanggar ketentuan yang ada. Hal itu disam-paikan dalam kutipan wawancara berikut. 
	4.2.4.2.3  
	Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wonosari belum optimal lainnya ialah jumlah pegawai yang sedikit, hanya  orang. Hal itu menyebabkan terjadinya perangkapan pekerjaan oleh beberapa pegawai KPPN Wonosari. Kutip-an wawancara berikut menerangkan hal tersebut. 
	4.2.4.3  
	Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates belum optimal ialah per-masalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta sarana dan prasa-rana teknologi informasi. Hal itu dijabarkan berikut.
	4.2.4.3.1  
	Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dibuatlah kesepakatan antara KPPN Wates dengan satker mitranya yang mungkin saja berbeda dengan KPPN lain. Hal itu disampaikan dalam kutipan wawancara berikut. 
	4.2.4.3.2  
	Jaringan dan sistem teknologi informasi juga menkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates belum optimal. Hal itu disampaikan oleh informan-infor-man berikut. 
	"Iya. Nah itu justru karena jaringan itu. Maksudnya kita bisa kalau jaringannya lancar, kita butuh waktu lebih sedikit kan untuk mengecek pekerjaan yang sama. Waktu kita buka pakai yang lain kan bisa ngerjain yang lain gitu." (C3, 118) 
	Menu dalam sistem informasi yang ada juga menkan ketidakefisien-an karena ada beberapa pekerjaan masih harus dilakukan secara manual. Hal itu disampaikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut. 
	"Di KPPN....Pengawasannya kan masih manual ya, tidak ada warning dari sistem..." (C1, 104) 
	"Di OM SPAN-nya enggak ada, Jadi, di OM SPAN hanya seperti ini. Cuma tanggal terakhir sekian, as tegurannya sekian Berarti satu bulannya kita harus menghitung sendiri. Jadi, kita harus sering-sering buka pengawasannya, kira-kira satker mana yang sudah mau berakhir. " (C1, 106)
	Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates belum optimal lainnya ialah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. Spesifikasi komputer yang masih rendah dengan kapasitas hard disk yang hampir penuh merupakan perma-salahan yang terjadi  KPPN Wates. Hal itu disampaikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut. 
	"Di kita rata-rata IT yang tidak mendukung termasuk komputer-komputer ini lho....." (C3, 100) 
	"Iya dan isinya banyak dari tahun dulu awal tahun KPPN Wates dibuka elum diganti. Ini ada middle dua-duanya nih. Jadi tuh saya sering gini, misalnya saya lagi nge-prove nih, belum keluar. Saya tinggal dulu, keluar ninggalin kursi, kan ngerjain surat dulu nih. Ngetik, bengong nih. Ya udah lebih lama ngetiknya daripada mikirnya. Terus saya tinggal lagi tuh belum selesai nih ngetiknya." (C3, 102) 
	5 BAB V 
	 
	5.1  
	Penelitian ini memiliki empat tujuan. Tujuan pertama ialah mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY. Tujuan kedua ialah mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Tujuan ke-tiga ialah mengeksplorasi atau menganalisis penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Tujuan keempat ialah mengidentifikasi dan 
	Secara umum, proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN berpedoman pada SOP yang tertuang dalam Keputusan Ditjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015. Proses pengelolaan UP meliputi proses penerbitan SP2D UP dan GUP pada KPPN, proses penerbitan surat pemberitahuan teguran dan sanksi GUP kepada satker oleh KPPN, serta proses pemberian layanan informasi UP kepada satker oleh KPPN. 
	Secara khusus, proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN berbeda. Proses pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta melibatkan eksi MSKI karena KPPN Yogyakarta merupakan KPPN Tipe A1. Adapun proses pengelolaan UP pada KPPN Wonosari dan Wates tidak melibatkan eksi MSKI karena fungsi eksi MSKI terdapat pada eksi  PDMS pada KPPN ipe A2. Selain itu, terdapat perang-kapan pekerjaan pada FO Konversi dan Validator serta MO dan PPD dalam proses 
	pengelolaan UP pada KPPN Wonosari. Hal itu dikan keterbatasan jumlah pegawai pada KPPN bersangkutan. 
	Pelaksanaan prinsip efisiensi pada ketiga KPPN ditunjukkan dari ndeks fi-siensi ilai dan umlah SP2D UP terhadap engelola UP. Indeks fisiensi hanya membandingkan antarwaktu, tidak membandingkan antarKPPN. Perbandingan antarwaktu memiliki keunggulan karena dapat menunjukkan adanya tren dalam menganalisis data pada kondisi yang relatif sama sehingga dapat dilakukan per-baikan atas pelaksanaan pekerjaan pada unit yang bersangkutan. Adapun kele-mahannya ialah tidak dapat membandingkan antarunit yang berbeda. 
	Indeks efisiensi nilai SP2D membandingkan efisiensi nilai SP2D yang di-kelola pegawai KPPN selama emester I ahun 2016 dengan emester I ahun 2017. Indeks fisiensi ilai SP2D UP KPPN Yogyakarta sebesar 94,71% artinya pengelolaan UP pada emester I ahun 2016 lebih efisien dibandingkan e-mester I ahun 2017.  ndeks KPPN Wonosari sebesar 118,75%, artinya pengelolaan UP emester I ahun 2017 lebih efisien dibandingkan emes-ter I ahun 2016. Adapun pengelolaan UP KPPN Wates lebih efisien pada e-
	Efisiensi nilai belum tentu sejalan dengan efisiensi jumlah. Indeks umlah SP2D terhadap engelola UP KPPN Yogyakarta memang sebesar 96,00% yang menunjukkan pengelolaan UP emester I ahun 2016 lebih efisien daripada e-mester I ahun 2017. Begitu pula KPPN Wonosari yang memiliki indeks sebesar 122,38%. Adapun KPPN Wates mempunyai indeks 93,55% yang berbanding ter-balik dengan indeks efisiensi nilainya. Dengan demikian, indeks efisiensi nilai KPPN Wates tidak sejalan dengan indeks efisiensi jumlahnya. 
	Pelaksanaan prinsip efektivitas pengelolaan UP pada ketiga KPPN sudah baik. Hal itu ditunjukkan dengan rasio penyelesaian penerbitan SP2D terkait -UP pada ketiga KPPN yang semuanya mencapai 100% pada ahun 2016 dan 2017. Agar meningkatkan efektivitas pengelolaan UP dan pelayanan informasi perbendaharaan lainnya, tiap-tiap KPPN berusaha menciptakan inovasi dalam me-layani mitra kerjanya. Inovasi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta ialah ada-nya call center dan mobile service area. Adapun KPPN Wates dan Wonosa
	Penyebab belum optimalnya pelaksanaan prinsip ketaatan terhadap pera-turan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan UP pada KPPN se-DIY secara umum sama. Penyebab yang sama pada pada ketiga KPPN ialah SOP serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Adapun penyebab lain yang berbeda pada ketiga KPPN ialah volume kerja pada KPPN Yogyakarta, jumlah pegawai pada KPPN Wonosari, serta sarana dan prasarana teknologi informasi pada KPPN Wates.
	Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pene-litian ini. Penelitian ini belum mencakup penerapan prinsip ekonomis dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan pengelolaan UP karena adanya kerahasiaan penghasilan pegawai pada KPPN se-DIY serta keterbatasan waktu penelitian. Untuk jika memungkinkanpenelitian selanjutnya dapat mengulas masalah tersebut. 
	Penelitian ini juga belum mengungkap secara detail mengenai proses pener-bitan izin UP karena keterbatasan waktu penelitian. Diharapkan penelitian selan-jutnya dapat menggambarkan hal tersebut. 
	Penelitian ini belum menjabarkan durasi penyelesaian SP2D untuk masing-masing KPPN  keterbatasan data pada SPAN yang hanya menampilkan du-rasi penyelesaian SP2D yang terjadi pada bulan pada saat mengakses data. Untuk penelitiannya selanjutnya diharapkan hal tersebut secara rinci. 
	Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjabarkan secara mendetail pelaksanaan pengelolaan UP KPPN se-Indonesia sehingga dapat dike-tahui pelaksanaan pengelolaan UP secara lebih komprehensif.
	Berdasarkan simpulan penelitian ini, rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait
	5.3.1  
	Agar pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN menjadi optimal, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kemente-rian Keuangan di antaranya
	Untuk mengurangi keterlambatan GUP, KPPN Yogyakarta sebaiknya melakukan 
	5.3.3  
	Untuk mengurangi keterlambatan GUP serta menerapkan prinsip ketaatan terha-dap aturan, efisiensi, dan efektivitas, sebaiknya KPPN Wonosari melakukan lang-kah-langkah, antara lain
	5.3.4  
	Untuk mengurangi keterlambatan GUP serta menerapkan prinsip ketaatan terha-dap aturan, efisiensi, dan efektivitas, sebaiknya KPPN Wates melakukan per-baikan-perbaikan, antara lain
	5.3.5  
	Untuk mencegah keterlambatan GUP, sebaiknya satker melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain
	 Kerja sama dan komitmen seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan UP akan mewujudkan pelaksanaan pengelolaan UP yang optimal. ptimal pelaksanaan pengelolaan UP merupakan indikasi bahwa penggunaan APBN taat  peraturan, efisien, dan efektif. 
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: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


BPP

: Bendahara Pengeluaran Pembantu


BUN

: Bendahara Umum Negara


CaLK

: Catatan atas Laporan Keuangan 


CSO

: Customer Services Officer

Dit APK
: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Ditjen

: Direktorat Jenderal


DIY

: Daerah Istimewa Yogyakarta


DJA

: Direktorat Jenderal Anggaran


FO

: Front Officer

GUP

: Ganti Uang Persediaan


GUP KP
: Ganti Uang Persediaan Kelebihan Pajak


K/L

: Kementerian Negara/Lembaga


Kanwil

: Kantor Wilayah


Kemenkeu RI
: Kementerian Keuangan Republik Indonesia


KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


LPJ

: Laporan Pertanggungjawaban


LS

: Langsung


MO

: Middle Officer

MSA

: Mobile Service Area

MSKI

: Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal


OM SPAN
: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 


  Negara


PBN

: Perbendaharaan


PDMS

: Pencairan Dana dan Manajemen Satker


PMRT

: Payment anagement Resume Tagihan


PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak


PPR

: Payment Process Request 


Pusintek
: Pusat Informasi dan Teknologi


SAIBA
: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual


SAKTI

: Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi


SAL

: Saldo Anggaran Lebih


SAS

: Sistem Aplikasi Satker


Satker

: Satuan Kerja


Seksi Vera
: Seksi Verifikasi dan Akuntansi


Seksi Veraki
: Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta Kepatuhan Internal



SiAP

: Sistem Akuntansi Pusat


SiLaBi

: Sistem Laporan Bendahara Instansi


SP2D

: Surat Perintah Pencairan Dana


SPM

: Surat Perintah Membayar


SPPT

: Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan


TUP

: Tambahan Uang Persediaan


UP

: Uang Persediaan


UP KP

: Uang Persediaan Kelebihan Pajak

INTISARI

Uang persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan oleh bendahara umum negara kepada bendahara pengeluaran satuan kerja. Saldo uang persediaan pada bendahara pengeluaran diusahakan tidak terlalu besar. Saldo persediaan satker-satker di lingkungan kementerian negara/lembaga yang menggunakan dana APBN se-DIY selama tahun 2016 cukup signifikan, rata-rata Rp65.578.786.332 per bulan.



Tujuan  penelitian ini terdiri atas empat hal. Pertama, mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY. Kedua, mengeksplorasi tentang proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Ketiga, mengeksplorasi penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Terakhir, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan penge-lolaan UP pada KPPN se-DIY yang belum optimal.



Dengan metode penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi secara cermat tentang permasalahan pelaksanaan penge-lolaan uang persediaan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen.



Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY terdiri atas faktor internal dan eksternal. Kedua, proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY sesuai dengan KEP-287/PB/2015. Ketiga, secara umum ketiga KPPN telah menerapkan prinsip ketaatan terhadap aturan, efisiensi, dan efektivitas, walaupun belum optimal. Terakhir, SOP dan infrastruktur jaringan informasi merupakan penyebab utama belum optimalnya pe-nerapan ketiga prinsip tersebut.


Kata Kunci: uang persediaan, KPPN, bendahara umum negara

ABSTRACT

Petty Cash is the down payment made by state general treasurer (BUN) to the expenditure treasurer of a working unit. The balance of petty cash should not be too large. However, the balance of petty cash of the state budget working units in DIY during 2016 was significant, on average of Rp 65,578,786,332 per month.



The reseach purposes consisted of four things. First, exploring the factors causing GUP delay at KPPN in DIY. Second, exploring UP management process at KPPN in DIY. Third, analyzing the implementation of principles of compliance to regulations, efficiency, and effectiveness in the management of UP at KPPN in DIY. Finally, identifying the factors causing the implementation of compliance to regulations, efficiency, and effectiveness principle in the management of UP at KPPN in DIY to be not optimal yet.



With a case study using qualitative research method, this research was aimed to explore the implementation issues of the management of petty cash. The data were gathered by in-depth interviews and document review.



The results showed several things. First, the causes of GUP delay at KPPN in DIY consist of internal and external factors. Second, the UP management process at KPPN in DIY is based on KEP-287/PB/2015. Third, all three KPPNs have applied the principle of compliance to the rules, efficiency, and effectiveness, al-though it has not been optimal yet. Finally, SOPs and infrastructure of information networks are the main cause of the fact that the implementation of these three principles is not yet optimal yet.


Keywords: petty cash, KPPN, state general treasurer 
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        BAB I 

  PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam penelitian ini berisi latar belakang, rumusan masalah pe-nelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat pe-nelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.


1.1 Latar Belakang


Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut sehari-hari, presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya itu kepada para menteri atau pimpinan lembaga sebagai para pembantunya. Pendelegasian kewenangan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan sebagai chief financial     officer (CFO) dan kewenangan sebagai chief operational officer (COO).



Peran sebagai CFO hanya didelegasikan kepada menteri keuangan secara eksklusif, yaitu peran yang melekat sesuai dengan tugas menteri keuangan sebagai pembantu presiden di bidang keuangan yang  juga sering disebut sebagai bendahara umum negara (BUN). Peran sebagai COO didelegasikan kepada semua menteri dan para kepala lembaga sebagai pengguna anggaran. Sebagai COO, pada ha-kikatnya, setiap menteri/kepala lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh kementerian/lembaganya. Kewe-nangan itu kemudian didelegasikan kepada satuan-satuan kerja di bawahnya.



Menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) mendelegasikan kewenangan melaksanakan tugas kebendaharaan kepada kuasanya, yang disebut kuasa BUN. Tugas kebendaharaan itu meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 8). Berperan sebagai kuasa BUN ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN). Selanjutnya Ditjen PBN mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN). Ke-wenangan itu kemudian didelegasikan lagi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan demikian, KPPN adalah kuasa BUN di daerah. Yang dimaksud dengan daerah adalah wilayah kerja Ditjen PBN yang berada di luar wilayah kantor pusat Ditjen PBN.



Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai kuasa BUN di daerah, KPPN melakukan pencairan dana atas semua belanja yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja (satker) di daerah. Pada dasarnya, seluruh pencairan dana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Namun, sesuai dengan asas efisiensi dan efektivitas, pencairan dana dapat pula dilakukan dengan mekanisme pembayaran  uang persediaan (UP). UP adalah uang muka kerja dari kuasa BUN dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran satker untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kantor atau membiayai pengeluaran yang menu-rut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP tersebut dapat dimintakan penggantiannya (revolving) apabila telah dipergunakan minimal 50%. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran jenis belanja tertentu: belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 43 ayat (8)).



Dalam rangka mengendalikan keuangan negara, Ditjen Perbendaharaan me-nerbitkan surat nomor S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2017 yang salah satunya mengatur pengendalian pengelolaan UP, di antaranya:

a. mempercepat frekuensi penggantian uang persediaan (GUP);


b. dan/atau  apabila satker tidak melakukan GUP dalam waktu satu bulan, kuasa pengguna anggaran satker harus memberikan penjelasan tertulis kepada KPPN pada saat mengajukan Surat Perintah Membayar-GUP (SPM-GUP).

Hal ini dilakukan karena UP merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 Ayat (1)). Dengan demikian, pengelolaan UP akan optimal apabila dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan ke-patutan. Salah satu caranya ialah membatasi jumlah UP yang tersimpan dalam rekening bendahara pengeluaran satker. 



Pada tahun 2016, berdasarkan data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) pada Di-rektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Dit. APK Ditjen PBN Kemenkeu), jumlah UP yang tersimpan dalam rekening bendahara pengeluaran satker di lingkungan kementerian negara/lembaga yang menggunakan dana APBN wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup besar. 

         Tabel 1.1 Saldo Kas Seluruh Satker DIY Tahun 2016 


		Bulan

		Saldo


(dalam rupiah)



		Januari

		30.836.326.352



		Februari

		48.210.793.863



		Maret 

		65.675.165.619



		April

		66.170.030.631



		Mei

		65.196.572.670



		Juni

		64.835.857.239



		Juli

		114.332.698.887



		Agustus

		99.002.167.843



		September

		49.923.214.531



		Oktober

		50.126.247.699



		Nopember

		67.057.574.316



		Desember

		55.225.297





         Sumber: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 






 Kementerian Keuangan RI

Tabel 1.1 menunjukkan saldo kas pada bendahara pengeluaran satuan kerja di wilayah DIY selama tahun 2016 yang dirinci per bulan. Rata-rata saldo kas di bendahara pengeluaran se-Indonesia selama bulan Januari sampai dengan November 2016 sebesar Rp65.578.786.332 per bulan. Angka ini terbilang signifikan untuk dapat dimanfaatkan bagi belanja negara di DIY karena APBN di DIY, yang terdiri atas lima kabupaten/kota, hanya dikelola oleh tiga KPPN. Data bulan Desember dikeluarkan dari perhitungan rata-rata karena pada bulan Desember ti-dak ada lagi pemberian UP. Jumlah UP yang besar itu merupakan kas menganggur dan hal ini bukanlah praktik yang sehat dalam mengelola keuangan negara. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagai kuasa BUN di daerah dan pembina satker, KPPN melakukan pengelolaan yang efisien dan efektif atas UP. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pencairan dan pengawasan atas pengelolaan UP satker-satker di wilayah pembayarannya sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 190 Tahun 2012 dan peraturan yang terkait lainnya. Selain itu, KPPN juga harus memberikan teguran dan melakukan pemotongan besaran UP satker yang ti-dak dilakukan penggantian menurut waktu yang sudah ditentukan.

Namun, dalam kenyataannya pengelolaan UP oleh kuasa BUN di daerah belum dilaksanakan secara optimal. Data pada tabel 1.2 menunjukkan usaha-usaha yang telah dilakukan KPPN se-DIY dalam mengelola UP. Rata-rata satker mela-kukan penggantian uang persediaan (GUP) setelah lewat dari dua bulan. Misalnya, pada satker wilayah kerja KPPN Yogyakarta, terdapat tujuh puluh satker yang melampaui dua bulan. Selain itu, ada tujuh satker yang mendapatkan sanksi pemotongan UP sebesar 25% pada KPPN Yogyakarta.



Pengawasan UP non-online dilakukan oleh KPPN Yogyakarta sebagai cadangan data online monitoring SPAN. Hal itu mengingat kemungkinan adanya gangguan/pemeliharaan jaringan intranet SPAN yang dikelola oleh Ditjen Perben-daharaan. Ini adalah solusi jangka pendek yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta dalam mengatasi gangguan jaringan SPAN, sedangkan solusi jangka panjangnya ialah mengirimkan surat kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di Jakarta agar menambah kapasitas jaringan SPAN sehingga tidak terjadi lagi gangguan. KPPN Wonosari dan KPPN Wates tidak melaksanakan pengawasan UP non-online karena menganggap perlu tenaga dan waktu yang lebih untuk membuatnya. Karena kondisi tersebut, penelitian terkait pengelolaan UP oleh KPPN se-DIY ini perlu dilakukan. 


Tabel 1.2 Pengelolaan UP KPPN Se-DIY Tahun 2016


		

		KPPN Yogyakarta

		KPPN Wonosari

		KPPN Wates



		Pengawasan UP (non-online)

		Dilaksanakan

		Tidak Dilaksanakan

		Tidak Dilaksanakan



		GUP ≤ 1 bulan

		Tidak ada

		Tidak ada

		Tidak ada



		GUP ≤ 1 – 2 bulan

		306 satker

		53 satker

		38 satker



		GUP ≥ 2 bulan

		70 satker

		Tidak ada

		Tidak ada



		Penerbitan Teguran

		70 satker

		Tidak ada

		Tidak ada



		Nilai UP teguran

		Rp7.628.512.000

		-

		-



		Jumlah satker terkena sanksi

		7 satker

		Tidak ada

		Tidak ada



		Nilai UP sanksi

		Rp604.500

		-

		-



		Nilai pemotongan UP

		Rp151.125.000

		-

		-






Sumber: Data Pengawasan UP pada Online Monitoring SPAN:



               KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates (Diolah)



Penelitian tentang pengelolaan UP oleh kuasa BUN di daerah masih ter-golong sedikit, sedangkan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan UP pa-da kuasa BUN di daerah sangat beragam. Penelitian terkait uang persediaan pada kuasa BUN di daerah memang pernah dilakukan. Namun, penelitian itu hanya di-lakukan pada satu kuasa BUN di daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ditaningsih (2015) terkait dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Ang-garan Negara (SPAN) pada pencairan dana UP di KPPN Yogyakarta. Penelitian itu berfokus pada kepatuhan pelaksanaan prosedur pembayaran atas dana UP saja, tanpa mengeksplorasi lebih jauh penyebab keterlambatan GUP, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pene-rapan prinsip-prinsip itu. Pengelolaan UP pada kuasa BUN di daerah dan satker yang efisien dan efektif ditandai tidak adanya kas menganggur dalam pengelolaan APBN.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah belum optimalnya pelaksanaan pe-ngelolaan UP pada kuasa BUN di daerah, khususnya DIY. Belum optimalnya ter-sebut dapat dilihat dari masih besarnya saldo kas di bendahara pengeluaran satker sampai dengan tahun 2016. Pengelolaan UP yang dilakukan seharusnya sudah se-makin baik sejak diterapkannya Treasury Notional Pooling pada tahun 2009. Treasury Notional Pooling adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antarrekening (PMK No. 61/PMK.05/2009 pasal 1 angka 6). 


1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

a. mengapa masih terdapat keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY?


b. bagaimana proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY?


c. bagaimana penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efek-tivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY?


d. mengapa penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efek-tivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY belum optimal?


1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:



a. mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor pe-nyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY;


b. mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang proses penge-lolaan UP pada KPPN se-DIY;


c. mengeksplorasi atau menganalisis penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; dan


d. mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pe-ngelolaan UP pada KPPN se-DIY yang belum optimal.


1.5  Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilandasi motivasi agar pengelolaan uang persediaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, efisien, dan efektif sehingga mencegah terjadinya kas menganggur pada pengelolaan keuangan pemerintah pu-sat. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, praktik pengelolaan UP yang tidak optimal akan terus dilakukan oleh kuasa BUN di daerah, khususnya KPPN se-DIY


1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu manajemen keuangan negara dan peningkatan pembangunan negara. Dengan penelitian ini, semakin luas pengetahuan akan manajemen uang persediaan dan kas negara. Hal itu juga da-pat mengakibatkan pengelolaan APBN menjadi efisien dan efektif, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


1.7 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada ber-bagai pihak yang terkait.


1.7.1 Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan bagi peneliti selanjutnya dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik bagi para penyusun, pelaksana, penanggung jawab, dan pemeriksa APBN.


1.7.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, rekomendasi, dan masukan bagi BUN secara umum dan KPPN se-DIY secara khusus, serta pihak terkait yang lain agar pengelolaan UP pada KPPN se-DIY menjadi lebih efektif dan efisien.


1.7.3 Kontribusi Kebijakan

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, rekomendasi, dan masukan kepada pengambil kebijakan, khususnya BUN, agar melakukan perbaikan peraturan yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan yang efisien dan efektif.


1.8 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. KPPN se-DIY terdiri atas KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Objek penelitian ini adalah KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates, serta berfokus pada seksi yang mengelola UP pada masing-masing KPPN. Pemilihan KPPN se-DIY sebagai objek penelitian karena diharapkan dapat menggambarkan kondisi KPPN yang bervolume kerja/besaran uang persediaannya tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan secara komprehensif pengelolaan UP hampir di semua KPPN se-Indonesia. Selain itu, kemudahan dalam mengakses informasi dari ketiga KPPN tersebut mendasari pertimbangan dalam pemilihan objek penelitian ini.



Adapun ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta penerapan dan kendala prinsip ketaatan pada peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Penerapan prinsip eko-nomis dan transparansi dalam pengelolaan UP tidak tercakup dalam penelitian ini.


1.9 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan dan mengomunikasikan isi penelitian ini, sistematika pe-nulisan ditulis dan disajikan menjadi lima bab: bab pendahuluan, bab kajian pus-taka, bab desain penelitian, bab analisis dan diskusi, serta bab konklusi dan re-komendasi. 


Berikut penjelasan singkat sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan: bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.


Bab II Kajian Pustaka: bab ini menguraikan penjelasan mengenai studi literatur yang digunakan dalam mengembangkan penelitian serta menjabarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Studi literatur terdiri atas pengelolaan keuangan negara, pengelolaan uang negara, manajemen kas dan fungsi perbendaharaan, serta pengelolaan uang persediaan.


Bab III Desain Penelitian: bab ini menyajikan objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, perekaman data, analisis dan interpretasi data, serta reliabilitas dan validitas.


Bab IV Analisis dan Diskusi: bab ini menguraikan hasil penelitian berupa temuan-temuan hasil analisis dan diskusi selama proses penelitian. 


Bab V Simpulan dan Rekomendasi: bab ini berisi simpulan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, keterbatasan yang tidak dapat dilakukan selama penelitian, dan rekomendasi penelitian berdasarkan hasil analisis data.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai studi literatur yang digunakan dalam mengembangkan penelitian serta menjabarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Studi literatur terdiri atas pengelolaan keuangan negara, pengelolaan uang negara, manajemen kas dan fungsi perbendaharaan, serta pengelolaan uang persediaan.


2.1 Studi Literatur

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, pengelolaan berasal dari kata kelola. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses mela-kukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebi-jaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan negara adalah semua hak dan kewa-jiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan de-ngan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 angka 1). Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara dalam arti manajemen keuangan negara pada hakikatnya merupakan pe-ngelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang lebih di-kenal dengan APBN. Pengelolaan itu meliputi tahap perencanaan,  pelaksanaan, dan  pertanggungjawaban (Halim dan Bawono 2011, 2).



Pengelolaan keuangan negara harus dikelola dengan baik berdasarkan konsep-konsep manajemen yang ideal, yakni konsep “value for money” (VFM). Konsep itu dikenal pula dengan konsep 3-E, yakni ekonomis, efisien, dan efektif. Pe-ngelolaan keuangan negara dengan konsep VFM berarti setiap rupiah dana APBN harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis berarti untuk setiap input yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang dida-nai dari APBN, harus dipilih input yang paling murah pada tingkat kualitas tertentu. Efisien maksudnya output setiap kegiatan harus jelas dan dihubungkan dengan input yang menghasilkan rasio paling ideal. Begitu pula efektif artinya output yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mardiasmo (2004, 134) mengemukakan bahwa efektivitas menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, organisasi  tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif.

2.1.2 Pengelolaan Uang Negara

Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasakan sebagian wewenangnya kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang, dan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal. Sebagai pe-ngelola fiskal, menteri keuangan melaksanakan fungsi BUN. 



Uang negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007, adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara. Uang negara ter-diri atas uang dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga. Kas negara disimpan dalam reke-ning kas umum negara (RKUN) pada bank sentral. Adapun untuk operasional pe-nerimaan dan pengeluaran negara, BUN dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran di bank umum/badan lainnya yang ditunjuk.



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan ke-lebihan kas, secara optimal. Pengelolaan kekurangan kas dapat dilakukan oleh BUN melalui pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau menjual atau menerbitkan surat utang negara atau surat berharga lainnya sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan kelebihan kas dapat dilaku-kan oleh BUN setelah berkoordinasi dengan gubernur bank sentral dengan me-nempatkan uang negara pada rekening di bank sentral/bank umum yang meng-hasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Kelebihan kas dapat digunakan untuk pembelian kembali surat utang negara.



Dalam melakukan pengelolaan uang negara, berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2007 pasal 4, BUN memiliki wewenang: 


a. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;


b. menunjuk badan dan/atau lembaga dalam rangka penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;


c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;


d. menyimpan uang negara;


e. menempatkan uang negara;


f. mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian surat utang negara;


g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara; dan

h. menyajikan informasi keuangan negara.


BUN menugaskan pelaksanaan wewenang pengelolaan uang negara tersebut kepada kuasa BUN di daerah. Tugas kuasa BUN di daerah terkait dengan penge-lolaan uang negara, menurut pasal 5 ayat (1), adalah:

a. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungja-wabkan uang yang berada dalam pengelolaannya;


b. menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.


2.1.3 Manajemen Kas dan Fungsi Perbendaharaan

Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola biaya-efektif jangka pendek pemerintah, laporan arus kas dan kas saldo, baik di dalam pemerintahan maupun sektor lain. Definisi tersebut mencakup isu-isu kebijakan, desain proses yang lebih membosankan, serta pengelolaan arus kas dan saldo kas yang menimbulkan beberapa tantangan berbeda yang perlu ditangani. Definisi tersebut juga meliputi manajemen kas dalam sektor pemerintah dan interaksi pemerintah dengan sektor lain, terutama sektor keuangan.



Selanjutnya, Williams (2004) menjelaskan manfaat efisiensi manajemen kas pemerintah, yaitu:

a. peningkatan kepastian bahwa pembayaran dilakukan dengan baik tiap tanggal jatuh tempo sehingga tidak ada penerimaan yang tertunda;


b. dengan meminimalkan volume kas menganggur yang dipegang oleh badan-badan pemerintah, ada penghematan langsung pemerintah dalam bentuk pinjaman yang tidak lagi diperlukan untuk membiayai uang tunai itu; dan

c. meningkatkan visibilitas arus—membuka peluang untuk manajemen aktif—dan mengurangi risiko, baik dalam hal paparan sistem perbankan maupun per-gerakan pasar keuangan.


Mu (2006) mengatakan bahwa manajemen kas yang efektif harus memperoleh tujuan-tujuan sebagai berikut.

a. Menyediakan dana secara tepat waktu bagi pengeluaran dan utang pemerintah saat diperlukan.

b. Menghindari keperluan untuk memegang saldo kas secara substansial pada sistem perbankan dan biaya eksplisit dan implisit yang melekat melalui kete-patan waktu dalam memutuskan pengeluaran, pengumpulan pendapatan yang cepat, dan ramalan aliran kas yang tepat.

c. Mendapatkan pengembalian yang lebih baik dengan menginvestasikan saldo kas menganggur.

d. Mengurangi dan mengontrol berbagai macam risiko, misalnya pembiayaan kembali, kredit, dan risiko pasar.


Lebih lanjut, Mu (2006) mengatakan bahwa manajemen kas pemerintah yang efektif dibangun dengan tiga fondasi, yaitu manajemen penerimaan dan pembayaran pemerintah, perencanaan aliran kas, serta manajemen saldo kas pe-merintah. Pelaksanaan ketiga fondasi yang telah dilakukan oleh BUN saat ini ialah treasury single account (TSA), cash forecasting, treasury notional pooling (TNP), dan pengelolaan terhadap rekening pemerintah untuk mengurangi kas me-nganggur. Namun, pengelolaan UP belum dilakukan secara optimal.


2.1.4 Pengelolaan Uang Persediaan

Salah satu jenis uang negara ialah uang persediaan. Berdasarkan Peraturan Peme-rintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapat-an dan Belanja Negara, UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tuju-annya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 


Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 pasal 43 ayat (2), UP merupakan uang muka kerja dari kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Penggantian UP (GUP) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. Kepala KPPN me-nyampaikan surat pemberitahuan kepada kuasa pengguna anggaran apabila satker belum melakukan pengajuan penggantian UP dalam jangka waktu dua bulan sejak UP diberikan kepada satker. Satker belum juga melakukan pengajuan penggantian UP setelah satu bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan teguran UP maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25%. Pemotongan dana UP dilakukan de-ngan meminta satker memperhitungkan potongan UP dalam SPM-nya dan/atau satker menyetorkan ke kas negara. Apabila satu bulan setelah surat teguran satker tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50%.



UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang (52), be-lanja modal (53), dan belanja lain-lain (58) sehingga besaran UP yang dapat dibe-rikan oleh KPPN disesuaikan dengan pagu ketiga jenis belanja itu. Pemberian UP diberikan paling banyak


a. Rp50.000.000 untuk jumlah pagu jenis belanja 52, 53, dan 58 sampai dengan Rp900.000.000;


b. Rp100.000.000 untuk jumlah pagu jenis belanja 52, 53, dan 58 di atas Rp900.000.000 sampai dengan Rp2.400.000.000;


c. Rp200.000.000 untuk jumlah pagu jenis belanja 52, 53, dan 58 di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan Rp6.000.000.000; atau

d. Rp500.000.000 untuk jumlah pagu jenis belanja 52, 53, dan 58 di atas Rp6.000.000.000. 


Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluar-an/bendahara pengeluaran pembantu kepada satu penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000, tetapi hal ini dikecualikan untuk pemba-yaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada kas bendahara pengeluaran/BPP paling ba-nyak sebesar Rp50.000.000.



Pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa anggaran satker yang dapat dibayarkan dengan UP. Adapun selisih antara sisa anggaran yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP dan UP yang dikelola bendahara pengeluaran dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan penerimaan pengembalian UP. Bendahara pengeluaran akan menyetorkan UP ke kas negara/dinihilkan apabila


a. sisa anggaran yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan jumlah UP yang diberikan;


b. pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau


c. UP tidak diperlukan lagi. 



KPPN melakukan pengawasan atas UP yang diterbitkan. Pengawasan di-lakukan baik secara non-online (manual) maupun dengan aplikasi online monitoring SPAN yang menggunakan jaringan intranet. Saat ini jaringan SPAN sudah menghubungkan semua KPPN se-Indonesia. Meskipun demikian, jaringan tersebut terkadang mengalami gangguan. Hal itu disebabkan kepadatan jaringan atau adanya pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagian besar penelitian terdahulu meneliti kepatuhan pengelolaan UP pada satker, baik satker yang menggunakan APBN maupun APBD. Jarang sekali pene-litian tentang pengelolaan UP pada Kuasa BUN/BUD. Penelitian tentang Analisis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) di BNNK Yogyakarta yang dilakukan oleh Munthe (2016) merupakan salah satu penelitian tentang satker pengguna dana APBN. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan dalam penerapan sistem dan kebijakan di BNNK Yogyakarta sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan meskipun masih terdapat sedikit kekurangan.



Adapun penelitian terhadap satker pengguna dana APBD, misalnya Oktiana (2015), yang meneliti tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem dan prosedur ganti uang persediaan yang diterapkan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan standar operasio-nal yang ada walaupun terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan itu, di antaranya, keterlambatan dalam pelaporan surat pertanggungjawaban sehingga sistem dan prosedur tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Begitu pula penelitian yang dilakukan Raja (2016) tentang Analisis Penerapan Sistem Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Maluku Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah melaksanakan sistem dan prosedur uang persediaan dan ganti uang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. 



Demikian juga penelitian oleh Saputra (2013), dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD Sulut”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge-lolaan Keuangan Daerah.



Penelitian oleh Kapoh (2015) yang berjudul ”Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado” juga membahas satker pengguna dana APBD. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan peraturan.



Demikian pula, penelitian Ointu dan Budiarso (2016) tentang Evaluasi Pe-laksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pelaksanaan sistem dan prosedur pe-ngeluaran kas uang persediaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjalan belum efektif karena belum sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD yang merupakan penjabaran dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan karena tidak terpenuhinya beberapa dokumen yang dipersyaratkan.



Penelitian tentang UP pada kuasa BUN di daerah pernah dilakukan Dita-ningsih (2015), yaitu tentang Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Penelitian itu bertujuan mengetahui kepatuhan terhadap PMK 190 Tahun 2012 dan akuntabilitas pelaksanaan pencairan dana uang persediaan dengan SPAN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pe-laksanaan pencairan dana UP pada KPPN Yogyakarta sudah sesuai dengan PMK 190 Tahun 2012 dan akuntabel tanpa mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor pe-nyebabnya.
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No.  Struktur Eselon |l Eselon IV Pelaksana  Jumiah

1. KepalaKantor 1 E E 1

2. Subagian Umum E 1 1 12

3. Seksi Pencairan Dana E 1 16 17

4. SeksiBank E 1 6 7

5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi - 1 7 8

6. Seksi Manajemen Satker dan - 1 8 9
Kepatuhan Internal

7. Tugas Belajar E E 1 1
Jumiah 1 5 49 55

Data Pegawai KPPN Yogyakarta Menurut Tingkat Pendidikan

No. Tingkat pendidikan Eselon |l Eselon IV Pelaksana  Jumiah
1. Statall 1 3 1 5
2. Statal/DIV E 2 21 23
3. Diplomalll E E 5 5
4. Diplomal E E 2 2
5. SMA E E 20 20
6 SD E E E E

Jumlah 1 5 49 55
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BAB III

DESAIN PENELITIAN


Bab ini menyajikan objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan pe-nelitian, teknik pengumpulan data, perekaman data, analisis dan interpretasi data, serta reliabilitas dan validitas.


3.1 Objek Penelitian


Objek dalam penelitian ini ialah KPPN se-DIY yang meliputi KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Penelitian dilakukan pada seksi yang menge-lola uang persediaan pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data yang komprehensif mengenai: 


a. permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY;


b. proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; 


c. penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta 


d. faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. 


  Selain itu, aksesibilitas data menjadi pertimbangan penting dalam pene-litian ini. Hal tersebut dilakukan untuk kemudahan dalam mendapatkan data pene-litian.


3.1.1 KPPN Yogyakarta

KPPN Yogyakarta, dengan kode KPPN 030 adalah kantor vertikal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. KPPN Yogyakarta mengemban amanah sebagai kuasa BUN di daerah. KPPN Yogyakarta beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta. Berdasarkan PMK Nomor 234 Tahun 2015 tentang Organ-isasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran mela-lui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta meliputi instansi pemerintah pengelola APBN seluruh kementerian negara/lembaga yang terletak di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan melayani sekitar 331 satuan kerja. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta


Sumber: PMK Nomor 234 Tahun 2015

KPPN Yogyakarta merupakan KPPN Tipe A1. Oleh karena itu, struktur organisasi KPPN Yogyakarta terdiri atas kepala kantor sebagai pucuk pimpinan di kantor, subbagian umum, seksi pencairan dana, seksi manajemen satker dan kepa-tuhan internal, seksi bank, serta seksi verifikasi dan akuntansi. Struktur organisasi KPPN Yogyakarta ditampilkan pada gambar 3.1.

Beban kerja KPPN Yogyakarta cukup besar sehingga harus diimbangi jumlah sumber daya manusia yang memadai. Hal itu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Adapun sumber daya manusia KPPN Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 3.2.


Gambar 3.2 Sumber Daya Manusia KPPN Yogyakarta




Sumber: Website KPPN Yogyakarta

3.1.2 KPPN Wonosari

KPPN Wonosari berkedudukan di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Wilayah kerja KPPN Wonosari meliputi instansi pemerintah pengelola APBN seluruh kementerian negara/lembaga yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan melayani sekitar 53 satuan kerja. Kode KPPN Wonosari ialah 149. 


KPPN Wonosari merupakan KPPN Tipe A2. Struktur Organisasi KPPN Wonosari terdiri atas kepala kantor sebagai pucuk pimpinan di kantor, sub bagian umum, seksi pencairan dana dan manajemen satker, seksi bank, serta seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Struktur organisasi KPPN Wonosari ditampilkan oleh gambar 3.3.


Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPPN Wonosari


Sumber: Website KPPN Wonosar

Pegawai KPPN Wonosari berjumlah tujuh belas orang. Hal itu ditunjukkan pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Profil SDM KPPN Wonosari


Sumber : Website KPPN Wonosar

3.1.3 KPPN Wates

KPPN Wates merupakan KPPN Tipe A2 yang memiliki kode KPPN 176. Wilayah kerja KPPN Wates meliputi instansi pemerintah pengelola APBN seluruh kementerian negara/lembaga yang terletak di Kabupaten Kulonprogo dengan melayani sekitar 38 satuan kerja. Struktur Organisasi KPPN Wates sama dengan struktur or-ganisasi KPPN Wonosari, yakni terdiri atas kepala kantor, sub bagian umum, seksi pencairan dana dan manajemen satker, seksi bank, serta seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal.


3.2 Jenis Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui desain studi kasus (case study). Hal itu dilakukan agar dapat menyelidiki secara cermat tentang permasalahan pelaksanaan pengelolaan uang persediaan. 


Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan mema-hami arti suatu tindakan individu atau kelompok mengenai masalah sosial dan ke-manusiaan (Creswell 2014, 4). Proses penelitian melibatkan pertanyaan-pertanya-an dan prosedur-prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan melalui pengaturan peserta, analisis data secara induktif untuk membangun tema dari yang khusus ke umum, dan pembuatan interpretasi peneliti dari makna data. Laporan akhir tertulis memiliki struktur yang fleksibel (Creswell 2014, 4).



Selain itu, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang memperbo-lehkan peneliti untuk menguji pengalaman-pengalaman manusia secara terperinci, dengan menggunakan metode khusus penelitian, misalnya wawancara mendalam, kelompok diskusi terfokus atau focus discussion group (FGD), observasi, analisis hasil, metode visual, dan sejarah hidup atau biografi (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 8—9). Daya tarik penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mela-kukan studi mendalam tentang susunan induk suatu topik, termasuk yang favorit dengan gamblang dan jangka setiap hari (Yin 2011, 6). 


Studi kasus adalah desain penemuan untuk menyelidiki berbagai bidang, ter-utama evaluasi, sehingga peneliti dapat mengembangkan analisis mendalam tentang kasus, program, acara, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta peneliti mengumpulkan secara rinci informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Yin 2009, 17).


3.3 Sumber Data


Sumber data adalah asal atau tempat didapatkannya data untuk menjawab perta-nyaan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.


3.3.1 Data Primer

Data primer berupa hasil wawancara semi-terstruktur yang diperoleh langsung da-ri sumbernya. Wawancara tersebut dilakukan terhadap petugas KPPN yang berka-itan langsung dengan pengelolaan uang persediaan pada KPPN se-DIY serta beberapa satker terkait. Selain itu, data primer juga diperoleh peneliti dari dokumen berupa laporan pengawasan uang persediaan yang didapatkan dari data SPAN/pe-ngawasan uang persediaan secara manual pada tiap-tiap KPPN.


3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, hasil pe-nelitian, dan literatur yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan serta prinsip efisiensi dan efektivitas.


3.4 Informan Penelitian


Informan dalam penelitian ini berasal dari KPPN se-DIY dan satuan kerja dengan kriteria tertentu. Informan dari KPPN ialah Pejabat Eselon IV dan petugas KPPN yang terkait langsung dengan pelaksaanaan pengelolaan UP di KPPN. Adapun informan dari satker ialah petugas atau bendahara pengeluaran satker yang mendapat teguran atau sanksi pemotongan UP.


3.5 Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. 


3.5.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara kualitatif dilakukan melalui wawancara berhadap-hadapan dengan in-forman untuk mendiskusikan topik secara mendalam (Hennink, Hutter dan Bailey 2010, 109). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi-ter-struktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 109) sebagaimana terlampir pada lampiran 1: rancangan panduan wawancara. 



Wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab pe-nerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal.


3.5.2 Telaah Dokumen

Selain wawancara, penelitian juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan. Dokumen tersebut antara lain berupa peraturan  perundang-undangan terkait UP, laporan pengawasan UP yang berasal dari data SPAN dan manual, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang lain.


3.6 Perekaman Data


Perekaman data dilakukan dengan merekam wawancara yang menggunakan pere-kam suara dan mencatatnya sebagai cadangan apabila hasil perekaman gagal. Ha-sil perekaman tersebut kemudian ditranskripsikan (Creswell 2014, 193—194).


3.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data


Siklus analisis dan interpretasi data dilakukan melalui empat proses yang selalu berdaur ulang (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 237—264). Keempat proses berdaur ulang tersebut adalah pembangunan kode (coding), pendeskripsian dan perbandingan, pengategorian dan pembentukan konsep, serta pembangunan teori. 

Adapun yang menjadi rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip dalam pe-ngelolaan UP adalah sebagai berikut.

a. Prinsip ketaatan terhadap peraturan dianalisis berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2012 dan peraturan yang terkait lainnya.

b. Prinsip efisiensi dianalisis berdasarkan efisiensi manajemen kas pemerintah menurut Williams (2004) serta membandingkan input dan output dalam pelak-sanaan pengelolaan UP.

c. Prinsip efektivitas dianalisis berdasarkan tujuan manajemen kas yang efektif menurut Mu (2006), di antaranya dengan cara memastikan ketepatan waktu penyediaan dana UP.


3.7.1 Pembangunan Kode (Coding)

Data-data yang telah dikumpulkan lalu dibuatkan kode berdasarkan isu, topik, ide, opini, dan seterusnya, yang terbukti dalam data secara induktif maupun deduktif. Tujuannya adalah peneliti dapat memfokuskan diri untuk menganalisis isu. Pembangunan kode didasarkan atas penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal.


3.7.2 Pendeskripsian dan Perbandingan

Pendeskripsian merupakan tugas inti analitik dan fondasi analisis data. Tujuannya adalah membuka konteks perilaku arti sosial dan budaya. Perbandingan merupakan definisi dan penjelasan atas suatu isu/tema. Perbandingan juga menjadi awal mengenali pola data sehingga isu dapat dieksplorasi lebih jauh, pola data yang ada dapat diidentifikasi, dan hubungan dalam data dapat dilihat.



Pendeskripsian dan perbandingan dilakukan atas hasil wawancara dan telaah dokumen mengenai penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pe-ngelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efi-siensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal.


3.7.3 Pengategorian dan Pembentukan Konsep

Pengategorian/pengklasifikasian adalah menggolongkan kode atas data yang sejenis. Pengategorian sangat terkait dengan pembentukan konsep. Dengan penga-tegorian, dapat diidentifikasi kode yang sama karakteristiknya dan dikelompokkan dalam kategori yang memiliki arti. Pengategorian induksi berarti mengidentifikasi kesamaan antarkode, mengelompokkan kode, memberikan nama kategori yang mengindikasikan isu yang disebarkan. Pengategorian deduktif dilakukan  dengan cara membangun/menyaring kategori.



Dalam pembentukan konsep, peneliti mempertimbangkan hubungan antarkategori untuk melihat data secara keseluruhan. Hal itu dapat membangun konsep pemahaman tentang isu. Konsep yang dibentuk berkaitan dengan penyebab keter-lambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; pe-nerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab pe-nerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal. Selanjutnya di-bentuklah konsep yang berkaitan dengan perbandingan antar-KPPN. Konsep itu berkaitan dengan proses pengelolaan UP di KPPN se-DIY; penerapan prinsip ke-taatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan penge-lolaan UP di KPPN se-DIY; serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pe-nerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY.

3.7.4 Pembangunan Teori

Pembangunan teori dilakukan dengan mengumpulkan semua komponen analisis. Hal itu bertujuan untuk membangun teori induktif tentang isu riset. Teori yang di-bangun ialah teori yang berkaitan dengan penelitian tentang penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY.


3.8 Reliabilitas dan Validitas 


Reliabilitas data menurut Gibbs (2007) digunakan untuk menguji konsistensi dengan peneliti lain melalui pengecekan transkripsi untuk memastikan tidak ada-nya kesalahan selama proses transkripsi serta untuk memastikan tidak adanya makna yang mengambang dalam pengodingan (Creswell 2014, 201). Dalam pene-litian ini, prosedur yang digunakan untuk menguji reliabilitas data (Gibs, 2007, dalam Creswell 2014, 203) ialah


a. memeriksa transkripsi untuk memastikan bahwa transkripsi tidak mengandung kesalahan yang jelas dibuat selama proses transkripsi; dan


b. memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam definisi kode dan pergeser-an makna kode selama proses koding.



Dengan demikian, dalam reliabilitas data, transkripsi atas hasil wawancara meliputi  penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY; proses pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efi-siensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di seluruh KPPN se-DIY; serta faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP di KPPN se-DIY yang belum optimal.



Validitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti mengecek akurasi hasil penelitian melalui prosedur tertentu, antara lain triangulasi dari beberapa sumber, member checking hasil penelitian kepada informan, dan meminta review dari ahli (Creswell 2014, 201). Strategi validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan

a. melakukan triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber atau berba-gai teknik yang berbeda dengan berbagai cara dan berbagai waktu; dan


b. melakukan member checking, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang di-berikan telah sesuai dan akurat.


Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berba-gai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 


4 BAB IV

ANALISIS DAN DISKUSI


Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa temuan-temuan hasil analisis dan dis-kusi selama proses penelitian.


4.1 Gambaran Proses Pengumpulan Data


Data penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada KPPN se-DIY, yakni KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Informan yang diwawancara adalah pegawai KPPN dan petugas satker yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN tersebut sehingga memiliki pemahaman yang mendalam dan terlibat langsung dalam praktik pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Adapun dokumen yang dianalisis ialah dokumen yang berkaitan dengan proses dan praktik pengelolaan UP pada ketiga KPPN itu.



Sebelum wawancara mendalam dimulai, telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder berupa pengawasan UP pada ketiga KPPN, gambaran umum ketiga KPPN, dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dokumen berupa tema-tema mengenai pengelolaan UP yang digunakan untuk menyusun alur pertanyaan semi-terstruktur. Pertanyaan itu diajukan kepada partisipan untuk menggali pendapat individu atau mengonfirmasi hasil pengawasan UP, praktik pengelolaan UP pada ketiga KPPN, atau peraturan terkait. Pada saat wawancara, pertanyaan akan berkembang sesuai dengan jawaban yang disampaikan partisipan, tetapi tetap berpedoman pada pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya.



Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah mengajukan izin penelitian kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dengan tembusan Kepala KPPN Yogyakarta, Kepala KPPN Wonosari, dan Kepala KPPN Wates sebagaimana terdapat pada lampiran 2. Setelah izin diberikan, wawancara mendalam dan te-laah dokumen dilakukan terhadap ketiga KPPN tersebut. Surat izin penelitian tercantum pada lampiran 3.



Informan penelitian berdasarkan kriteria dan kesediaannya sebanyak 22 orang yang berasal dari pegawai KPPN se-DIY serta petugas pengelola UP dari satker di wilayah kerja KPPN se-DIY. Pegawai KPPN Yogyakarta meliputi pegawai pada seksi pencairan dana, seksi bank, serta manajemen satker dan kepatuhan internal. Adapun pegawai KPPN Wonosari dan Wates mencakup pegawai seksi pencairan dana dan manajemen satker serta seksi bank. Petugas satker termasuk bendahara pengeluaran dan operator SPM karena berkaitan langsung dengan pe-ngelolaan UP di satker. Informan itu terdiri atas 9 orang pegawai KPPN Yogyakarta dengan ID A1 sampai dengan A9, 1 orang bendahara pengeluaran satker wilayah kerja KPPN Yogyakarta dengan ID A10, 4 orang pegawai KPPN Wonosari dengan ID B1 sampai dengan B4, 1 orang operator SPM satker wilayah kerja KPPN Wonosari dengan ID B5, 6 orang pegawai KPPN Wates dengan ID C1 sam-pai dengan C6, serta 1 orang operator SPM satker wilayah kerja KPPN Wates de-ngan ID C7. Wawancara dilakukan di  KPPN masing-masing dalam rentang waktu antara 10 April sampai dengan 29 Mei 2017. Rincian daftar informan di-tampilkan pada tabel 4.1.


   Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian

		No

		Kode

		Jabatan



		1.

		A1

		Petugas Front Officer (FO) Konversi KPPN Yogyakarta



		2.

		A2

		Petugas Front Officer (FO) Validator KPPN Yogyakarta



		3.

		A3

		Petugas Middle Officer (MO) KPPN Yogyakarta



		4.

		A4

		Kepala Seksi Pencairan Dana (Kasi PD) KPPN Yogyakarta



		5.

		A5

		Petugas Penelaah Dokumen (PPD) KPPN Yogyakarta



		6.

		A6

		Staf Seksi Bank KPPN Yogyakarta



		7.

		A7

		Petugas Customer Service Officer (CSO) KPPN Yogyakarta



		8.

		A8

		Petugas Call Center KPPN Yogyakarta



		9.

		A9

		Petugas Monitoring UP pada Seksi MSKI KPPN Yogyakarta



		10.

		A10

		Bendahara Pengeluaran Satker Kemenag Kota Yogyakarta



		11.

		B1

		Petugas Front Officer (FO) Konversi dan Validator KPPN Wonosari



		12.

		B2

		Petugas Middle Officer (MO) dan Petugas Penelaah Dokumen (PPD) KPPN Wonosari



		13.

		B3

		Staf Seksi Bank KPPN Wonosari



		14.

		B4

		Petugas Customer Service Officer (CSO) KPPN Wonosari



		15.

		B5

		Bendahara Pengeluaran Satker Kantor Kementerian Agama Wonosari



		16.

		C1

		Petugas Front Officer (FO) Konversi KPPN Wates



		17.

		C2

		Petugas Front Officer (FO) Validator KPPN Wates



		18.

		C3

		Petugas Middle Officer (MO) KPPN Wates



		19.

		C4

		Kepala Seksi Pencairan Dana (Kasi PD) KPPN Wates



		20.

		C5

		Staf Seksi Bank KPPN Wates



		21.

		C6

		Petugas Customer Service Officer (CSO) KPPN Wates



		22.

		C7

		Bendahara Pengeluaran Satker MIN Bangunrejo





Sebagian besar hasil wawancara mendalam menjelaskan tentang penyebab masih adanya keterlambatan GUP pada ketiga KPPN serta praktik proses penge-lolaan UP di KPPN tersebut dan hambatannya, terutama mengenai pelaksanaan S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017. Salah satu isi surat itu menerangkan langkah-langkah koordinasi yang di-laksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terkait dengan pe-ngendalian UP/TUP yang dikelola oleh satker.



Poin penting pengendalian pengelolaan UP pada KPPN meliputi beberapa langkah, di antaranya adalah sebagai berikut.

 a. KPPN menyampaikan kepada satker di wilayah kerjanya mengenai pengelo-laan UP sebagai berikut.

(1) UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional satker dalam satu bulan.

(2) Satker agar segera melakukan GUP jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.

(3) Dalam hal terdapat rencana kegiatan satker yang memerlukan dana lebih besar daripada UP yang dimiliki, satker agar mempercepat frekuensi GUP dan mengajukan TUP sesuai dengan norma.


b. Dalam hal Satker tidak melakukan GUP dalam waktu satu bulan, KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP.


c. KPPN melakukan review atas pengelolaan UP pada Satker mitra kerjanya se-cara triwulanan, yang meliputi:


(1) ketepatan waktu pertanggungjawaban;


(2) besaran persentase GUP;


(3) pengenaan sanksi pemotongan UP; dan/atau


(4) frekuensi pertanggungjawaban UP.


d. KPPN menyampaikan surat teguran kepada satker yang terlambat mengajukan GUP dengan tembusan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.


Ketiga KPPN di DIY memberlakukan surat tersebut sejak 1 April 2017 ke-pada satker mitra kerjanya. Hal tersebut menimbulkan keberatan sebagian satker yang menganggap bahwa langkah-langkah dalam surat tersebut bertentangan de-ngan PMK 190 Tahun 2012, terutama poin menambahkan surat penjelasan apabila tidak meng-GUP-kan dalam waktu sebulan. Keberatan itu terutama disampaikan oleh satker-satker yang memiliki besaran UP yang cukup signifikan dan/atau satker yang bersifat kompleks. Satker yang kompleks meliputi satker yang memiliki bendahara pengeluaran pembantu/pemegang uang muka, satker yang wilayah kerjanya cukup luas, dan/atau satker yang memiliki lebih dari satu jenis UP. Sebagian besar satker tersebut terdapat di KPPN Yogyakarta.



Dari pertimbangan yang diuraikan tersebut, pelaksanaan pengelolaan UP tahun 2017 dimasukkan menjadi objek penelitian. Penambahan itu tidak mengubah esensi permasalahan pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY karena masih tercakup dalam permasalahan pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY secara umum. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan. Hasil wa-wancara kemudian ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Hasil transkripsi disampaikan pada lampiran 4.



Untuk memastikan tidak adanya kesalahan selama proses transkripsi dan memastikan tidak adanya makna yang mengambang dalam pengodean, dilakukan pengecekan terhadap transkripsi. Hal itu merupakan uji reliabilitas terhadap data hasil wawancara. Kemudian, transkripsi dibaca secara keseluruhan untuk dianalisis dan dibuatkan tema-tema yang diberi kode berdasarkan ide atau topik atas transkripsi. Tema-tema tersebut lalu disajikan dalam bentuk naratif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. 


Dari hasil pengodean itu, diperoleh enam tema hasil transkripsi. Keenam tema tersebut, yaitu tema ke-1 meliputi kode D-F digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-1; tema ke-2 meliputi kode G-I untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-2; tema ke-3 meliputi kode J-L, tema ke-4 meliputi kode M-O, dan tema ke-5 meliputi kode P-R untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-3; serta tema terakhir meliputi kode S-U untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-4. Kode enam tema itu dirinci lebih lanjut pada lampiran 5.  Kode-kode tema tersebut ditampilkan pada tabel 4.2.



Tabel 4.2 Pengodean Hasil Wawancara

		No.

		Kode

		Uraian Kode



		1.

		D-F

		Penyebab Keterlambatan GU pada KPPN se-DIY



		2.

		G-I

		Proses Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY



		3.

		J-L

		Penerapan Ketaatan terhadap Peraturan terkait dengan Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY



		4.

		M-O

		Penerapan Efisiensi Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY



		5.

		P-R

		Penerapan Efektivitas Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY



		6.

		S-U

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait dengan Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY yang Belum Optimal





Hasil transkripsi dan pengodean disampaikan kepada informan untuk men-dapatkan pernyataan konfirmasi hasil wawancara dari informan. Hal itu merupakan langkah member checking, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh kepa-da pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang diberikan telah sesuai dan akurat. Dengan demikian, keakuratan validitas data penelitian tidak diragukan. Surat pernyataan konfirmasi hasil wawancara para informan terdapat pada lampiran 6. 



Untuk menguji validitas data, dilakukanlah triangulasi data. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyandingkan hasil wawancara men-dalam dari seorang informan dengan berbagai sumber data, misalnya dokumen, arsip, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal itu dilakukan untuk memastikan ke-akuratan data penelitian.



Dokumen-dokumen yang diperoleh berasal dari ketiga KPPN tersebut terkait dengan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Dokumen-dokumen yang diperoleh dapat mendukung pernyataan dari informan yang diwawancarai atau justru berbeda dengan  pernyataan informan tersebut. Apabila dokumen mendukung pernyataan informan, keakuratan pernyataan informan tersebut tidak diragukan. Apabila berbeda dengan hasil wawancara, keabsahan dokumen lebih didahulukan dibandingkan dengan hasil wawancara. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari ketiga KPPN ditampilkan pada tabel 4.3.


Tabel 4.3 Dokumen Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY

		No.

		Nama Dokumen

		Asal Dokumen



		1.

		Surat Pemberitahuan terkait S-2570/PB/2017 kepada satker mitra kerja

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wates



		2.

		Surat Undangan Review Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017

		KPPN Wonosari



		3.

		Laporan Pagu Belanja dan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		4.

		Rekap Penerbitan SP2D Tahun 2016 dan 2017

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		5.

		Durasi Penyelesaian SP2D Tahun 2017

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		6.

		Karwas UP per Satker Tahun 2016 dan 2017

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		7.

		Contoh Berkas SP2D UP dan GUP Tahun 2016 dan 2017

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		8.

		Struktur Organisasi dan Daftar Pegawai

		KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari
KPPN Wates



		9.

		Hasil Temuan Tim Audit ISO

		KPPN Yogyakarta





4.2 Hasil Penelitian


Hasil penelitian berupa temuan-temuan dalam penelitian merupakan inti peneli-tian. Hasil penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, siklus analisis dan interpretasi data di-lakukan melalui empat proses yang selalu berdaur ulang (Hennink, Hutter, dan Bailey 2010, 237—264). Keempat proses berdaur ulang tersebut meliputi pembangunan kode (coding), pendeskripsian dan perbandingan, pengategorian dan pembentukan konsep, serta pembangunan teori.


4.2.1 Penyebab Masih Terdapat Keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY

Temuan-temuan penelitian yang dituangkan pada subbab 4.2.1 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, yakni “Mengapa masih terdapat keter-lambatan GUP pada KPPN se-DIY?” Paragraf-paragraf berikut menjelaskan te-muan pada tiap-tiap KPPN.


4.2.1.1  KPPN Yogyakarta 

Penyebab keterlambatan GUP pada KPPN Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor in-ternal dan faktor eksternal. Hal itu disebabkan KPPN merupakan instansi peme-rintah yang menggunakan layanan dari sekaligus memberikan layanan kepada ins-tansi pemerintah lainnya. 


Penyebab internal yang memengaruhi berasal dari KPPN sendiri dan Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi yang memayunginya. Penyebab internal yang memengaruhi keterlambatan GUP pada KPPN Yogyakarta mencakup peraturan, jaringan dan sistem teknologi informasi, kompetensi dan komitmen SDM KPPN, sosialisasi dari KPPN, serta volume kerja KPPN.  



Adapun penyebab eksternal yang memengaruhi berasal dari luar KPPN dan Ditjen Perbendaharaan, misalnya satker mitra kerja KPPN serta Ditjen Anggaran. Penyebab eksternal yang memengaruhi keterlambatan GUP pada KPPN Yogyakarta meliputi komitmen SDM satker, kelengkapan berkas, kompetensi SDM satker, pergantian pejabat perbendaharaan, perencanaan anggaran pemotongan anggaran, revisi DIPA, jadwal kegiatan, kompleksitas satker, petunjuk teknis terkait dengan pencairan maksimum UP penerimaan negara bukan pajak (UP PNBP) dari DJA atau K/L, dan ralat akun SPM/Setoran. Subbab berikut menjelaskan tiap-tiap faktor penghambat tersebut.


4.2.1.1.1 Peraturan


Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 menciptakan atmosfer yang berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan UP. Satker yang mengajukan GUP melebihi satu bulan diharuskan melampirkan penjelasan alasan tidak mengajukan GUP dalam satu bulan. Di satu sisi hal itu mendorong satker-satker untuk segera mengajukan GUP sehingga mengurangi kas yang menganggur. Namun, di sisi lain, hal tersebut menciptakan kendala tersendiri bagi satker-satker yang memiliki nilai UP cukup signifikan dan/atau tingkat kompleksitasnya cukup tinggi. 


Pemberlakuan surat pada pertengahan tahun anggaran menimbulkan keluh-an dari sebagian besar satker mitra kerja KPPN Yogyakarta. Satker menjadi tidak siap untuk harus segera mengajukan GUP agar tidak mendapat teguran dari KPPN karena dianggap terlambat GUP. Satker-satker yang sudah telanjur mengambil nilai UP yang besar pada awal tahun harus memutar otak agar dapat mengajukan GUP dalam satu bulan. Satker-satker tersebut merasa ruang geraknya menjadi ter-batas. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh informan A7 berikut.


"Belum, sih. Cuma mereka mengeluh aja, kenapa sih, Mbak, sekarang diperlakukan satu bulan begitu? Jadi enggak leluasa." (A7, 29)



Adapun untuk memperkecil nilai UP dengan cara menihilkan sebagian UP juga menimbulkan dilema tersendiri bagi satker-satker yang bersifat kompleks. Berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, adanya ketentuan untuk membelanjakan uang makan, honor, dan lembur pada akhir tahun anggaran dengan mekanisme UP atau TUP. Pernyataan berikut menunjukkan dilema tersebut.


"Sempat ada pikiran seperti itu, cuma kemarin saya juga melihat itu waktu di akhir tahun itu, Mbak. Ketika beban uang makan dibebankan di UP. Itu yang kadang kita mau ambil sedikit, kita harus terpaksa TUP, TUP itu kan susah banget. Jadi, akhir itu seperti kemarin harus izin eselon I. Itu kalau di Kementerian Agama kan lumayan lama gitu. Wah, ada kekhawatiran juga nanti uangnya enggak cukup, nanti kita enggak bisa mencairkan uang makan di tahun yang sama kan jadi masalah juga. Seperti itu, ya udahlah kita ambil sekian kalau kena pemotongan ya..." (A10, 96)



Meskipun demikian, pemberlakuan S-2570/PB/2017 juga disetujui sebagian besar satker dan petugas KPPN. Hal tersebut dinyatakan oleh informan-informan berikut.


"Enggak ada masalah. Sepanjang, ya itu tadi, dari perangkat pengelolaan anggarannya jalan semua, gitu. Jadi, selama ini kan kayak jadi beban bendahara itu sendiri lah..." (A10, 72)


"Setuju aja sih. Lebih terkendali. Revolving-nya juga lebih apa ya... Pelaksanaan anggaran satker lebih terjadwal dengan baik, penyerapan juga mungkin lebih bagus nantinya." (A8, 84)


Sebagian satker dan petugas KPPN menginginkan agar pemberlakuan surat tersebut pada awal tahun anggaran karena satker sudah dapat memperkirakan kebutuhan dan kemampuannya mempertanggungjawabkan UP dalam sebulan. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut.


"...Kalau mungkin aturannya di awal tahun mungkin satker bisa memperkirakan berapa UP yang mampu saya pertanggungjawabkan dalam waktu satu bulan" (A7, 18)


4.2.1.1.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi


Permasalahan jaringan pada KPPN dan Ditjen Perbendaharaan juga menjadi kendala dalam pengajuan GUP dan pengelolaan UP. Hal itu disampaikan oleh informan-informan berikut.


"Oh, enggak bisa dipastikan seperti itu karena tergantung jaringan juga." (A6, 32)

"Pernah, kalau jaringannya gak bisa jalan ya gak selesai." (A2, 90)


Terjadinya masalah pada jaringan menyebabkan petugas-petugas KPPN ti-dak dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Informan-informan berikut menyampaikan hal tersebut.


"Enggak, biasanya menunggu aja." (A2, 94)


"Ya, menunggu, enggak ada alternatif." (A6, 46)



Selain itu, sistem teknologi informasi melalui berbagai aplikasi yang dicipta-kan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada satker juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan GUP satker. Pernyataan berikut menjelaskan kendala tersebut.


"Eh, 2017. He eh, yang 2017. Yang sampai versi 4 kemarin untuk windows di atas 7, yang 8-10 itu, update-nya susah..." (A7, 61)


"... Cuma untuk SAS  itu biasanya agak ribet di akhir tahun. SAS di akhir tahun karena dia untuk langkah-langkah akhir tahun, ada pengecualian penggunaan UP untuk belanja lembur dan uang makan." (A8, 40)


4.2.1.1.3 Kompetensi dan Komitmen SDM KPPN


Sebagian petugas KPPN dan satker juga berbeda persepsinya terhadap PMK 190 Tahun 2012 dengan S-2570/PB/2017. Hal itu disebabkan perbedaan kompetensi para petugas KPPN sebagaimana dinyatakan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Jadi, mungkin terkait dengan persepsi PMK 190 sendiri. Jadi, ada dua persepsi PMK 190. Yang satu itu di pasal berapa itu yang... UP dihitung berdasarkan belanja operasional selama satu bulan. Selama satu bulan. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa dia UP hanya satu bulan. Tetapi ada juga beberapa satker yang berpersepsikan GU itu dua bulan karena sanksi teguran, itu yang baru muncul di KPPN itu setelah dua bulan. Jadi, dalam PMK 190 juga untuk berapa sih revolving ideal, itu ada dua persepsi karena aturannya seperti itu. Nah, sekarang 2570 lebih ke satu bulan, yang persepsi pertama." (A8, 82) 


4.2.1.1.4 Sosialisasi dari KPPN


Untuk menyiasati perbedaan persepsi atas PMK 190 dan S-2570/PB/2017, perlu dilakukan sosialisasi kepada para satker dan pegawai KPPN itu sendiri. Namun, kenyataannya, sosialisasi yang diberikan oleh KPPN Yogyakarta kepada satker-satker hanya merupakan penerusan surat S-2570/PB/2017 sebagaimana terdapat pada lampiran 9 karena keterbatasan anggaran. Hal itu tertuang dalam kutipan berikut. 


"Surat tertulis ya, Mba Novi, ya, kayaknya surat tertulis ya? S-2570 enggak ada sosialisasi, ya?" (A7, 31) 


4.2.1.1.5 Volume Kerja KPPN


Volume kerja KPPN Yogyakarta juga besar. Volume kerja yang besar menyebabkan antrean panjang para petugas satker mitra kerjanya. Kadang-kadang antrean bisa mencapai berjam-jam yang menyebabkan SPM yang seharusnya diajukan sebelum jam istirahat bisa melewati jam istirahat siang. Padahal, SPM yang masuk setelah jam istirahat akan menjadi SP2D hari berikutnya. Apalagi antrean itu terjadi pada akhir tahun anggaran. Pernyataan berikut menjelaskan kendala tersebut.


"Ya mungkin, cuma pas apa ya, kadang-kadang sok tinggal berapa orang gitu, sok antrenya sok lama..." (A10, 140)


4.2.1.1.6 Komitmen SDM Satker


Komitmen SDM dari satker juga menjadi kendala tersendiri dalam pengajuan GUP tepat waktu. Kurangnya koordinasi dan dukungan pejabat satker merupakan bagian dari komitmen ini. Selain itu, masih adanya pola pikir bahwa urusan pengelolaan keuangan hanya tanggung jawab bagian keuangan juga bagian dari komitmen. Kurangnya komitmen tersebut dinyatakan sebagai berikut.


"Iya. Kalau saya rasa memang kurang koordinasinya walaupun kita sudah rapat koordinasi gitu. Kita udah peringatkan seperti ini... " (A10, 68)


"... Jadi, selama ini kan kayak jadi beban bendahara itu sendiri lah. Terutama kalau PPK-nya pejabat yang susah. Ya, kita sih sedikit-sedikit, Mbak, untuk mohonlah ini diini-diini. Cuma, ya itu tadi, kadang-kadang, apalagi teman-teman di seksi juga itu bukan pekerjaan utama toh, Mbak, itu. Misalnya, kalau di haji, pelayanan jamaah, hanya sebagai yang... itu kan… Jadi, pengelolaan keuangan ya enggak... Kalau kita enggak mengejar, kan ya gak jadi." (A10, 72)


4.2.1.1.7 Kelengkapan Berkas


Pemberlakuan S-2570/PB/2017 juga menambah berkas yang dibawa ke KPPN se-hingga pada awal-awal banyak SPM yang tertolak karena kelengkapan berkasnya masih kurang. Penolakan SPM itu memperlambat pengajuan GU sebagaimana pernyataan berikut.


"Kayaknya PMK 190 sudah berjalan dengan bagus. Ya cuman yang perlu diperbaiki untuk hal-hal tertentu yang memang belum mengakomodir di PMK-190. Tapi, menurut saya nek S-2570 itu malah secara administratif malah menambah rumit kita, gitu loh. ..." (A7, 71) 


4.2.1.1.8 Kompetensi SDM Satker


Kurangnya kompetensi pejabat perbendaharaan yang baru karena pergantian pejabat menjadi problem tersendiri dalam pengajuan GUP. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan wawancara berikut.


"Ya, baru aja ditunjukkan. Kita juga mesti... Dia juga 'Mohon ya, Mbak Sri, ya untuk diajari gitu.' Itu kan jadi tambah ngelu juga saya sebenarnya. Untuk, ya besok lagi kalau mau memutasi pegawai tuh ya lihat-lihat dulu ke kita." (A10, 64)


4.2.1.1.9 Pergantian Pejabat Perbendaharaan


Wakyu yang lama untuk penunjukan pejabat perbendaharaan yang diganti dan mutasi pegawai di lingkungan satker yang kadang-kadang menyeret pejabat perbendaharaan juga mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana tertuang dalam kutipan wawancara berikut.


"Kemarin sempat di Haji itu juga ada pergantian petugas pengelola keuangannya di Haji. Jadi, agak lambat juga. Tarik ulurnya itu agak lama. Ini sudah ada surat dari KPPN tanggal GU-nya sekian, tapi sampai sekarang petugasnya kok enggak segera dicarikan gitu dari..." (A10, 60)


4.2.1.1.10 Perencanaan Anggaran


Kendala lain yang mengadang pengajuan GUP oleh satker ialah perencanaan anggaran yang asal jadi. Biasanya anggaran yang dibuat merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya, tanpa memperhitungkan kinerja organisasi. Padahal, kondisi setiap tahun anggaran amatlah berbeda. Perencanaan anggaran yang asal jadi mengakibatkan sering terjadi revisi anggaran yang akhirnya berakibat pengajuan GUP menjadi terhambat. Pernyataan berikut menunjukkan praktik yang masih terjadi.


"Kalau sepengetahuan saya perencanaan itu copy paste aja...." (A10, 80)


"Iya. Jadi kayak, ya cuma memenuhi waktu sekian, asal masuk, akhirnya kan kadang-kadang enggak tepat. Jadi, direvisi lagi dan itu juga kadang-kadang salah akun juga. Salah apa namanya.... Juga, apa, kan kita kadang seperti ini, enggak efektif. Direvisi lagi. Jadi, kayak apa ya, kita terima POK kayak bahan mentah, gitu loh. Maksud saya kan gini, jadi, awal tahun anggaran saya cermati, aduh kok ya seperti ini. Saya tuh pinginnya di awal gitu. Revisi itu di awal, dicermati, terus revisi itu kalau bisa sekali, dua kali. Tapi, ternyata enggak." (A10, 82)


4.2.1.1.11 Pemotongan Anggaran


Pemotongan anggaran dikarenakan saving block yang dilakukan pemerintah terhadap APBN juga memerlukan penyesuaian dalam pengajuan GUP sehingga mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP pada KPPN Yogyakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Oh, itu karena mereka, karena pemotongan anggaran. Dia, mereka takut untuk meng-SPJ-kan kalau yang 2016. he eh, pernah..." (A7, 45)


"Itu kan banyak Kemenag yang pada dipotong anggarannya. Padahal, mereka dah dalam bentuk kuitansi. Takutnya, mereka kalau meng-SPJ-kan takutnya bagian yang kena pemotongan." (A7, 47)


4.2.1.1.12 Revisi DIPA


Sering kali revisi DIPA yang dilakukan satker juga mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP pada KPPN Yogyakarta. Hal tersebut dinyatakan oleh informan-informan berikut.


"Iya, yang mundur. Akhirnya... eh… karena ini juga ada beberapa kementerian menunggu revisi DIPA itu loh, Mbak, karena statusnya enggak jelas itu loh.... Jadi, terlambat dia mengajukan GU-nya. Begitu, padahal dia sudah UP. Ada." (A1, 128)


"He eh. Mereka menunggu dulu itu revisinya turun." (A7, 49) 


"Revisinya terlalu sering atau mereka tidak bisa ini, menunggu. Menunggu... eee... revisi selesai sehingga terkendala untuk melakukan SPJ GU-nya." (A8, 24)


"Iya, Mbak. Karena tahun kemarin kita dihajar sama revisi." (A10, 104)


4.2.1.1.13 Jadwal Kegiatan


Jadwal kegiatan yang belum terlaksana juga merupakan hambatan dalam penga-juan GUP pada KPPN Yogyakarta. Hal itu terutama terjadi pada satker yang mengajukan UP PNBP sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut.


"... Pertama, kemarin itu yang PNBP rata-rata belum ada kegiatan, Mbak. Jadi, kegiatannya itu belum jalan. Jadi, mereka belum memerlukan uangnya lagi, gitu rata-rata." (A1, 126)


4.2.1.1.14 Kompleksitas Satker


Kompleksitas satker juga menjadi alasan tersendiri bahwa pemberlakuan S-2570/PB/2017 dianggap menjadi penyebab keterlambatan pengajuan GUP pada KPPN Yogyakarta. Kutipan-kutipan wawancara berikut menjelaskan hal itu.


"He eh, yang S-2570 itu, UP harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Untuk yang UP-UP kecil, mungkin tidak masalah, tapi yang UP-UP besar itu mereka kesulitan untuk mengumpulkan pertanggungjawabannya, baik dari BPP maupun pemegang uang muka." (A7, 10)


"Karena karakteristik satkernya berbeda-beda." (A9, 90)


4.2.1.1.15 Juknis Maksimum Pencairan UP PNBP dari DJA atau K/L


Hambatan lain yang dihadapi satker yang memiliki UP PNBP dalam pengajuan GUP pada KPPN Yogyakarta ialah belum adanya juknis mengenai maksimum pencairan dana dari DJA atau eselon I kementerian negara/lembaganya. Hal itu terutama terjadi pada satker yang memiliki PNBP terpusat. Informan-informan berikut menyatakan hal tersebut.


"Kendalanya, kalau kendala itu ada salah satu satker yang PNBP terpusat, yang PNBP terpusat itu untuk mengajukan revolving-nya, terkendala karena MP tahap satunya belum turun." (A8, 10) 


4.2.1.1.16 Ralat Akun SPM/Setoran


Ralat kode akun pada SPM ataupun setoran yang tidak segera diproses juga me-nimbulkan masalah  yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP. Hal itu terjadi karena ralat/koreksi akun hanya bisa diproses di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sejak pemberlakuan SPAN. Kutipan-kutipan wawancara berikut menjelaskan hal tersebut.


"Kalau SPAN ini masih sama yang dulu. Jadi, kalau dari Aplikasi SPAN itu, kalau sudah diproses enggak langsung muncul di SPAN-nya. Jadi, kadang H+1, H+2. Jadi, sekarang malah yang bermasalah konfirmasi, setoran itu malah ada yang... kasusnya... sudah setor lama, sudah konfirmasi, kode satker enggak ada yang salah, eh, kode akunnya enggak salah, tapi kok sampai sekarang kok SPAN enggak masuk. Jadi, salahnya apa di MPN-G2-nya atau gimana? Jadi, kesannya di tuh enggak nihil-nihil. Jadi, kayak ini nih..." (A9, 32)


4.2.1.2  KPPN Wonosari

Penyebab keterlambatan GUP pada KPPN Wonosari dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal tersebut mencakup peraturan serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Faktor eksternal hanya berasal dari satker yang meliputi komitmen SDM satker, kompetensi SDM satker, pergantian pejabat perbendaharaan, jadwal kegiatan, dan kompleksitas satker. Subbab berikut menjelaskan faktor-faktor tersebut.


4.2.1.2.1 Peraturan


Pemberlakuan Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 pada saat pertengahan tahun anggaran dianggap sebagai salah satu penyebab keterlambatan GUP. Hal itu menyulitkan satker yang nilai UP-nya tinggi. Kutipan wawancara berikut menyatakan demikian.


"Kalau jadi satu bulan sebetulnya sedikit keberatan bagi mereka yang UP-nya terlalu tinggi dari awalnya. Kan perubahan peraturan di tengah-tengah, peraturan awal kan dua bulan. Peraturan kedua kan udah berubah ke susut. Jadi, mungkin ya. Gimana ya... kalau bisa sih tetap seperti dulu. Tapi, dengan dasar mungkin... satu setengah bulan sudah ada kabar kalau ini batas UP, kalau bisa dua bulan atau gimana. Satu minggu sebelumnya." (B5, 202)



Menihilkan sebagian UP juga menimbulkan dilema tersendiri bagi satker-satker yang bersifat kompleks. Hal itu disebabkan pembayaran uang makan, ho-nor, dan lembur pada akhir tahun anggaran biasanya dengan mekanisme UP atau TUP. Pernyataan berikut menggambarkan dilema tersebut.


"Ada yang sudah menihilkan sebagian." (C2, 46)


Meskipun demikian, pemberlakuan S-2570/PB/2017 tetap diterima oleh satker asalkan pemberlakuannya awal tahun. Hal itu dinyatakan pada kutipan berkut.


"Insyaallah semua bisa menerima." (B5, 204)


4.2.1.2.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi


Permasalahan utama yang menjadi penyebab keterlambatan GUP pada KPPN Wonosari adalah masalah jaringan pada KPPN dan Ditjen Perbendaharaan. Hal itu disampaikan oleh informan-informan seperti pada kutipan berikut.


"Misalnya ada setoran, itu enggak langsung kelihatan." (C2, 101)


"Kalau saya nyetak karwas, belum kelihatan soalnya. Begitu sudah upload baru di sananya muncul." (C2, 114)


Permasalahan jaringan tersebut menyebabkan petugas-petugas KPPN tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Hal itu sebagaimana disampaikan informan-informan pada kutipan berikut.


"Tergantung, kecepatan kita tergantung dari PD." (B3, 35)


"Sering. Kalau di sini diproses, jangan sampai di PD diproses dulu." (B3, 49)


"Kadang-kadang lama, enggak mesti itu. Pernah satu hari enggak kerja." (B3, 68)



Selain masalah jaringan, sistem teknologi informasi yang diperuntukkan ba-gi satker juga menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan keterlambatan GUP satker. Kutipan-kutipan wawancara berikut menjelaskan kendala tersebut.


"SiLaBi-nya kan sekarang pakai SAS ya, tapi, level bendahara. Paling di satker itu. Paling di satker itu masih ada yang DRPP-nya masih tertulis 2016. Di cetakan." (B4, 18)


"Tapi, enggak pa-pa. Itu masih bisa ditangani. Kemudian, kaitan dengan SiLaBi itu terkait 2.0.3 dan 2.0.4 itu, beberapa satker tidak bisa mulus update-nya, terutama untuk yang operating system-nya Windows 7 64 bit ke atas." (B4, 20) 


"He eh. Kalau misalnya dilakukan perubahan, transaksinya nanti akan di periode selanjutnya, SiLaBi enggak bisa ngirim ADK. Jumlah ADK jadi kosong. Kadang-kadang seperti itu...." (B4, 28)


4.2.1.2.3 Komitmen SDM Satker


Kurangnya komitmen SDM satker juga merupakan penghambat pengajuan GUP tepat waktu. Tingkat kepedulian terhadap pengelolaan keuangan, koordinasi, dan dukungan pejabat satker masih dianggap belum optimal. Selain itu, pola pikir bah-wa urusan pengelolaan keuangan hanya tanggung jawab bagian keuangan juga ba-gian dari kurangnya komitmen. Hal itu tampak pada hasil wawancara berikut.


"...terus cuma pas koordinasi itu ya, dari KPA sama PPK sudah dikasih tahu kalau sebaiknya kegiatan segera. Tapi, ya namanya orang kan ada rasa capek. Ya, mungkin karena itu." (B5, 88)


"Enggih, karena teman-teman kalau diserahi tugas bab keuangan itu alasane mung neka-neka. Nggih ngoten nika." (B5, 234)


4.2.1.2.4 Kompetensi SDM Satker


Hal yang tidak boleh disepelekan sebagai penghambat pengajuan GUP oleh satker adalah kompetensi SDM satker yang belum memadai. Padahal, dengan era SPAN tersebut, satker dituntut untuk menguasai pengetahuan perbendaharaan yang luas serta teknologi informasi yang memadai. Kutipan-kutipan pernyataan berikut me-nunjukkan hal tersebut.


"Ho oh. Misalnya ada kuitansi misalnya mereka lupa. Misalnya 41 ternyata ngetiknya 711 kayak gitu. Akhirnya mereka bermasalah nih kalau di sini, kalau di aplikasi SiLaBi. SiLaBi itu mengunci ketika dia sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi." (B4, 26)


"Enggak itu kesalahan pribadi. Karena tanggapan saya kan dulu kan di madrasah kan belum ada PNBP, terus masuk ke Kemenag langsung ada PNBP. Terus, kita juga bingung toh. Mau tanya ke sini juga, kita juga belum begitu akrab dengan PNBP. Kita lihat, ternyata UP. Oh, seperti ini toh mekanismenya. Ternyata masih ada tahap berikutnya juga. Takpikir cuma tahap I thok selesai gitu. Tapi, ternyata masih ada tahap II, tahap III, dan seterusnya. Nah, ini kesalahan kita di situ." (B5, 42)


4.2.1.2.5 Pergantian Pejabat Perbendaharaan


Penggantian pejabat perbendaharaan juga mengakibatkan keterlambatan pengaju-an GUP oleh satker. Hal itu sebagaimana tertuang dalam kutipan wawancara ber-kut.


"Enggak ada karena rotasi kan, ya mungkin dari pimpinan kan kalau orangnya itu, ya itu terus. Kalau dia pindah kan enggak ada regenerasinya." (B5, 50)


4.2.1.2.6 Jadwal Kegiatan


Penyebab keterlambatan yang lain ialah jadwal kegiatan yang belum terlaksana. Hal itu terutama terjadi pada satker yang mengajukan UP PNBP sebagaimana di-nyatakan oleh informan pada kutipan berikut.


"Karena ya, itu.... Karena kegiatan kita kan sudah ada jadwal tertentu toh, Bu. Delapan satker..." (B5, 88)


4.2.1.2.7 Kompleksitas Satker


Salah satu penyebab keterlambatan GUP juga disebabkan tingkat kompleksitas satker berbeda-beda. Hal itu dinyatakan pada kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Kalau jadi satu bulan, sebetulnya sedikit keberatan bagi mereka yang UP-nya terlalu tinggi dari awalnya. Kan perubahan peraturan di tengah-tengah, peraturan awal kan dua bulan, peraturan kedua kan udah berubah ke susut. Jadi, mungkin ya. Gimana ya... kalau bisa sih tetap seperti dulu. Tapi, dengan dasar mungkin... satu setengah bulan sudah ada kabar kalau ini batas UP, kalau bisa dua bulan atau gimana. Satu minggu sebelumnya." (B5, 202)


"Itu kalau satu satker, Bu. Kalau empat satker." (B5, 218)


4.2.1.3 KPPN Wates 

Sebagaimana kedua KPPN sebelumnya, penyebab keterlambatan GUP pada KPPN Wates juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Namun, tentu saja tidak semua yang terdapat pada KPPN lain menjadi penyebab juga pada KPPN Wates. Penyebab internal yang memengaruhi keterlambatan GUP pada KPPN Wates adalah peraturan serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Pe-nyebab eksternal yang memengaruhi keterlambatan GUP pada KPPN Wates meliputi komitmen SDM satker, kelengkapan berkas, kompetensi SDM satker, pergantian pejabat perbendaharaan, perencanaan anggaran, pemotongan anggaran, revisi DIPA, jadwal kegiatan, dan kompleksitas satker. Penjelasan atas penyebab-penyebab tersebut disajikan dalam subbab berikut.


4.2.1.3.1 Peraturan


Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 mengubah atmosfer pelak-sanaan pengelolaan UP. Satker yang mengajukan GUP melebihi satu bulan diharuskan melampirkan penjelasan alasan tidak mengajukan GUP dalam satu bulan. Di satu sisi hal itu mendorong satker-satker untuk segera mengajukan GUP sehingga mengurangi kas menganggur di bendahara pengeluaran. Namun, di sisi lain, hal tersebut menciptakan kendala tersendiri bagi satker-satker yang memiliki nilai UP cukup signifikan dan/atau tingkat kompleksitasnya cukup tinggi. 



Pemberlakuan surat tersebut pada saat pertengahan tahun anggaran me-nimbulkan komplain sebagian besar satker mitra kerja KPPN Wates.  Hal itu dise-babkan satker harus menyegerakan untuk mengajukan GUP agar tidak diperi-ngatkan oleh KPPN dan dianggap terlambat GUP. Satker-satker yang sudah telanjur mengambil nilai UP yang besar di awal tahun harus memutar otak agar da-pat mengajukan GUP dalam satu bulan. Satker-satker tersebut merasa ruang ge-raknya menjadi terbatas. Penyataan tersebut dikemukakan oleh informan berikut.


"Ya... komplainnya mungkin begitu kita infokan ada S-2570, dalam satu bulan harus GU, terus nanti buat surat keterangan. Paling komplainnya... 'Loh, di PMK kan dua bulan, Mbak? Kenapa satu bulan?' Karena setelah diberikan ada S-2570 sih, satker ngikut sih." (C1, 220)


Meskipun demikian, pemberlakuan S-2570/PB/2017 juga disetujui sebagian besar satker dan petugas KPPN. Hal tersebut dinyatakan oleh informan berikut pa-da kutipan berikut.


"Kalau memang peraturannya..." (C7, 104)


4.2.1.3.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi


Permasalahan jaringan pada KPPN dan Ditjen Perbendaharaan juga menjadi kendala dalam pengajuan GUP dan pengelolaan UP. Hal itu disampaikan oleh informan-informan pada kutipan berikut.


"Ya, justru itu. Kalau di jaringan SPAN itu dibandingkan dengan Yogya atau yang lain, ini lebih lambat di sini." (C2, 18)


"Itu yang jadi masalah di sini, jaringannya lelet banget. Komputernya juga lelet." (C3, 70)


"Ada. Di sini termasuk terlambat ya dibandingkan KPPN yang lain. Soalnya pernah kita tanya kadang di sana lancar, teman-teman waktu koordinasi DL ke Yogya, di sana lebih cepat dibanding di sini." (C4, 20)


Terjadinya masalah pada jaringan menyebabkan petugas-petugas KPPN ti-dak dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Informan-informan berikut menyampaikan hal itu seperti pada kutipan berikut.


"Ya nunggu, sampai selesai kalau agak lama lapor ke SITP. Kalau sebentar, paling ya nunggu sampai normal kembali." (C5, 26)



Selain itu, sistem teknologi informasi melalui berbagai aplikasi yang dicipta-kan oleh Ditjen Perbendaharaan kepada satker juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan GUP satker. Pernyataan berikut menjelaskan kendala tersebut.


"Dulu, awal-awal pemberlakuan SiLaBi itu cukup bermasalah. Kita SiLaBi-nya juga belum lancar. Banyak update-update-nya bermasalah. Kalau udah 2016, 2017 udah, udah cukup lancar." (C7, 42) 


4.2.1.3.3 Komitmen SDM Satker


Komitmen SDM dari satker juga menjadi kendala tersendiri dalam pengajuan GUP tepat waktu. Kurangnya koordinasi dan dukungan pejabat satker merupakan bagian dari komitmen ini. Selain itu, masih adanya pola pikir bahwa urusan pe-ngelolaan keuangan hanya tanggung jawab bagian keuangan. Kurangnya komitmen tersebut dinyatakan sebagai berikut.


"Iya. Jadi, kadang-kadang kalau mau batas waktu, mereka suka... Ya yang sering agak suka terlambat. Terlambat dalam artian belum sampai lewat sih, tapi sudah hampir batas waktunya harus kita ingetin terus." (C3, 26)


4.2.1.3.4 Kompetensi SDM Satker


Kurangnya kompetensi pejabat perbendaharaan yang baru akibat pergantian peja-bat menjadi problem tersendiri dalam pengajuan GUP. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan wawancara berikut.


".... Kadang juga mesti konsultasi ke KPPN. Diajari juga sama CSO. Tapi, tidak bisa langsung jalan seperti operator yang lama. Masih memerlukan proses. Dan itu berpengaruh pada ganti UP, biasanya karena ada proses mereka mepelajari dulu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan SPM." (C1, 202)


"Dulu, sempat.... Karena SiLaBi kan... kebetulan bendahara saya udah cukup berumur lah. Kalau dipaksa untuk di aplikasi kan kesulitan. Dulu sempat di manual dulu, saya input di aplikasinya. Tapi, dulu aplikasi juga sempat bermasalah." (C7, 44)


4.2.1.3.5 Pergantian Pejabat Perbendaharaan


Waktu yang lama dalam penunjukkan pejabat perbendaharaan yang diganti dan mutasi pegawai di lingkungan satker yang terkadang menyeret pejabat perbendaharaan juga mengakibatkan keterlambatan pengajuan GUP. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut.


"Ada, yang baru-baru ini kita hadapi sih pergantian operator ya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi, begitu operator yang lama pergi, eh, operator yang baru belum diberi tahu tugasnya secara detail juga...." (C1, 202)


4.2.1.3.6 Perencanaan Anggaran


Kendala lain yang mengadang pengajuan GUP oleh satker adalah perencanaan anggaran yang asal jadi. Biasanya anggaran yang dibuat merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya, tanpa memperhitungkan kinerja organisasi. Padahal, kondisi setiap tahun anggaran amatlah berbeda. Perencanaan anggaran yang asal jadi menyebabkan seringkali  revisi anggaran yang akhirnya menyebabkan pengajuan GUP menjadi terhambat. Pernyataan berikut menunjukkan praktik yang masih terjadi.


"Iya. Dari perencanaannya kan lemah rata-rata, bukan cuma satker, KPPN sendiri juga kayak gitu. Jadi, ya... rata-rata kesulitannya di situ." (C3, 40)


4.2.1.3.7 Revisi DIPA


Sering kali revisi DIPA yang dilakukan satker juga menyebabkan keterlambatan pengajuan GUP pada KPPN Wates. Hal itu dinyatakan oleh informan pada kutipan berikut.


"Harus direvisi semua." (C3, 34)


4.2.1.3.8 Jadwal Kegiatan



Jadwal kegiatan yang belum terlaksana juga merupakan hambatan dalam pe-ngajuan GUP pada KPPN Wates. Hal itu dinyatakan oleh informan pada kutipan berikut.


"Ada sih, tapi paling hanya satu aja. Itu pun biasanya mereka kesulitan karena... kayak PA. Itu kan karena pengadilan keliling. Jadi, susah mencapai target 50%. Jadi, bukan karena apa-apa. Karena mereka hanya pengadilan keliling kalau ada masalah kasus yang di sidang keliling itu kan sulit." (C3, 24)


"Kalau pas liburan menghambat, Mbak. Misalnya, kita puasa lah. Sekarang kan otomatis kegiatan enggak jalan kegiatan itu. Kemarin kan liburan sekolah, tambah liburan puasa, liburan awal Romadan, puasa, liburan akhir Romadan. Terus, liburan sekolah hampir satu bulan. Jadi, kalau seperti itu, kena sanksi, ya repot." (96)


4.2.1.3.9 Kompleksitas Satker


Kompleksitas satker juga menjadi alasan tersendiri bahwa pemberlakuan S-2570/PB/2017 dianggap menjadi penyebab keterlambatan pengajuan GUP pada KPPN Wates. Kutipan wawancara berikut menjelaskan hal itu.


"Ya sebenarnya kalau untuk percepatan ekonomi sih, ini ya... kita sih maunya latar belakangnya kan gitu ya. Oke aja sih. Cuma kadang-kadang kalau satkernya enggak banyak kegiatan, satkernya yang kerepotan. Mungkin itu disiasati dengan mengambil UP-nya itu kecil." (C2, 44)


4.2.2 Proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY

Proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penerbitan UP/TUP/GUP pada KPPN diatur dalam SOP Nomor KP.14.017 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perin-tah Pencairan Dana (SP2D) UP/TUP/GUP pada Kantor Pelayanan Perbendahara-an Negara (lampiran 8). Adapun penerbitan GUP nihil ditetapkan dalam SOP Nomor KP.14.018 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GUP Nihil pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (lampiran 9). Selain itu, KPPN juga menyampaikan teguran atau sanksi kepada satker terkait dengan keterlambatan penerbitan GUP satker yang tertuang dalam SOP Nomor KP.13.027 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengajuan GUP pada KPPN (lampiran 10). Adapun layanan informasi mengenai pengelolaan UP diatur dalam SOP Nomor KP.14.018 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Layanan Informasi Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (lampiran 11). 



Temuan-temuan penelitian yang dituangkan pada subbab 4.2.2 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2, yakni “bagaimana proses penge-lolaan UP pada KPPN se-DIY?” Temuan-temuan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.


4.2.2.1 KPPN Yogyakarta

4.2.2.1.1 Proses Pengelolaan UP pada FO Konversi


Sebagian besar satker mitra kerja KPPN Yogyakarta belum menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) sehingga masih membutuhkan FO Konversi untuk mengubah data dari satker agar dapat dibaca oleh portal SPAN. Hanya beberapa satker di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang sedang melaku-kan uji coba penggunaan SAKTI tersebut. Apabila SAKTI sudah digunakan oleh semua satker, FO Konversi tidak diperlukan lagi. Jumlah pegawai yang bertugas sebagai FO Konversi pada KPPN Yogyakarta sebanyak empat orang. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan UP pada FO Konversi KPPN Yogyakarta se-bagaimana berikut ini.


 "Menerima SPM.." (A1, 10)


"Kalau di depan, ya... dicek kelengkapannya, gitu kan? Kelengkapannya, kalau sudah lengkap, kemudian kita cek lebih detail jenis SPM-nya, gitu kan? Kontrak atau nonkontrak, seperti itu.... Kemudian SPM kan ada banyak sekali jenisnya.... Jadi, ya.... harus lihat betul, saat itu satker sedang mengajukan SPM apa? Masing-masing itu berbeda-beda..." (A1, 14)


“Kalau terkait SPM GU, karena itu pertama kali di tahun anggaran yang baru itu, gitu ya... maka yang harus yang kita perhatikan pertama adalah terkait dengan identitas satker ya... KIPS itu. Itu apakah sudah diperbaharui atau belum, seperti itu. Karena kalau masih lama, kadang sudah tidak mau diterima, gitu. Kesesuaian antara foto dengan kedatangan yang bersangkutan, kita cek. Kemudian, kalau UP itu biasanya ada berita acara rekon ya, syaratnya itu, berita acara rekon...e...tahun sebelumnya. Itu harus ada. Kemudian, terkait dengan e... pergantian pejabat, baik PPSPM atau PPSPM ada atau tidak. Kemudian, apa lagi ya? Kalau SPM UP, surat pernyataan UP, info supplier, e... SPM sama surat pernyataan UP sesuai dengan PMK 190. Itu aja. Kalau semuanya sudah benar, baik SPM-nya, cara bayarnya, dan macam-macam yang ada di SPM benar, maka kita terima, gitu. Kalau belum, salah satu di antaranya terkait dengan identitas, terkait dengan, apa namanya, pejabat penanda tangan SPM, maka kita kembalikan. Tapi, kalau semuanya sudah oke, kita terima. Kemudian, kita serahkan ke ee... FO Validator untuk diproses lebih lanjut. Gitu." (A1, 16)


"Setelah diterima, SPM diserahkan ke FO Validasi untuk diproses lebih lanjut." (A1, 12)


4.2.2.1.2 Proses Pengelolaan UP pada FO Validator


FO Validator selanjutnya memproses UP/GUP dari FO Konversi. Petugas FO Va-lidator KPPN Yogyakarta sejumlah empat orang menurut jalur dari FO Konversi. Tugas tersebut sebagaimana kutipan wawancara berikut ini.


"Download FTP. Upload di SPAN. udah" (A1, 16)


4.2.2.1.3 Proses Pengelolaan UP pada MO


Selanjutnya, petugas MO atau reviewer melakukan review dan persetujuan tagih-an. Jumlah petugas MO pada KPPN Yogyakarta sebanyak empat orang dan diatur menurut alur dari mulai FO Konversi. Hal itu terlihat dalam kutipan waawancara berikut.


"Eh... memeriksa PMRT dari validasi." (A3, 10)


"Dari FO Validasi berupa sudah... kita hanya menyetujui aja." (A3, 48)


"MO menerbitkan SPPT." (A4, 30)


4.2.2.1.4 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi Pencairan Dana


Langkah berikutnya, kepala seksi pencairan dana melakukan validasi secara ma-nual dan sistem serta melakukan review dan persetujuan tagihan. Tugas tersebut tertuang dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ini.


"Ya... Saya meng-approve apa... tagihan dari middle yang diajukan ke tempat saya. Jadi, saya mencocokkan dengan kode satkernya, kemudian nilai nominalnya, serta data pendukungnya. Kalau sudah benar, saya setujui. Kalau ada kesalahan, ya saya tolak." (A4, 6)


"Ya, seperti ini juga, cuman kalau UP kan lampirannya cuma SPM atau perincian. Kalau masalah pagu atau dana yang tersedia kan enggak saya. Cuman kalau ada permintaan UP. Kalau TUP kan harus ada persetujuan MSKI. Kalau UP kan enggak" (A4, 12)


4.2.2.1.5 Proses Pengelolaan UP pada PPD


Berikutnya, PPD menatausahakan PPR dan dokumen pendukung untuk diteruskan ke seksi bank dan subbag umum. Subbag umum meneruskan kepada satker. PPD KPPN Yogyakarta sebanyak empat orang sesuai dengan jalur dari FO Konversi. Tugas PPD dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini.


"Begitu terima dari MO ya lembar satunya kan saya ambil, dikirim ke seksi bank. Terus lembar berapa ya lembar duanya di-split, dipisah yang SPM-nya kan dua, SPM satu dengan dengan SPPT untuk seksi.... Sebenarnya dua-duanya bareng nih, cuma sama seksi umum dipisah yang lembar dua SPM ini untuk satker, yang lembar arsip ini nanti diserahkan ke seksi vera." (A5, 14)


"PPD. Kan dua lembar. Yang satu lembar ke PPD, yang selembar ke seksi bank." (A3, 60)


4.2.2.1.6 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Bank


Pelaksana seksi bank membuat PPR dan melakukan review tagihan pada PPR serta menerbitkan SP2D. Hal itu diterangkan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Memproses SPPT pada aplikasi seksi SPAN." (A6, 8)


"Terus dari SPPT, setelah saya membuatkan template, di-approve sama atasan saya, Pak Puji." (A6, 10)


4.2.2.1.7 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi Bank


Kepala seksi bank melakukan persetujuan atas pekerjaan pelaksananya. Kutipan berikut menyebutkan hal itu.


"Terus dari SPPT, setelah saya membuatkan template, di-approve sama atasan saya, Pak Puji." (A6, 10)


4.2.2.1.8 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Subbag Umum


Dokumen SPM dari PPD ditatausahakan oleh pelaksana subbag umum untuk diteruskan kepada satker mitra kerja. Hal itu disebutkan pada kutipan berikut.


"Begitu terima dari MO ya lembar satunya kan saya ambil, dikirim ke seksi bank. Terus lembar berapa ya lembar duanya di-split, dipisah yang SPM-nya kan dua, SPM satu dengan dengan SPPT untuk seksi.... Sebenarnya dua-duanya bareng nih, cuma sama seksi umum, dipisah yang lembar dua SPM ini untuk satker, yang lembar arsip ini nanti diserahkan ke seksi vera." (A5, 14)


4.2.2.1.9 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Vera


Dokumen SPM ditatausahakan oleh pelaksana seksi vera untuk diarsipkan. Hal itu disebutkan pada kutipan berikut.


"Begitu terima dari MO ya lembar satunya kan saya ambil, dikirim ke seksi bank. Terus lembar berapa ya lembar duanya di-split, dipisah yang SPM-nya kan dua, SPM satu dengan dengan SPPT untuk seksi.... Sebenarnya dua-duanya bareng nih, cuma sama seksi umum, dipisah yang lembar dua SPM ini untuk satker, yang lembar arsip ini nanti diserahkan ke seksi vera." (A5, 14)


4.2.2.1.10 Proses Pengelolaan UP pada Pengawas UP Seksi MSKI


Pelaksana Seksi MSKI KPPN Yogyakarta ada yang bertugas melakukan pe-ngawasan terhadap UP. Selanjutnya petugas itu menerbitkan surat pemberitahuan pengajuan GUP, baik berupa teguran maupun sanksi, kepada satker mitra kerja se-bagaimana tertuang dalam SOP nomor KP.13.027 (lampiran 12). Hasil wawancara berikut menjelaskan tugas pengawas UP pada seksi MSKI.


"Ya, melakukan pengawasan juga." (A9, 8)


4.2.2.1.11 Proses Pengelolaan UP pada CSO dan Call Center

Petugas CSO dan call center ialah petugas yang memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait dengan perbendaharaan kepada satker dan mitra kerja KPPN lainnya, khususnya pengelolaan UP. Petugas CSO KPPN Yogyakarta se-banyak empat orang dan petugas call center sebanyak satu orang. CSO bertugas melayani satker dan mitra kerja lain yang datang langsung ke KPPN Yogyakarta. Hal itu dijelaskan oleh informan pada kutipan berikut ini.


"Melayani apa itu, satker yang memerlukan konsultasi, baik dalam hal aplikasi, peraturan." (A7, 6)

Call center bertugas melayani informasi kepada satker atau mitra kerja melalui sarana telepon. Call center merupakan inovasi pelayanan yang diberikan oleh KPPN Yogyakarta kepada mitra kerjanya. 

4.2.2.2 KPPN Wonosari

4.2.2.2.1 Proses Pengelolaan UP pada FO Konversi dan Validator


Sebagaimana satker mitra kerja KPPN Yogyakarta, sebagian besar satker mitra kerja KPPN Wonosari juga belum menggunakan SAKTI sehingga masih membutuhkan FO Konversi untuk mengubah data dari satker agar dapat dibaca oleh portal SPAN. Hanya satker KPPN Wonosari sendiri yang sedang melakukan uji coba penggunaan SAKTI tersebut. Petugas FO Konversi merangkap sebagai FO Validator karena keterbatasan jumlah pegawai. Proses pengelolaan UP pada FO Konversi sekaligus FO Validator pada KPPN Wonosari sama dengan yang dilakukan di KPPN Yogyakarta dan KPPN Wates. 


4.2.2.2.2 Proses Pengelolaan UP pada MO dan PPD


Petugas MO dan PPD pada KPPN Wonosari juga dirangkap satu orang. Tugas sebagai MO atau reviewer melakukan review dan persetujuan tagihan, sedangkan tu-gas sebagai PPD menatausahakan PPR dan dokumen pendukung untuk diteruskan ke seksi bank dan subbag umum. Hal itu disebutkan sebagaimana kutipan wawan-cara berikut.


"Saya approve dari SPM sampai jadi SPPT." (B2, 10)


4.2.2.2.3 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi PDMS


Selanjutnya, kepala seksi pencairan dana melakukan validasi secara manual dan sistem serta melakukan reviewdan persetujuan tagihan. Setelah itu, kepala seksi meneruskan ke PPD KPPN Wonosari.


4.2.2.2.4 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Bank


Pelaksana seksi bank membuat PPR dan melakukan review tagihan pada PPR serta menerbitkan SP2D. Kutipan-kutipan wawancara berikut menjelaskan hal itu.


"Oh, anu… maksudnya dari FO sana? FO sana depan, diproses middle office dicetak SPPT-nya, baru masuk ke sini. Mintakan dana." (B3, 9)


"Sudah selesai dari sini, langsung ke kepala seksi." (B3, 43)


4.2.2.2.5 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi Bank


Kepala seksi bank melakukan persetujuan atas pekerjaan pelaksananya. Hasil wa-wancara berikut menyebutkan hal itu.


"Sudah selesai dari sini langsung ke kepala seksi." (B3, 43)


"...Tinggal approve aja kepala seksi." (B3, 89)


4.2.2.2.6 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Subbag Umum


Dokumen SPM dari PPD ditatausahakan oleh pelaksana subbag umum. Selanjutnya, dokumen tersebut diteruskan kepada satker mitra kerja. 


4.2.2.2.7 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Vera


Dokumen SPM ditatausahakan oleh pelaksana seksi vera. Pelaksana seksi vera mengarsipkan dokumen tersebut, baik salinan cetak maupun salinan elektronik-nya. 


4.2.2.2.8 Proses Pengelolaan UP pada CSO


Petugas CSO ialah petugas yang memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait perbendaharaan kepada satker dan mitra kerja KPPN lainnya, khususnya pengelolaan UP. Petugas CSO KPPN Wonosari sebanyak satu orang. Tugas CSO dijelaskan oleh informan berikut ini.


"Melayani konsultasi satker terkait pelaksanaan APBN. Pembuatan KIPS, kartu identitas satker. Perubahan penonaktifan, termasuk perubahan PIN PPSPM. Kemudian, perubahan spesimen satker. Kayaknya sudah." (B4, 6) 


4.2.2.3 KPPN Wates

4.2.2.3.1 Proses Pengelolaan UP pada FO Konversi


Satker mitra kerja KPPN yang sedang melakukan uji coba penggunaan SAKTI ha-nya KPPN Wates sehingga masih memerlukan FO Konversi agar data satker bisa ditransfer ke portal SPAN. Yang bertugas sebagai FO Konversi pada KPPN Wates sebanyak satu orang. Adapun tugas FO Konversi KPPN Wates disebutkan seba-gaimana kutipan wawancara berikut ini.


"Tugas pokoknya menerima SPM dari satker, mulai dari SPM UP, SPM LS, pihak ketiga maupun ke bendahara..." (C1, 8)


"Mencocokkan data pengantar SPM, itu  antara kartu KIPS dengan orangnya, fotonya, memeriksa apakah ADK yang disampaikan cocok antara hardcopy dan softcopy-nya, sudah sesuai dengan peraturan perundangan, PMK 190 dan S-2570." (C1, 10)


4.2.2.3.2 Proses Pengelolaan UP pada FO Validator


FO Validator selanjutnya memproses UP/GUP dari FO Konversi. Petugas FO Va-lidator KPPN Wates sejumlah satu orang. Tugas tersebut tertuang dalam hasil wa-wancara berikut ini.


"Meng-upload SPM ke SPAN, terus... unggah kontrak, unggah supplier." (C2, 6)


4.2.2.3.3 Proses Pengelolaan UP pada MO


MO bertugas melakukan review dan persetujuan tagihan. Jumlahnya sebanyak satu orang. Tugas MO terlihat dalam kutipan wawancara berikut.


"Melakukan approval SPM UP, kemudian untuk GUP-nya biasanya saya mengawasi di OM SPAN. Ya, termasuk memberikan surat teguran karena seandainya terlambat mengajukan GUP. Termasuk ngejar-ngejar satker juga." (C3, 6)


"...Dari FO Validator, sudah diunggah, nanti masuk ke MO, ya, di reviewer. Reviewer melakukan persetujuan, approval..." (C4, 66)


4.2.2.3.4 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi PDMS


Selanjutnya, kepala seksi PDMS melakukan validasi secara manual dan sistem serta melakukan review dan persetujuan tagihan. Hasil wawancara berikut menje-laskan tugas itu.


"...Reviewer melakukan persetujuan, approval. Baru ke saya, melakukan approval juga." (C4, 66)


4.2.2.3.5 Proses Pengelolaan UP pada PPD


Selanjutnya, PPD menatausahakan PPR dan dokumen pendukung untuk diteruskan ke seksi bank dan subbag umum. Subbag umum meneruskan kepada satker. PPD KPPN Wates sebanyak satu orang. Tugas PPD terangkum dalam hasil wa-wancara berikut.


"Dipilah sama PDMS. Jadi, kita cuma dapat SPPT..." (C5, 48)


4.2.2.3.6 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Bank


Pelaksana seksi bank membuat PPR dan melakukan reviewtagihan pada PPR serta menerbitkan SP2D. Hal itu diterangkan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Pertama, menerima SPPT dari seksi PDMS, mencetak laporan daftar tagihan disetujui per bank. Setelah itu, memasangkan SPPT dengan laporan persetujuan ee... daftar persetujuan disortir per bank. Jadi, kan, SPPT, kan, pokoknya ada sepuluh. Lima dibayar luar BNI, lima BPD. Nanti kan dicetak di sini daftar SPPD per banknya Ada dua, BNI sama BPD nanti di-share kayak ini, lho, nah, ini diurutkan." (C5, 8)


"He-em...berdasarkan banknya dan uangnya diurutkan uangnya, kalau udah proses PPR." (C5, 10)


"Di file. Nanti kan kalau tidak approval dikembalikan ke file. Disimpan, diarsip." (A5, 44)


4.2.2.3.7 Proses Pengelolaan UP pada Kepala Seksi Bank


Kepala seksi bank melakukan persetujuan atas pekerjaan pelaksananya. Kutipan berikut menyebutkan hal itu.


"Kalau selesai, kan dari PPR ini ke kepala seksi. Nanti kepala seksi approval." (C5, 30)


4.2.2.3.8 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Subbag Umum


Dokumen SPM dari PPD ditatausahakan oleh pelaksana subbag umum. Dokumen selanjutnya disampaikan kepada satker mitra kerja yang bersangkutan.


4.2.2.3.9 Proses Pengelolaan UP pada Pelaksana Seksi Vera


Dokumen SPM ditatausahakan oleh pelaksana seksi vera untuk diarsipkan. Arsip berupa salinan cetak dan salinan elektronik.


4.2.2.3.10 Proses Pengelolaan UP pada CSO


Petugas CSO ialah petugas yang memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait dengan perbendaharaan kepada satker dan mitra kerja KPPN lainnya, khususnya pengelolaan UP. Petugas CSO KPPN Wates sebanyak satu orang. Tugas CSO dijelaskan oleh informan berikut ini.


"Eh, ya. Konsultasi terkait dengan pengajuannya, termasuk segala permasalahannya juga." (C6, 6)


4.2.3 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan UP pada KPPN se-DIY

Penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturaan dalam pengelolaan UP dikaitkan dengan pelaksanaan terhadap peraturan yang ada. Peraturan yang dimaksud ialah PMK 190, SOP sesuai dengan KEP-287/PB/2015, dan S-2570/PB/2017. Penerapan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP dapat dilihat dari kete-patan waktu penyelesaian SP2D UP/GUP. Adapun penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan UP dapat dilihat dari penghematan sumber daya yang digunakan oleh KPPN, baik waktu, tenaga/pegawai, dan biaya. Dalam pene-litian ini, efisiensi dan efektivitas hanya dibatasi pada segi waktu dan tenaga/pe-gawai.



Agar memudahkan dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan UP pada ketiga KPPN, dibuat formula perhitungan dalam menilai efisiensi dan efektivitas tersebut. Efisiensi diukur dengan membandingkan nilai dan jumlah SP2D terkait UP dengan jumlah pegawai pengelola UP antartahun, dalam hal ini semester I tahun 2017 dan semester I tahun 2016, pada masing-masing KPPN. Jika semakin tinggi persentasenya, pengelolaan UP Tahun 2017 lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini bertujuan membandingkan tingkat efisiensi penge-lolaan UP antartahun. Indeks ini tidak membandingkan antar-KPPN.



Pelaksanaan prinsip efisiensi pada ketiga KPPN ditunjukkan dari indeks efi-siensi nilai dan jumlah SP2D UP terhadap jumlah pengelola UP. Indeks efisiensi hanya membandingkan antarwaktu, tidak membandingkan antar-KPPN. Perban-dingan antarwaktu memiliki keunggulan karena dapat menunjukkan adanya tren dalam menganalisis data pada kondisi yang relatif sama sehingga dapat dilakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan pada unit yang bersangkutan. Adapun kele-mahannya ialah tidak dapat membandingkan antarunit yang berbeda. Rumus indeks efisiensi nilai ditunjukkan rumus pada angka (1), sedangkan rumus tingkat efisiensi ditunjukkan rumus pada angka (2). 
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Indeks efisiensi diperoleh setelah mengetahui rasio efisiensi. Rumus . Rumus rasio efisiensi nilai ditunjukkan rumus pada angka (3), sedangkan rumus rasio efisiensi jumlah ditunjukkan rumus pada angka (4). 
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Pengukuran efektivitas pengelolaan UP pada ketiga KPPN dilakukan dengan cara membandingkan antara penyelesaian SP2D terkait dengan UP yang penye-lesaiannya tepat waktu dan jumlah SP2D terkait dengan UP. Semakin tinggi per-sentase tersebut, semakin efektif pengelolaan UP pada KPPN. Formula untuk menghitung efektivitas tersebut adalah sebagai berikut.



[image: image8.emf](5)


Temuan-temuan penelitian yang dituangkan pada subbab 4.2.3 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3, yakni “bagaimana penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY?” Temuan-temuan menunjukkan hal-hal se-bagai berikut.


4.2.3.1 KPPN Yogyakarta

4.2.3.1.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan


Secara umum KPPN Yogyakarta melaksanakan pengelolaan UP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai de-ngan SOP yang berlaku. Namun, karena adanya aturan terbaru terkait jangka wak-tu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan pemberitahuan kepa-da satker juga mengikuti aturan tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara berikut.


“Kalau terkait SPM GU, karena itu pertama kali di tahun anggaran yang baru itu, gitu ya... maka yang harus yang kita perhatikan pertama adalah terkait dengan identitas satker ya... KIPS itu. Itu apakah sudah diperbaharui atau belum, seperti itu. Karena kalau masih lama, kadang sudah tidak mau diterima, gitu. Kesesuaian antara foto dengan kedatangan yang bersangkutan, kita cek, kemudian kalau UP itu biasanya ada berita acara rekon ya, syaratnya itu. Berita acara rekon...e...tahun sebelumnya. Itu harus ada. Kemudian, terkait dengan e... pergantian pejabat, baik PPSPM atau PPSPM ada atau tidak. Kemudian, apa lagi ya? Kalau SPM UP, surat pernyataan UP, info supplier, e... SPM sama surat pernyataan UP sesuai dengan PMK 190. Itu aja. Kalau semuanya sudah benar, baik SPM-nya, cara bayarnya, dan macam-macam yang ada di SPM benar, maka kita terima, gitu. Kalau belum, salah satu di antaranya terkait dengan identitas, terkait dengan, apa namanya, pejabat penanda tangan SPM, maka kita kembalikan. Tapi, kalau semuanya sudah oke, kita terima. Kemudian, kita serahkan ke ee... FO Validator untuk diproses lebih lanjut. Gitu." (A1, 16)


"Kondisi sekarang itu, karena kita memiliki aturan satu bulan sekali, minimal satker itu harus mengajukan GU, manakala terlambat dari satu bulan, baru mengajukan, maka satker diminta untuk membuat surat, e.. penjelasan keterlambatan revolving UP, itu kenapa seperti itu. Jadi, kita memang harus benar-benar memperhatikan kapan dia itu GU terakhir atau UP ke KPPN, terakhir itu harus kita cek." (A1, 24)


4.2.3.1.2 Penerapan Prinsip Efisiensi


Penerapan prinsip efisiensi dapat diketahui dari kemampuan KPPN dalam meng-gunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian, KPPN mampu menekan wak-tu, tenaga, dan biaya. 


Dalam mengukur efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan UP, digunakan indeks efisiensi nilai dan indeks efisiensi jumlah. Untuk menghitung kedua indeks tersebut, data yang diperlukan ialah data jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP dan data jumlah SP2D UP. 


. Pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017 sejumlah 29 orang. Tabel 4.4 menunjukkan rincian data tersebut.


Tabel 4.4 Pegawai KPPN Yogyakarta Pengelola UP Tahun 2016 dan 2017

		No

		Jabatan

		Tugas

		Jumlah



		1.

		FO Konversi KPPN Yogyakarta

		Menerima SPM UP/GUP/GUP Nihil

		4



		2.

		FO Validator KPPN Yogyakarta

		Mengupload Data SPAN

		4



		3.

		MO KPPN Yogyakarta

		Menguji tagihan

		4



		4.

		Kasi PD KPPN Yogyakarta

		Menyetujui tagihan

		1



		5.

		PPD KPPN Yogyakarta

		Memisahkan dokumen tagihan

		4



		6.

		Pelaksana Seksi Bank KPPN Yogyakarta

		Reviu PPR dan membuat SP2D

		1



		7.

		Kepala Seksi Bank KPPN Yogyakarta

		Menyetujui SP2D

		1



		8.

		Pelaksana Subbag Umum KPPN Yogyakarta

		Menatausahakan dokumen untuk satker

		2



		9.

		Pelaksana Seksi Vera KPPN Yogyakarta

		Menatausahakan dokumen untuk arsip

		2



		10.

		Petugas Pengawas UP pada Seksi MSKI KPPN Yogyakarta

		Mengawasi UP dan membuat surat pemberitahuan GUP

		1



		11.

		Kepala Seksi MSKI KPPN Yogyakarta

		Meneliti surat pemberitahuan GUP

		1



		12.

		Kepala Kantor

		Menyetujui surat pemberitahuan GUP

		1



		13.

		CSO KPPN Yogyakarta

		Melayani informasi perbendaharaan

		2



		14.

		Petugas Call Center KPPN Yogyakarta

		Melayani informasi perbendaharaan

		1



		Jumlah Pegawai KPPN Yogyakarta yang Mengelola UP

		29






Sumber: Data Kepegawaian KPPN Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017



Sedangkan Tabel 4.5 adalah data nilai dan jumlah SP2D UP/GUP/GUP Nihil pada KPPN Yogyakarta. 



   Tabel 4.5 Nilai dan Jumlah SP2D UP TA 2016 dan TA 2017

		No.

		Jenis SP2D

		Nilai 

(dalam Rupiah)

		Jumlah SP2D



		1.

		SP2D UP

		46.072.330.450

		362



		2.

		SP2D UP KP

		10.000.000

		1



		3.

		SP2D GUP

		225.670.782.061

		9.037



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		.

		Jumlah Semester I TA 2016

		271.753.112.511

		9.400



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		47.737.909.450

		380



		2.

		SP2D UP KP

		10.000.000

		1



		3.

		SP2D GUP

		505.008.477.566

		22.592



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		1



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		6



		

		Jumlah Tahun 2016

		552.756.387.016

		22.980



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		42.443.447.500

		0



		2.

		SP2D UP KP

		15.000.000

		0



		3.

		SP2D GUP

		214.907.152.017

		0



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		1



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		

		Jumlah Semester I TA 2017

		257.365.599.517

		9.024



		

		Jumlah 

		810.121.986.533

		32.004






Sumber: Laporan Rekap Penerbitan SP2D Tahun 2016 dan s.d. 30 Juni 2017



Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5, indeks efisiensi nilai SP2D UP terhadap jumlah pegawai KPPN Yogyakarta untuk semester I tahun 2016 dan semester I ta-hun 2017 dihitung menurut angka (8) sehingga dapat menggambarkan besaran UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Yogyakarta. Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar Rp9.370.796.983. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, se-tiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP me-ngelola sebesar Rp8.874.675.845. Dengan demikian, setiap pegawai KPPN Yog-yakarta lebih efisien mengelola nilai SP2D UP semester I tahun 2016 dibanding-kan dengan semester I tahun 2017. 
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Adapun indeks efisiensi jumlah SP2D UP terhadap pengelola UP KPPN Yogyakarta semester  I tahun 2016 dan semester I tahun 2017 disajikan berikut.
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Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola kurang lebih 324 SP2D. Sampai de-ngan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Yogyakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola kurang lebih 311 SP2D. Dengan demi-kian, pengelolaan jumlah SP2D UP pada KPPN Yogyakarta lebih efisien pada se-mester I tahun 2016 dibandingkan dengan semester I tahun 2017.


4.2.3.1.3 Penerapan Prinsip Efektivitas


Prinsip efektivitas diterapkan juga dalam pengelolaan UP. Efektivitas dalam pe-ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan dalam kurun waktu satu hari setelah SPM diterima oleh satker. Khusus untuk SPM yang diterima setelah jam istirahat, SP2D tertanggal keesokan harinya de-ngan tetap diselesaikan pada hari itu juga. Hasil wawancara berikut menunjukkan bahwa penyelesaian SP2D UP/GUP/GUP nihil pada KPPN Yogyakarta telah di-selesaikan dalam satu hari.


"Kalau di sini aturannya 24 jam, Mbak. Jadi, satu hari itumisalkan.." (A1, 42)



Pada awal subbab ini sudah dijelaskan cara mengukur efektivitas pengelo-laan UP, yaitu dengan menggunakan rasio penyelesaian SP2D terkait UP. Dengan demikian, berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5, rasio tersebut dihitung sebagai berikut.
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Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan UP, KPPN Yogyakarta menciptakan inovasi berupa layanan call center dan mobile service area (MSA). Layanan call center adalah layanan melalui saluran telepon atas konsultasi permasalahan satker. Layanan ini diberikan setiap jam kerja. MSA merupakan layanan konsultasi khusus, semacam forum diskusi, yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta dengan cara mendatangi lokasi satker-satker yang mengalami permasalahan, khususnya UP. Layanan MSA diberikan terjadwal, biasanya setiap triwulan.



Call center dan MSA dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan UP. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.


"Kalau khusus untuk UP sih enggak ada. Kita enggak ada. Cuma kalau kita MSA kan kita mobile service area itu kondisional, gimana, apa... apa yang kita bidik itu berbeda-beda. Tetapi, untuk UP sendiri sebenarnya kan kita punya profil satker tuh. Nah, UP itu merupakan indikator untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, itu sudah berjalan di KPPN Yogyakarta sejak 2016." (A8, 26)

4.2.3.2 KPPN Wonosari

4.2.3.2.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan


Secara umum, KPPN Wonosari melaksanakan pengelolaan UP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai de-ngan SOP yang berlaku. Namun, karena adanya aturan terbaru terkait dengan jangka waktu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan penge-lolaan UP juga mengikuti aturan tersebut. Kadang-kadang pelaksanaan pengelo-laan UP terkendala oleh jaringan yang lambat. Agar dapat selesai tepat waktu, ma-salah itu diatasi dengan menggunakan user yang bukan seharusnya, yang secara aturan tidak diperkenankan. Hal itu diungkapkan informan berikut ini.


"Gini aja, kalau di sini agak error, kita masuk ke kepala seksi." (B3, 80)


“Enggak, di sini error, kita masuk ke Kepala Seksi.” (B3,82)


4.2.3.2.2 Penerapan Prinsip Efisiensi


Penerapan prinsip efisiensi dapat diketahui dari kemampuan KPPN dalam meng-gunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian, KPPN mampu menekan wak-tu, tenaga, dan biaya. Di KPPN Wonosari, efisiensi dapat terlihat dengan adanya perangkapan pekerjaan karena keterbatasan pegawai. Hasil wawancara berikut menunjukkan hal itu.


"Iya, dulu kan dua orang, aku sama Mbak Istin. Ya, sekarang dirangkap Mbak Istin." (B2, 6)


Sebagaimana halnya pada KPPN Yogyakarta, efisiensi dari KPPN Wonosari juga dihitung dengan menghitung indeks efisiensi nilai dan jumlah SP2D terhadap pengelola UP-nya. Data yang diperlukan ialah data jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP pada KPPN Wonosari serta data nilai dan jumlah SP2D. 

Jumlah pegawai KPPN Wonosari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP Tahun 2016 berbeda dengan Tahun 2017. Jumlah pegawai pengelola UP KPPN Wonosari pada Tahun 2016 sejumlah 12 orang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 9 orang. Tabel 4.6 berikut menunjukkan data jumlah pegawai tersebut.


       Tabel 4.6 Pegawai KPPN Wonosari Pengelola UP Tahun 2016 dan 2017

		No.

		Jabatan

		Uraian Tugas

		2016

		2017



		1.

		FO Konversi KPPN Wonosari

		Menerima SPM UP/GUP/GUP nihil

		2

		1



		2.

		FO Validator KPPN Wonosari

		Meng-upload data SPAN

		1

		-



		3.

		MO KPPN Wonosari

		Menguji tagihan

		1

		1



		4.

		Kasi PD KPPN Wonosari

		Menyetujui tagihan

		1

		1



		5.

		PPD KPPN Wonosari

		Memisahkan dokumen tagihan

		1

		1



		6.

		Pelaksana Seksi Bank KPPN Wonosari

		Review PPR dan membuat SP2D

		1

		1



		7.

		Kepala Seksi Bank KPPN Wonosari

		Menyetujui SP2D

		1

		1



		8.

		Pelaksana Subbag Umum KPPN Wonosari

		Menatausahakan dokumen untuk satker

		1

		1



		9.

		Pelaksana Seksi Vera KPPN Wonosari

		Menatausahakan dokumen untuk arsip

		1

		1



		10.

		Kepala Kantor

		Menyetujui surat pemberitahuan GUP

		1

		1



		11.

		CSO KPPN Wonosari

		Melayani informasi perbendaharaan

		1

		1



		Jumlah pegawai terlibat langsung dalam pengelolaan UP KPPN Wonosari

		12

		9





       Sumber: Data Kepegawaian KPPN Wonosari Tahun 2016 dan 2017


Data berikutnya ialah data nilai dan jumlah SP2D terkait UP pada KPPN Wonosari. Tabel 4.7 berikut merinci data tersebut.



Tabel 4.7 Nilai dan Jumlah SP2D terkait UP TA 2016 dan TA 2017

		No.

		Jenis SP2D

		Nilai (dalam Rupiah)

		Jumlah SP2D



		1.

		SP2D UP

		2.606.000.000

		51



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		13.072.400.581

		838



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		

		Jumlah Semester I TA 2016

		15.678.400.581

		889



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		2.801.500.000

		54



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		27.776.823.594

		2.062



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		2



		

		Jumlah Tahun 2016

		30.578.323.594

		2.118



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		2.260.380.000

		44



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		11.703.398.535

		772



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		

		Jumlah Semester I TA 2017

		13.963.778.535

		816



		

		Jumlah 

		44.542.102.129

		2.934





         Sumber: Laporan Rekap Penerbitan SP2D Tahun 2016 dan s.d. 30 Juni 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7, indeks efisiensi nilai SP2D UP terhadap pengelola UP KPPN Wonosari untuk semester I tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dihitung menurut angka berikut.
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Angka (17) menggambarkan nilai SP2D UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Wonosari. Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Wonosari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar Rp1.742.044.509. Sementara itu, sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wonosari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola UP sebesar Rp1.551.503.948. Dengan demikian, pengelolaan nilai SP2D UP pada KPPN Wonosari semester I tahun 2016 lebih efisien dibandingkan dengan semes-ter I tahun 2017.
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Angka (20) menggambarkan jumlah SP2D UP yang dikelola oleh setiap pe-gawai KPPN Wonosari. Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Wono-sari yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola 74 SP2D. Adapun sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wonosari yang ter-libat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar 91 SP2D. Dengan demi-kian, pengelolaan jumlah SP2D terkait UP pada KPPN Wonosari semester I tahun 2016 lebih efisien dibandingkan dengan semester I tahun 2017.


4.2.3.2.3 Penerapan Prinsip Efektivitas


Prinsip efektivitas diterapkan juga dalam pengelolaan UP. Efektivitas dalam pe-ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan dalam kurun waktu satu hari setelah SPM diterima oleh satker. Khusus untuk SPM yang diterima setelah jam istirahat, SP2D tertanggal keesokan harinya tetap diselesaikan pada hari itu juga. 



Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa tidak ada SP2D UP/GUP/GUP nihil tahun 2016 dan 2017 yang terlambat dalam penyelesaiannya pada KPPN Wonosari. Dengan demikian, rasio efektivitas penyelesaian SP2D pada KPPN Wonosari digambarkan sebagai berikut.
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Namun, terkadang pelaksanaan pengelolaan UP belum optimal. Hasil wawancara berikut menunjukkan hal tersebut.


"Kadang-kadang lama. Enggak mesti itu. Pernah satu hari enggak kerja." (B2, 77)


Agar dapat selesai tepat waktu, kadang-kadang pegawai KPPN Wonosari mengatasi dengan menggunakan user yang bukan seharusnya. Hal itu diungkapkan informan berikut ini.


"Enggak, di sini error, kita masuk ke kepala seksi." (B3, 82)

Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan UP, KPPN Wonosari menciptakan inovasi berupa layanan grup whatsapp messenger yang terdiri atas beberapa pegawai KPPN Wonosari dan satker mitra kerja. Grup tersebut efektif dalam menyelesaikan permasalahan UP.

4.2.3.3 KPPN Wates

4.2.3.3.1 Penerapan Prinsip Ketaatan terhadap Peraturan


Secara umum, KPPN Wates melaksanakan pengelolaan UP sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pekerjaan pengelolaan UP telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, karena adanya aturan terbaru terkait dengan jangka waktu GUP berdasarkan S-2570/PB/2017, otomatis pelaksanaan pengelolaan UP juga mengi-kuti aturan tersebut. Kutipan-kutipan wawancara berikut menggambarkan hal itu.


"Iya, Cuma untuk S-2570 belum ada SOP-nya." (C1, 22)


"2570... untuk UP, kalau di PMK 190 dia setelah dua bulan dari GU sebelumnya dia baru dikenakan teguran. Kalau di S-2570 setelah dari GU sebelumnya, dia harus, satker harus mengajukan atau pengajuan UP berikutnya dia melampirkan surat penjelasan yang ditandatangani KPA alasan keterlambatan pengajuan UP." (C1, 26)


"Kami sepakat meminta surat keterangan dari satker. Itu ada dua, satu dilampirkan bersama dengan SPM-nya, yang satu masuk lewat umum." (C1, 34)


4.2.3.3.2 Penerapan Prinsip Efisiensi


Sebagaimana halnya kedua KPPN sebelumnya, penerapan prinsip efisiensi KPPN Wates juga dihitung dengan indeks efisiensi nilai dan jumlah SP2D terhadap pe-ngelola UP-nya. Data yang diperlukan ialah data jumlah pegawai serta data nilai dan jumlah SP2D terkait dengan UP. 

Jumlah pegawai KPPN Wates yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan UP tahun 2016 dan 2017 sebanyak 11 orang. Tabel 4.8 berikut menunjukkan rincian jumlah tersebut.

Tabel 4.8 Pegawai KPPN Wates Pengelola UP TA 2016 dan TA 2017

		No.

		Jabatan

		Uraian Tugas

		Jumlah



		1.

		FO Konversi KPPN  Wates

		Menerima SPM UP/GUP/GUP nihil

		1



		2.

		FO Validator KPPN  Wates

		Meng-upload data SPAN

		1



		3.

		MO KPPN  Wates

		Menguji tagihan

		1



		4.

		Kasi PD KPPN  Wates

		Menyetujui tagihan

		1



		5.

		PPD KPPN  Wates

		Memisahkan dokumen tagihan

		1



		6.

		Pelaksana Seksi Bank KPPN  Wates

		Review PPR dan membuat SP2D

		1



		7.

		Kepala Seksi Bank KPPN  Wates

		Menyetujui SP2D

		1



		8.

		Pelaksana Subbag Umum KPPN  Wates

		Menatausahakan dokumen untuk satker

		1



		9.

		Pelaksana Seksi Vera KPPN  Wates

		Menatausahakan dokumen untuk arsip

		1



		10.

		Kepala Kantor

		Menyetujui surat pemberitahuan GUP

		1



		11.

		CSO KPPN  Wates

		Melayani informasi perbendaharaan

		1



		Jumlah Pegawai terlibat langsung Pengelolaan UP KPPN Wates

		11





       Sumber: Data Kepegawaian KPPN Wates Tahun 2016 dan 2017


Data berikutnya ialah data nilai dan jumlah SP2D UP/GUP/GUP nihil pada KPPN Wates. Tabel 4.9 berikut merinci data tersebut.


Tabel 4.9 Nilai dan Jumlah SP2D terkait UP TA 2016 dan TA 2017

		No.

		Jenis SP2D

		Nilai 

(dalam Rupiah)

		Jumlah SP2D



		1.

		SP2D UP

		1.854.604.000

		 37 



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		15.599.048.839

		 939 



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		

		Jumlah Semester I TA 2016

		17.453.652.839

		 976 



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		2.087.045.000

		 39 



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		32.442.029.700

		2.144



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		3



		

		Jumlah Tahun 2016

		34.529.074.700

		2.186



		

		

		

		



		1.

		SP2D UP

		1.878.470.000

		34



		2.

		SP2D UP KP

		0

		0



		3.

		SP2D GUP

		15.828.781.785

		879



		4.

		SP2D GUP KP

		0

		0



		5.

		SP2D GUP Nihil

		0

		0



		

		Jumlah Semester I TA 2017

		17.707.251.785

		913



		

		Jumlah 

		52.236.326.485

		3.099





         Sumber: Laporan Rekap SP2D TA 2016 dan s.d. 30 Juni 2017


Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9, indeks efisiensi nilai SP2D UP terhadap pe-ngelola UP KPPN Wates untuk semester I tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dihitung sebagai berikut.
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Angka (26) menggambarkan perbandingan nilai SP2D UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Wates. Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Wates yang terlibat langsung dalam pengelolaan UP mengelola sebesar  Rp1.586.695.713. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wates mengelola UP sebesar Rp1.609.750.162. Dengan demikian, pengelolaan UP setiap pegawai KPPN Wates semester I tahun 2017 lebih efisien dibandingkan dengan semester I tahun 2016.
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Angka (29) menggambarkan perbandingan jumlah SP2D UP yang dikelola oleh setiap pegawai KPPN Wates. Pada semester I tahun 2016, setiap pegawai KPPN Wates mengelola UP sejumlah 89 SP2D. Sampai dengan pertengahan tahun 2017, setiap pegawai KPPN Wates mengelola sebanyak 83 SP2D UP. Dengan de-mikian, pengelolaan UP KPPN Wates semester I tahun 2016 lebih efisien diban-dingkan dengan semester I tahun 2017.

4.2.3.3.3 Penerapan Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas diterapkan juga dalam pengelolaan UP. Efektivitas dalam pe-ngelolaan UP dilihat dari penyelesaian SPM menjadi SP2D. Berdasarkan komit-men KPPN kepada satker sejak pemberlakuan SPAN, SP2D harus diselesaikan dalam kurun waktu satu hari setelah SPM diterima oleh satker. Khusus untuk SPM yang diterima setelah jam istirahat, SP2D tertanggal keesokan harinya tetap diselesaikan pada hari itu juga. 



Sebagaimana halnya pada KPPN Wonosari, untuk meningkatkan efekti-vitas dalam pengelolaan UP, KPPN Wates menciptakan inovasi berupa layanan grup whatsapp messenger yang terdiri atas beberapa pegawai KPPN Wates dan satker mitra kerja. Grup tersebut efektif dalam menyelesaikan permasalahan UP.


"Sangat. Sangat efektif membantu. Karena biasanya kita ngejar-ngejar di situ. Kan langsung baca semua kan di situ. Termasuk masalah-masalah lain selain yang ditanyakan itu." (C3, 20)


Adapun rasio efektivitas penyelesaian SP2D tekait dengan UP pada KPPN Wates pada tahun 2016 dan 2017 yang menunjukkan bahwa penyelesaian SP2D UP selama tahun 2016 dan 2017 tepat waktu dijabarkan sebagai berikut.



[image: image33.emf]

  

  … (30)



[image: image34.emf]

  

  
  … (31)



[image: image35.emf]

  

  … (32)

4.2.4 Identifikasi dan Analisis Pengelolaan UP pada KPPN Se-DIY yang Belum Optimal

Penyebab penerapan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksa-naan pengelolaan UP pada ketiga KPPN se-DIY yang belum optimal berbeda-beda. Penyebab pada KPPN Yogyakarta ialah permasalahan SOP, jaringan dan sis-tem teknologi informasi, serta volume kerja. Sementara itu, penyebab pada KPPN Wonosari ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta jumlah pegawai. Adapun penyebab pada KPPN Wates ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta sarana dan prasarana teknologi in-formasi.


Berikut dijabarkan perincian atas penyebab-penyebab belum optimalnya pe-nerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pe-laksanaan pengelolaan UP pada ketiga KPPN tersebut.

4.2.4.1 KPPN Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang ada, penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan penge-lolaan UP pada KPPN Yogyakarta yang belum optimal ialah permasalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta volume kerja. Penyebab tersebut di-jabarkan sebagai berikut.

4.2.4.1.1 SOP

Pemberlakuan Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 pada KPPN ternyata tidak diikuti dengan SOP atau petunjuk teknis bagi para pegawai KPPN. Hal itu menyebabkan pegawai KPPN masih menggunakan SOP berdasarkan KEP-287/PB/2013. Tentu saja hal tersebut membuat pelindungan hukum dalam bekerja bagi para pegawai KPPN sangat kurang. Akhirnya pegawai KPPN tidak optimal dalam bekerja. Kutipan berikut menggambarkan hal tersebut.


"Kalau ini, untuk TUP, terutama TUP akhir tahun. Selama ini kan di SOP-nya, TUP hanya melihat pagu dana, sisa dana. Nah, padahal secara ini, padahal pagu dana dikurangi UP yang ada di dia. Nah, SOP-nya belum sampai ke sana. Nah, dia hanya melihat sisa dana, padahal seharusnya sisa dana dikurangi UP. Itu adalah TUP yang bisa diambil." (A8, 44)

4.2.4.1.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi

Jaringan dan sistem teknologi informasi juga menyebabkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta belum optimal. Pekerjaan menjadi terhambat. Hal itu di-sampaikan oleh informan-informan pada kutipan berikut.


"Pernah, kalau jaringannya gak bisa jalan, ya gak selesai." (A2, 92)


"Enggak mesti, kadang lemot dalam satu jam, dua jam. Abis itu kembali cepat. Bisa aja seperti itu, enggak mesti." (A6, 42)



Permasalahan yang terkait dengan jaringan dan sistem informasi yang lain adalah terkadang perlu pekerjaan yang dilakukan secara manual karena informasi yang tersedia dalam sistem informasi yang ada kurang memadai. Hal itu disam-paikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Oh, peringatan ya? Enggak, cuma kita sering lihat-lihat ini." (A9, 14)


"Enggak, kalau mau lihat history kita harus ke aplikasi SPAN-nya. Di OM SPAN ini enggak kelihatan." (A9, 24)


"Kalau SPAN ini masih sama yang dulu. Jadi, kalau dari aplikasi SPAN itu, kalau sudah diproses enggak langsung muncul di SPAN-nya. Jadi, kadang H+1, H+2. Jadi, sekarang malah yang bermasalah konfirmasi, setoran itu malah ada yang ... kasusnya... sudah setor lama, sudah konfirmasi, kode satker enggak ada yang salah, eh, kode akunnya enggak salah, tapi kok sampai sekarang kok SPAN enggak masuk. Jadi, salahnya apa di MPN-G2-nya atau gimana? Jadi, kesannya di tuh enggak nihil-nihil. Jadi, kayak ini nih..." (A9, 32)

4.2.4.1.3 Volume Kerja

Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta yang belum optimal lainnya ialah volume kerja yang cukup tinggi. Sebagaimana diketahui, jumlah satker yang diampu oleh KPPN Yogyakarta banyak, begitu pula nilai UP yang dikelolanya. Hal itu disampaikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ketika ditanyakan jumlah SPM GUP dalam sekali pengajuan ataupun jumlah SPM yang masuk da-lam sehari.


"Kalau SPM UP itu kayak Sleman kadang sampai berapa ya..., 50 lebih, begitu." (A1, 50)


"Iya, itu yang RM, terus ditambah yang PNBP." (A1, 52)


Jumlah SPM yang masuk di KPPN Yogyakarta juga menggambarkan volu-me kerja yang tinggi. Kutipan wawancara berikut menunjukkan hal tersebut.


"200—300" (A4, 40)

Volume kerja yang tinggi juga ditunjukkan dengan kepadatan jadwal yang dialami oleh pejabat di KPPN Yogyakarta, khususnya kepala seksi pencairan dana. SP2D dapat diselesaikan tepat pada waktunya, tetapi menimbulkan ketidakefisien-an waktu. Hasil wawancara berikut menunjukkan hal tersebut.


"Ya kalau cepat, ya cepat, Mbak. Kadang kan rapat. Sering rapat." (A3, 70)

4.2.4.2 KPPN Wonosari

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang ada, penyebab penerapan ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan penge-lolaan UP pada KPPN Wonosari yang belum optimal ialah permasalahan SOP, ja-ringan dan sistem teknologi informasi, serta jumlah pegawai. Hal itu diuraikan be-rikut ini.

4.2.4.2.1 SOP


Pemberlakuan Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 pada KPPN ternyata tidak diikuti dengan SOP bagi para pegawai KPPN. Hal itu me-nyebabkan pegawai KPPN masih menggunakan SOP berdasarkan KEP-287/PB/2013. Tentu saja hal tersebut membuat pelindungan hukum dalam bekerja bagi para pegawai KPPN sangat kurang. Akhirnya pegawai KPPN tidak optimal dalam bekerja. Kutipan di bawah ini menggambarkan hal tersebut.


"Kalau jadi satu bulan, sebetulnya sedikit keberatan bagi mereka yang UP-nya terlalu tinggi dari awalnya. Kan perubahan peraturan di tengah-tengah, peraturan awal kan dua bulan, peraturan kedua kan udah berubah ke susut. Jadi, mungkin ya. Gimana ya..., kalau bisa sih tetap seperti dulu. Tapi, dengan dasar mungkin... satu setengah bulan sudah ada kabar, kalau ini batas UP kalau bisa dua bulan atau gimana. Satu minggu sebelumnya." (B5, 202)

4.2.4.2.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi

Jaringan dan sistem teknologi informasi juga menyebabkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wonosari yang belum optimal. Hal itu disampaikan oleh informan-informan berikut.


"Nunggu beberapa menit, Mbak. Dari situ, dari SPAN yang validasi itu dia ke sini tuh sekitar empat menitan, misalnya." (B2, 12)


"Enggak tahulah, dah lama sih. Jadi, dari situ (FO Validasi) masuk sini (MO), enggak langsung muncul, Mbak. Paling dia menit ke berapa gitu ya. Misalkan 16.08 misalnya dari situ, itu kira-kira lima menitan antara 3—5 menitan." (B2, 14)

Untuk mengatasi permasalahan jaringan pada pelaksana seksi bank KPPN Wonosari, kadang-kadang prosedur dilompati dengan cara menggunakan user ke-pala seksi bank dalam memproses SP2D yang seharusnya diproses di user pelak-sana seksi bank. Hal itu dianggap efisien karena mampu mempercepat pemrosesan SP2D. Namun, di sisi lain, hal itu melanggar ketentuan yang ada. Hal itu disam-paikan dalam kutipan wawancara berikut.


"User-nya kan secara nasional kadang bertabrakan. Tinggal approve aja kepala seksi." (B3, 89)

4.2.4.2.3 Jumlah Pegawai

Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wonosari yang belum optimal lainnya ialah jumlah pegawai yang sedikit, hanya enam belas orang. Hal itu menyebabkan terjadinya perangkapan pekerjaan oleh beberapa pegawai KPPN Wonosari. Kutip-an wawancara berikut menerangkan hal tersebut.


"He eh. Terus abis deh. Jadi, double-double." (B1, 49)

4.2.4.3 KPPN Wates

Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates yang belum optimal ialah per-masalahan SOP, jaringan dan sistem teknologi informasi, serta sarana dan prasa-rana teknologi informasi. Hal itu dijabarkan sebagai berikut.

4.2.4.3.1 SOP

SOP dan petunjuk teknis bagi para pegawai KPPN terkait dengan pelaksanaan Su-rat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 belum ada. Hal itu menyebab-kan kurangnya ketenangan dan pelindungan hukum bagi pegawai KPPN. Alhasil, pegawai KPPN bekerja tidak optimal. Kutipan-kutipan berikut menjelaskan hal itu.


"Iya. Cuma untuk 2570 belum ada SOP-nya" (C1, 22)


Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dibuatlah kesepakatan antara KPPN Wates dengan satker mitranya yang mungkin saja berbeda dengan KPPN lain. Hal itu disampaikan dalam kutipan wawancara berikut.


"Kami sepakat meminta surat keterangan dari satker itu ada dua, satu dilampirkan bersama dengan SPM-nya, yang satu masuk lewat umum." (C1, 34)

4.2.4.3.2 Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi.

Jaringan dan sistem teknologi informasi juga mengakibatkan penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates yang belum optimal. Hal itu disampaikan oleh informan-infor-man pada kutipan berikut.


"Satu tanda terima konversi yang diproses itu bisa lima menit sampai dengan tabel utama, dan di sini kita enggak berani... persetujuan awal lima menit. Di sini kita enggak berani, misalnya kalau di KPPN lain, begitu selesai validasi, kita bisa langsung unggah. Di sini enggak berani karena biasanya langsung error." (C1, 132)


"Iya. Nah, itu justru karena jaringan itu. Maksudnya kita bisa kalau jaringannya lancar, kita butuh waktu lebih sedikit kan untuk mengecek pekerjaan yang sama. Waktu kita buka pakai yang lain kan bisa ngerjain yang lain gitu." (C3, 118)


"Kendalanya mungkin jaringan." (C5, 16)


Menu dalam sistem informasi yang ada juga mengakibatkan ketidakefisien-an karena ada beberapa pekerjaan yang masih harus dilakukan secara manual. Hal itu disampaikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Di KPPN.... Pengawasannya kan masih manual ya, tidak ada warning dari sistem..." (C1, 104)


"Di OM SPAN-nya enggak ada, Jadi, di OM SPAN hanya seperti ini. Cuma tanggal terakhir sekian, pas tegurannya sekian. Berarti satu bulannya kita harus menghitung sendiri. Jadi, kita harus sering-sering buka pengawasannya, kira-kira satker mana yang sudah mau berakhir. " (C1, 106)

4.2.4.3.3 Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

Penyebab penerapan ketaatan terhadap  peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN Wates yang belum optimal lainnya ialah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. Spesifikasi komputer yang masih rendah dengan kapasitas hard disk yang hampir penuh merupakan perma-salahan yang terjadi di KPPN Wates. Hal itu disampaikan dalam kutipan-kutipan wawancara berikut.


"Di kita rata-rata IT yang tidak mendukung, termasuk komputer-komputer ini lho....." (C3, 100)


"Iya, dan isinya banyak, dari tahun dulu awal tahun KPPN Wates dibuka, belum diganti. Ini ada middle dua-duanya nih. Jadi, tuh saya sering gini, misalnya saya lagi nge-prove nih, belum keluar. Saya tinggal dulu, keluar ninggalin kursi, kan ngerjain surat dulu nih. Ngetik, bengong nih. Ya udah, lebih lama ngetiknya daripada mikirnya. Terus, saya tinggal lagi tuh belum selesai nih ngetiknya." (C3, 102)


5 BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI


Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan hasil penelitian untuk men-jawab pertanyaan penelitian, keterbatasan yang tidak dapat dilakukan selama pe-nelitian, dan rekomendasi penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

5.1 Simpulan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tujuan. Tujuan pertama ialah mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY. Tujuan kedua ialah mengeksplorasi atau menganalisis secara mendalam tentang proses pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Tujuan ke-tiga ialah mengeksplorasi atau menganalisis penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY. Tujuan keempat ialah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab penerapan prinsip ketaatan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN se-DIY yang belum optimal.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY terdiri atas penyebab internal dan penyebab eksternal. Faktor penyebab internal pada KPPN Yogyakarta ialah peraturan, jaringan dan sis-tem teknologi informasi, kompetensi dan komitmen SDM KPPN, sosialisasi dari KPPN, serta volume kerja KPPN. Faktor penyebab eksternal pada KPPN Yogya-karta adalah komitmen SDM satker, kelengkapan berkas, kompetensi SDM satker, pergantian pejabat perbendaharaan, perencanaan anggaran, pemotongan anggaran, revisi DIPA, jadwal kegiatan, kompleksitas satker, juknis maksimum pencairan UP PNBP dari DJA atau K/L, serta ralat akun SPM/Setoran. Adapun penyebab in-ternal pada KPPN Wonosari meliputi peraturan serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Selain itu, penyebab eksternal pada KPPN Wonosari mencakup komit-men SDM satker, kompetensi SDM satker, pergantian pejabat perbendaharaan, jadwal kegiatan, serta kompleksitas satker. Penyebab internal pada KPPN Wates mencakup peraturan serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Adapun penye-bab eksternalnya ialah komitmen SDM satker, kompetensi SDM satker, perganti-an pejabat perbendaharaan, perencanaan anggaran, revisi DIPA, jadwal kegiatan, dan kompleksitas satker.


Secara umum, proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN berpedoman pada SOP yang tertuang dalam Keputusan Ditjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015. Proses pengelolaan UP meliputi proses penerbitan SP2D UP dan GUP pada KPPN, proses penerbitan surat pemberitahuan teguran dan sanksi GUP kepada satker oleh KPPN, serta proses pemberian layanan informasi UP kepada satker oleh KPPN.


Secara khusus, proses pengelolaan UP pada ketiga KPPN berbeda. Proses pengelolaan UP pada KPPN Yogyakarta melibatkan seksi MSKI karena KPPN Yogyakarta merupakan KPPN Tipe A1. Adapun proses pengelolaan UP pada KPPN Wonosari dan Wates tidak melibatkan seksi MSKI karena fungsi seksi MSKI terdapat pada seksi  PDMS pada KPPN tipe A2. Selain itu, terdapat perang-kapan pekerjaan pada FO Konversi dan Validator serta MO dan PPD dalam proses pengelolaan UP pada KPPN Wonosari. Hal itu disebabkan keterbatasan jumlah pegawai pada KPPN yang bersangkutan.


KPPN se-DIY telah melaksanakan pengelolaan UP sesuai dengan prinsip ketaatan pada peraturan. Peraturan yang dimaksud secara khusus ialah PMK 190/PMK.05/2012, KEP-287/PB/2015, serta S-2570/PB/2017. Namun, pengguna-an user Kepala Seksi Bank KPPN Wonosari untuk pekerjaan yang seharusnya di-lakukan oleh pelaksana seksi bank terkadang masih dilakukan. Hal itu disebabkan permasalahan keterlambatan jaringan pada user pelaksana seksi bank sehingga di-anggap akan menyebabkan penyelesaian SP2D menjadi terlambat.


Pelaksanaan prinsip efisiensi pada ketiga KPPN ditunjukkan dari indeks efi-siensi nilai dan jumlah SP2D UP terhadap pengelola UP. Indeks efisiensi hanya membandingkan antarwaktu, tidak membandingkan antar-KPPN. Perbandingan antarwaktu memiliki keunggulan karena dapat menunjukkan adanya tren dalam menganalisis data pada kondisi yang relatif sama sehingga dapat dilakukan per-baikan atas pelaksanaan pekerjaan pada unit yang bersangkutan. Adapun kele-mahannya ialah tidak dapat membandingkan antarunit yang berbeda.


Indeks efisiensi nilai SP2D membandingkan efisiensi nilai SP2D yang di-kelola pegawai KPPN selama semester I tahun 2016 dengan semester I tahun 2017. Indeks efisiensi nilai SP2D UP KPPN Yogyakarta sebesar 94,71%, artinya pengelolaan UP pada semester I tahun 2016 lebih efisien dibandingkan dengan se-mester I tahun 2017. Adapun indeks KPPN Wonosari sebesar 118,75%, artinya pengelolaan UP semester I tahun 2017 lebih efisien dibandingkan dengan semes-ter I tahun 2016. Adapun nilai pengelolaan UP KPPN Wates lebih efisien pada se-mester I tahun 2017 dibandingkan dengan semester I tahun 2016 karena memiliki indeks 101,45%.


Efisiensi nilai belum tentu sejalan dengan efisiensi jumlah. Indeks jumlah SP2D terhadap pengelola UP KPPN Yogyakarta memang sebesar 96,00% yang menunjukkan pengelolaan UP semester I tahun 2016 lebih efisien daripada se-mester I tahun 2017. Begitu pula KPPN Wonosari yang memiliki indeks sebesar 122,38%. Adapun KPPN Wates mempunyai indeks 93,55% yang berbanding ter-balik dengan indeks efisiensi nilainya. Dengan demikian, indeks efisiensi nilai KPPN Wates tidak sejalan dengan indeks efisiensi jumlahnya.


Pelaksanaan prinsip efektivitas pengelolaan UP pada ketiga KPPN sudah baik. Hal itu ditunjukkan dengan rasio penyelesaian penerbitan SP2D terkait de-ngan UP pada ketiga KPPN yang semuanya mencapai 100% pada tahun 2016 dan 2017. Agar meningkatkan efektivitas pengelolaan UP dan pelayanan informasi perbendaharaan lainnya, tiap-tiap KPPN berusaha menciptakan inovasi dalam me-layani mitra kerjanya. Inovasi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta ialah ada-nya call center dan mobile service area. Adapun KPPN Wates dan Wonosari membentuk forum konsultasi melalui grup whatsapp messenger.


Penyebab belum optimalnya pelaksanaan prinsip ketaatan terhadap pera-turan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan UP pada KPPN se-DIY secara umum sama. Penyebab yang sama pada pada ketiga KPPN ialah SOP serta jaringan dan sistem teknologi informasi. Adapun penyebab lain yang berbeda pada ketiga KPPN ialah volume kerja pada KPPN Yogyakarta, jumlah pegawai pada KPPN Wonosari, serta sarana dan prasarana teknologi informasi pada KPPN Wates.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pene-litian ini. Penelitian ini belum mencakup penerapan prinsip ekonomis dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan pengelolaan UP karena adanya kerahasiaan penghasilan pegawai pada KPPN se-DIY serta keterbatasan waktu penelitian. Untuk itu, jika memungkinkan, penelitian selanjutnya dapat mengulas masalah tersebut.


Penelitian ini juga belum mengungkap secara detail mengenai proses pener-bitan izin UP karena keterbatasan waktu penelitian. Diharapkan penelitian selan-jutnya dapat menggambarkan hal tersebut.


Penelitian ini belum menjabarkan secara rinci pengelolaan UP PNBP dan UP KP karena keterbatasan waktu. Untuk penelitian selanjutnya, terbuka peluang masalah tersebut dijelaskan lebih rinci.


Penelitian ini belum menjabarkan durasi penyelesaian SP2D untuk masing-masing KPPN karena keterbatasan data pada SPAN yang hanya menampilkan du-rasi penyelesaian SP2D yang terjadi pada bulan pada saat mengakses data. Untuk penelitiannya selanjutnya, diharapkan hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci.


Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjabarkan secara mendetail pelaksanaan pengelolaan UP KPPN se-Indonesia sehingga dapat dike-tahui pelaksanaan pengelolaan UP secara lebih komprehensif.

5.3 Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan simpulan penelitian ini, rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut.

5.3.1 Rekomendasi bagi Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan

Agar pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN menjadi optimal, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kemente-rian Keuangan, di antaranya:

a. menyusun peraturan pengganti/petunjuk teknis terkait pengelolaan UP pada PMK 190 Tahun 2012 agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap PMK 190 Tahun 2012 sehubungan dengan dikeluarkannya S-2570/PB/2017;


b. menetapkan SOP terbaru pengganti KEP-287/PB/2015 yang terkait dengan pe-ngelolaan UP sehubungan dengan dikeluarkannya S-2570/PB/2017 atau pera-turan pengganti lainnya jika sudah ditetapkan agar memberikan pelindungan hukum terhadap pegawai KPPN yang mengelola UP;


c. melakukan penerapan SAKTI dengan segera karena dapat mengurangi mata rantai proses pengelolaan UP di KPPN dan meningkatkan efisiensi;


d. melakukan perbaikan jaringan SPAN dan sistem teknologi informasi lainnya agar pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN menjadi optimal;


e. melakukan penambahan pegawai pada KPPN yang pegawainya terbatas agar tidak terjadi perangkapan pekerjaan dan optimalisasi hasil pekerjaan pegawai;


f. memenuhi permintaan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi pada KPPN, yang spesifikasi sarana dan prasarana teknologi informasinya ku-rang memadai untuk menunjang pekerjaan.

5.3.2 Rekomendasi bagi KPPN Yogyakarta

Untuk mengurangi keterlambatan GUP, KPPN Yogyakarta sebaiknya melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

a. menyamakan persepsi pegawai KPPN dalam memahami suatu aturan melalui berbagai forum diskusi bagi para pegawai;


b. melakukan sosialisasi intensif dengan pendekatan yang baik atas suatu aturan yang berlaku kepada mitra kerja sehingga kompetensi dan komitmen SDM mitra kerja pun meningkat; 


c. melaksanakan program MSA secara berkesinambungan karena terbukti efektif untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan satker.

5.3.3 Rekomendasi bagi KPPN Wonosari

Untuk mengurangi keterlambatan GUP serta menerapkan prinsip ketaatan terha-dap aturan, efisiensi, dan efektivitas, sebaiknya KPPN Wonosari melakukan lang-kah-langkah berikut, antara lain:

a. mencegah terjadinya penggunaan user sistem teknologi informasi untuk pe-kerjaan yang bukan kewenangannya dengan menegakkan kode etik pegawai untuk menjaga komitmen dan kompetensi standar yang dimiliki pegawai da-lam memberikan layanan kepada pengguna;


b. melakukan sosialisasi intensif dengan pendekatan yang baik atas suatu aturan yang berlaku kepada mitra kerja sehingga kompetensi dan komitmen SDM mitra kerja pun meningkat;


c. menjaga kehati-hatian dalam menjawab permasalahan melalui forum whats-app messenger agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5.3.4 Rekomendasi bagi KPPN Wates

Untuk mengurangi keterlambatan GUP serta menerapkan prinsip ketaatan terha-dap aturan, efisiensi, dan efektivitas, sebaiknya KPPN Wates melakukan per-baikan-perbaikan, antara lain:

a. melakukan sosialisasi intensif dengan pendekatan yang baik atas suatu aturan yang berlaku kepada mitra kerja sehingga kompetensi dan komitmen SDM mitra kerja pun meningkat;


b. menjaga kehati-hatian dalam menjawab permasalahan melalui forum what-sapp messenger agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5.3.5 Rekomendasi bagi Satuan Kerja

Untuk mencegah keterlambatan GUP, sebaiknya satker melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

a. melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan matang agar tidak terlalu banyak revisi pada saat pelaksanaan anggaran;


b. meningkatkan pemahaman dan koordinasi antarelemen dalam satker sehingga kompetensi dan komitmen SDM pun meningkat;


c. segera melakukan penggantian pejabat perbendaharaan jika terjadi kekosong-an agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat;


d. segera melakukan GUP jika penggunaan UP sudah melebihi 50%;


e. segera berkoordinasi dengan KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan jika menghadapi kendala pelaksanaan pengelolaan UP;


f. meningkatkan koordinasi dengan eselon I kementerian/lembaga terkait dalam semua proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.



Kerja sama dan komitmen seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan UP akan mewujudkan pelaksanaan pengelolaan UP yang optimal. Keoptimalan pelaksanaan pengelolaan UP merupakan indikasi bahwa penggunaan APBN taat pada peraturan, efisien, dan efektif.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara Kualitatif


Pendahuluan

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam terkait pelaksa-naan pengelolaan uang persediaan pada Kuasa BUN di Daerah (KPPN) se-DIY dan faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan pengelo-laan uang persediaan (UP) pada KPPN se-DIY. Penelitian ini diharapkan membe-rikan kontribusi praktis agar pelaksanaan pengelolaan UP pada KPPN menganut prinsip ketaatan pada peraturan perundangan,  efisien, dan efektif. Selain itu, diha-rapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai referensi ba-gi peneliti berikutnya, serta memberikan kontribusi kebijakan bagi perubahan pe-raturan terkait UP. Penelitian akan dilakukan melalui wawancara mendalam secara berhadapan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur dan bersifat terbu-ka. Protokol pertanyaan yang digunakan sebagai berikut:

Informasi Awal

Nama

:


Instansi
:


Jabatan
:


Tugas

:

A.
Pertanyaan Wawancara untuk Partisipan Pengelola Uang Persediaan pada Kuasa BUN di Daerah


Pertanyaan Pembuka

1. Apa tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu dalam pengelolaan UP pada KPPN?

Pertanyaan tentang Penyebab Keterlambatan GUP pada KPPN se-DIY untuk menjawab Pertanyaan Penelitian Nomor 1

2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan UP di kantor Bapak/Ibu, khususnya pa-da tahun 2016? 

3. Berdasarkan data yang ada, adakah keterlambatan GUP pada kantor Ba-pak/Ibu? Apakah alasan keterlambatan GUP tersebut?

Pertanyaan tentang Proses Pengelolaan Uang Persediaan pada Kuasa BUN di Daerah untuk menjawab Pertanyaan Penelitian Nomor 2

4.
Bagaimana mekanisme/prosedur pengelolaan UP pada kantor Bapak/Ibu?

5.
Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala dalam pengelolaan UP?

Pertanyaan tentang Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Efisiensi, serta Efektivitas dalam Pelaksanaan Pengelolaan UP untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Nomor 3 dan 4

6.
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan aturan terkait pengelolaan UP di kantor Bapak/Ibu?

7.  
Apa saja kendala dalam pelaksanaan aturan mengenai pengelolaan UP di kantor Bapak/Ibu? 

8.       Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala yang terjadi?


9.   Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait aturan baru mengenai pengelolaan UP?


10.   Berapakah jumlah pegawai yang mengelola UP pada kantor Bapak/Ibu? 


11.   Terdiri atas pangkat/golongan apa saja pegawai yang mengelola UP di kantor Bapak/Ibu?


12.  Bagaimana kemampuan SDM di kantor Bapak/Ibu yang meneglola UP di kantor Bapak/Ibu?


13.    Apa saja output dalam pelaksanaan pengelolaan UP pada kantor Bapak/Ibu?

14.
Adakah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GUP yang terlambat diterbitkan di kantor Bapak/Ibu? Jika ada, apakah kendala yang menyebabkan keterlambatan tersebut?

15.    Berapakah jumlah SP2D UP/GUP pada kantor Bapak/Ibu selama setahun?


16.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan kantor Bapak/Ibu dalam menerbitkan SP2D terkait UP/TUP?

17.    Berapakah jumlah UP yang dikelola oleh satker-satker di kantor Bapak/Ibu?


18.    Berapa kali satker mengajukan GUP dalam sebulan?


19.    Adakah kendala pengelolaan UP pada Kantor Bapak/Ibu? Jika ada, apa saja kendalanya?

Pertanyaan Penutup

19.
Menurut Bapak/Ibu saran apa yang harus dilakukan pemerintah, khususnya KPPN dan Ditjen Perbendaharaan, agar pengelolaan UP lebih optimal?

B.
Pertanyaan Wawancara Partisipan Pengelola Uang Persediaan Satker


Pertanyaan Pembuka

1. Apakah tugas Bapak/Ibu dalam mengelola UP di satker?


2.   Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengelola UP di satker?

Pertanyaan Pengelolaan UP Satker

3.      Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan UP pada satker?

4.  Menurut Bapak/Ibu, apa kendala yang dihadapi satker sehingga tidak segera/terlambat meng-GUP?

5.
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan aturan terbaru terkait pengelolaan UP pada kantor Bapak/Ibu?

6.
Berapa kali satker Bapak/Ibu meng-GUP dalam sebulan?


7.     Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait aturan terbaru mengenai pengelolaan UP?


8.      Berapa jumlah pegawai yang mengelola UP pada satker Bapak/Ibu?


9.      Apa saja kendala dalam pengelolaan UP di  KPPN dan satker?


10.    Adakah SP2D UP/GUP yang terlambat diterbitkan oleh KPPN?


11.   Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui SP2D UP/GUP yang diajukan sudah terbit?

Pertanyaan Penutup

12.
Menurut Bapak/Ibu, saran apa yang dapat diberikan kepada pemerintah, khususnya KPPN dan Ditjen Perbendaharaan, untuk memperbaiki pengelolaan UP?

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian
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Lampiran 4. Transkripsi dan Koding Hasil Wawancara


		A. 1. Transkripsi Wawancara dengan FO Konversi KPPN Yogyakarta



		Tempat: Ruang Seksi Pencairan Dana KPPN Yogyakarta



		Tanggal 18 Mei 2017



		Durasi: 15 Menit 59 Detik



		

		

		

		



		T: Tanya



		J: Jawab



		

		

		

		



		NO.

		 

		WAWANCARA

		KODING



		1.

		T

		: "Bisa minta nama lengkapnya?"

		 



		2.

		J

		: "Nama Lengkap, Supriyanti."

		 



		3.

		T

		: "Posisinya sebagai?"

		 



		4.

		J

		: "FO Konversi."

		 



		5.

		T

		: "Sudah berapa lama di FO Konversi?"

		 



		6.

		J

		: "Berapa lama, ya aku tuh? Dari tahun piro yo? Tahun piro aku yo, Mba Tini? SPAN mulai tahun berapa?"

		 



		7.

		T

		: "2013."

		 



		8.

		J

		: "2013. Berarti aku 2015 ya..e.eh...2015."

		 



		9.

		T

		: "Tugas sehari-hari di FO Konversi?"

		 



		10.

		J

		: "Menerima SPM.."

		G1, J



		11.

		T

		: "Terus, setelah diterima SPM-nya diapain?"

		 



		12.

		J

		: "Setelah diterima, SPM diserahkan ke FO Validasi, untuk diproses lebih lanjut."

		G1, J



		13.

		T

		: "Itu dilakukan pengecekan di situ, apanya yang dicek?"

		 



		14.

		J

		: "Kalau di depan, ya...dicek kelengkapannya, gitu kan? Kelengkapannya, kalau sudah lengkap, kemudian kita cek lebih detail jenis SPM-nya, gitu kan? Kontrak atau Nonkontrak, seperti itu...Kemudian SPM kan ada banyak sekali jenisnya...Jadi, ya...Harus lihat betul, saat itu satker sedang mengajukan SPM apa? Masing-masing itu berbeda-beda..."

		G1, J



		15.

		T

		: "Kalau terkait dengan SPM UP atau GU?"

		 



		16.

		J

		: “Kalau terkait SPM GU, karena itu pertama kali di tahun anggaran yang baru itu, gitu ya...maka yang harus yang kita perhatikan pertama adalah terkait dengan identitas satker ya..KIPS itu. Itu apakah sudah diperbaharui atau belum. Seperti itu. Karena kalau masih lama, kadang sudah tidak mau diterima, gitu. Kesesuaian antara foto dengan kedatangan yang bersangkutan, kita cek, kemudian kalau UP itu biasanya ada Berita Acara Rekon ya, syaratnya itu. Berita Acara Rekon...e...tahun sebelumnya. Itu harus ada. Kemudian terkait dengan e...pergantian pejabat, baik PPSPM, atau PPSPM ada atau tidak. Kemudian, apalagi ya? Kalau SPM UP, Surat Pernyataan UP, info supplier, e...SPM sama Surat Pernyataan UP sesuai dengan PMK 190. Itu aja. Kalau semuanya sudah benar, baik SPM-nya, cara bayarnya, dan macam-macam yang ada di SPM benar, maka kita terima, gitu. Kalau belum, salah satu di antaranya terkait dengan identitas, terkait dengan, apa namanya, Pejabat Penandatangan SPM, maka kita kembalikan. Tapi, kalau semuanya sudah OK, kita terima. Kemudian kita serahkan ke ee...FO Validator untuk diproses lebih lanjut. Gitu."

		G1, J



		17.

		T

		: "Ada kendala yang biasa dihadapi kalau misalnya itu..."

		 



		18.

		J

		: "Kalau misalnya...Terkait dengan SPM UP, ya, Mba?"

		 



		19.

		T

		: "Ya."

		 



		20.

		J

		: "Kalau terkait dengan SPM UP, kadang itu PPSPM belum terdaftar, gitu, karena satker belum menyampaikan, barangkali baru ya, pergantian pejabat, seperti itu, kadang belum disampaikan ke KPPN...atau ya, pemberitahuan tidak ada pergantian, begitu. Tidak bisa kita terima."

		D21



		21.

		T

		: "Kalau terkait SPM GU?"

		 



		22.

		J

		: "Kalau terkait dengan SPM GU, untuk aturan yang terbaru..maka kita harus mencermati betul..ee...kondisi sekarang ya, Mba, ya?

		 



		23.

		T

		: "Ya."

		 



		24.

		J

		: "Kondisi sekarang itu, karena kita memiliki aturan satu bulan sekali minimal satker itu harus mengajukan GU, manakala terlambat dari satu bulan baru mengajukan, maka satker diminta untuk membuat surat, e.. penjelasan keterlambatan revolving UP, itu kenapa seperti itu. Jadi, kita memang harus benar-benar memperhatikan kapan dia itu GU terakhir atau UP ke KPPN, terakhir itu harus kita cek."

		G1, J



		25.

		T

		: "E...Saudari mengecek ini, e...besaran jumlah GU-nya?"

		 



		26.

		J

		: "Itu melalui OM SPAN."

		G1, J



		27.

		T

		: "OM SPAN?"

		 



		28.

		J

		: "He eh. OM SPAN."

		 



		29.

		T

		: "Kalau misalnya belum 50% Dikembalikan, ya?"

		 



		30.

		J

		: "Kita kembalikan."

		G1, J



		31.

		T

		: "Biasanya rata-rata satker itu dalam waktu berapa...sebulan berapa kali dia GU?"

		 



		32.

		J

		: "Satker itu sangat bervariasi, gitu ya...Jadi, tergantung satkernya, kadang e...dia itu kalau mengambilnya e...besar itu berarti sekitar sekali, tapi tergantung keperluan, Mba. Ada yang sebulan sampai 3 kali itu ada. Tapi, kan itu minimal sekali, itu kan. Sekarang untuk menghindari TUP, jadi satker boleh mengajukan GU berkali-kali, begitu."

		J



		33.

		T

		: "Mba sendiri bikin pengawasan sendiri lepas dari OM SPAN enggak? Atau.."

		 



		34.

		J

		: "Kalau di FO Konversi, kami itu tidak membuat pengawasan. Tidak membuat pengawasan."

		J, P



		35.

		T

		: "Hanya mengecek berdasarkan data OM SPAN saja?"

		 



		36.

		J

		: "Iya."

		J, P



		37.

		T

		: "Padahal itu di OM SPAN itu kan history-nya gak kelihatan ya? Hanya hasil akhir sisanya aja yang kelihatan."

		 



		38.

		J

		: "Kalau di OM SPAN kita jelas, Mba. Jadi, SPM UP itu tanggal berapa, GU tanggal berapa, jumlahnya berapa, itu ada."

		J, P



		39.

		T

		: "Ada, ya?"

		 



		40.

		J

		: "Ada...he eh, jelas, Mba."

		J, P



		41.

		T

		: "Jadi itu...kira-kira berapa lama untuk memproses misalkan satu kali bawa SPM UP atau GU?"

		 



		42.

		J

		: "Kalau di sini aturannya 24 jam, Mba. Jadi, satu hari itu`misalkan.."

		P



		43.

		T

		: "Kalau di konversi sendiri?"

		 



		44.

		J

		: "Kalau di konversi sendiri cepat, Mba menerimanya...Paling enggak ada lima menit sudah selesai."

		M



		45.

		T

		: "Lima menit, ya...Rata-rata satker bawa berapa SPM?"

		 



		46.

		J

		: "Variasi kalau satker ke KPPN itu, minimal satu."

		M



		47.

		T

		: "Minimal satu..."

		 



		48.

		J

		: "Minimal satu."

		 



		49.

		T

		: "Minimal satu...Sampai dengan yang paling banyak untuk SPM UP atau GU?"

		 



		50.

		J

		: "Kalau SPM UP itu kayak Sleman kadang sampai berapa ya...50 lebih, begitu."

		P



		51.

		T

		: "Satu kali mengajukan?"

		 



		52.

		J

		: "Iya, itu yang RM, terus ditambah yang PNBP."

		P



		53.

		T

		: "Itu, lima menit bisa selesai dalam satu set SPM itu ya?"

		 



		54.

		J

		: "Lima menit selesai."

		M



		55.

		T

		: "Kalau sekitar 50 SPM?"

		 



		56.

		J

		: "Kalau 50 SPM kalau kita tinggal menerima, hanya menerima, kalau ngecek itu GU paling cepat, Mba. Paling berapa ya? Kalau tinggal menerima paling 10-15 menitan."

		M



		57.

		T

		: "10-15 menit."

		 



		58.

		J

		: "10-15 menit itu selesai."

		M



		59.

		T

		: "Dengan SPM sebanyak itu, ya?"

		 



		60.

		J

		: "Ya."

		 



		61.

		T

		: "Kalau ini..kalau di Konversi kan tidak terlalu terikat oleh jaringan, ya? Atau masih terikat oleh jaringan?"

		 



		62.

		J

		: "Terikat jaringan, Mba. FTP-nya itu."

		 



		63.

		T

		: "FTP. Sering menemui kendala terkait dengan jaringannya, ga?"

		 



		64.

		J

		: "Kalau jaringan FTP termasuk lancar, Mba."

		D12, M



		65.

		T

		: "Lancar, ya?"

		 



		66.

		J

		: "Iya, jarang sekali."

		 



		67.

		T

		: "Jarang sekali bermasalah, ya?"

		 



		68.

		J

		: "Jarang."

		D12, M



		69.

		T

		: "Jadi, sejauh ini menerima masih bisa, terkadang terhambatnya mulai validasi ke belakang.."

		 



		70.

		J

		: "Tapi, kemarin sempat stop, Mba..ketika ada perpindahan server itu, Mba."

		D12, M



		71.

		T

		: "Iya."

		 



		72.

		J

		: "Kemarin kan sempat konversi tidak bisa menerima. Itu sangat jarang sekali."

		 



		73.

		T

		: "Tapi, sangat jarang kalau di Konversi, kendalanya bisa dibilang sedikit dibanding di validasi?"

		 



		74.

		J

		: "Sangat jarang. Iya."

		 



		75.

		T

		: "Selain masalah jaringan, ada gak dari satker yang memang sampai di konversi itu, banyak yang belum lengkap berkasnya, atau hal-hal lain?"

		 



		76.

		J

		: "Ada yang belum lengkap berkasnya. Cuma relatif sedikit, Mba. Relatif sedikit. Paling kekurangannya biasanya cuma Surat Pernyataan, kaya gitu-gitu aja. Kendalanya itu, Mba Sri...kadang...apa namanya...yang ngantar ke sini tuh ketika ditanya tidak tahu. Jadi, harus menunggu dia nelpon dulu...kaya gitu."

		D22, D23



		77.

		T

		: "Bukan orang yang terlibat langsung, ya?"

		 



		78.

		J

		: "Ya, bukan orang yang terlibat langsung, betul."

		 



		79.

		T

		: "Terus, misalnya terkait dengan setoran untuk UP biasanya kan atau untuk GU kan misalkan ada yang mesti disetor, itu, suka jadi penghambat, gak?"

		 



		80.

		J

		: "Setor, maksudnya pas akhir apa gimana?"

		 



		81.

		T

		: "Ya, atau untuk yang PNBP kan ada setoran PNBP-nya, hasil konfirmasinya."

		 



		82.

		J

		: "Untuk tahun ini rata-rata model terpusat, Mba..."

		 



		83.

		T

		: "Kalau untuk tahun kemarin?"

		 



		84.

		J

		: "Tahun kemarin, ada yang terpusat ada yang tidak. Tapi, untuk tahun ini rata-rata itu terpusat. Jadi, mereka sudah dikasih MP itu dari bertahap. Jadi, kita juga lebih cepat. Tapi, memang masih ada beberapa satker yang menerima setoran, seperti BBTKL, Balai Besar Batik, kayak gitu-gitu, Mba Sri."

		D12



		85.

		T

		: "Nah itu, konfirmasinya..."

		 



		86.

		J

		: "Cuma kita tidak menginput, gitu..."

		 



		87.

		T

		: "Konfirmasinya biasanya sudah lengkap, gak? Kalau sampai konversi sudah lengkap, ya?"

		 



		88.

		J

		: "Ya, sudah."

		 



		89.

		T

		: "Mungkin hambatan mereka ketika konfirmasi ke sini?"

		 



		90.

		J

		: "Ya. Kadang kalau konfirmasi itu kendalanya salah pengetikan O sama 0, gitu-gitu loh..."

		 



		91.

		T

		: "Kodenya?"

		 



		92.

		J

		: "Q sama..."

		 



		93.

		T

		: "NTPN-Nya?"

		 



		94.

		J

		: "NTPN-nya. Kendalanya di situ."

		 



		95.

		T

		: "Belum pernah nemui, baik tahun kemarin maupun tahun sekarang yang bermasalah dikonfirmasi?"

		 



		96.

		J

		: "Kita kembalikan, Mba. Kita kembalikan atau tidak dilaporkan."

		 



		97.

		T

		: "Tapi, pernah mengalami seperti itu, mengembalikan karena NTPN pernah?"

		 



		98.

		J

		: "Ee..rata-rata mereka sudah NTPN, sangat jarang yang...Jadi, mereka sudah tahu alurnya...ee..Mereka konfirmasi dulu, ok, baru mengajukan SPM."

		 



		99.

		T

		: "Ada satker yang suka ngotot minta memasukkan padahal dia salah."

		 



		100.

		J

		: "Ya enggak, rata-rata enggak. Mereka kalau kita jelaskan dengan baik, in sya Alloh mereka mau menerima."

		 



		101.

		T

		: "Ada yang pernah menerima SPM-GU, tapi waktunya terlambat?"

		 



		102.

		J

		: "Pernah."

		 



		103.

		T

		: "Banyak enggak? Biasanya...kalau sepengetahuan Mba Yanti..."

		 



		104.

		J

		: "Yang untuk kemarin itu kalau saya sih enggak karena saya masih mencari info dan kemarin lancar gitu ya dan satker ketika ditanya juga tahu, kapan GU terakhir. Kalau enggak tahu, baru kita carikan."

		 



		105.

		T

		: "Tapi, pernah menemukan satker yang mengajukannya terlambat?"

		 



		106

		J

		: "Pernah, Mba. Dan itu harus melampirkan Surat Penjelasan Revolving UP itu."

		 



		107.

		T

		: "Itu kan yang tahun sekarang. Kalau yang tahun kemarin kan belum ada."

		 



		108.

		J

		: "Oh, untuk yang tahun kemarin kan belum ada. Kalau tahun kemarin, pedomannya masih PMK 190, jadi, ininya dua bulan, Mba. Bukan satu bulan. He eh."

		 



		109.

		T

		: "Pernah menerima yang terlambat?"

		 



		110.

		J

		: "Kalau saya pribadi menerima yang terlambat, enggak. Jarang."

		 



		111.

		T

		: "Kalau teguran atau yang kena potongan?"

		 



		112.

		J

		: "Jarang, Mba. sangat jarang."

		 



		113.

		T

		: "Tapi, yang tahun ini?"

		 



		114.

		J

		: "Tahun ini ada juga, Mba. Kemarin saya menerima satker yang, ee...mendapat teguran dari KPPN karena di situ ada suratnya, gitu."

		 



		115.

		T

		: "Tapi, sudah sampai potongan, belum?"

		 



		116.

		J

		: "Belum. Belum. Baru rentang dua bulan."

		 



		117.

		T

		: "Baru..."

		 



		118.

		J

		: "Baru dua bulan, iya, heeh, belum sampai tiga bulan."

		 



		119

		T

		: "Itu satker apa itu?"

		 



		120.

		J

		: "Waduh, enggak ingat, Mba Sri."

		 



		121.

		T

		: "Ya udah, nanti dicek aja. Itu otomatis bisa masuk? Dia kan berarti belum kena potongan, ya?"

		 



		122.

		J

		: "Belum, belum kena potongan."

		 



		123.

		T

		: "Jadi, tetap..."

		 



		124.

		J

		: "Hanya peringatan, ya he eh, pemberitahuan aja."

		 



		125.

		T

		: "Terus, ini gak, waktu pas maju ke depan itu, ee...satkernya ngasih alasan enggak, kenapa kok saya terlambat GU?"

		 



		126.

		J

		: "Iya, Mba. Pertama, kemarin itu yang PNBP rata-rata belum ada kegiatan, Mba. Jadi, kegiatannya itu belum jalan, jadi mereka belum memerlukan uangnya lagi, gitu. Rata-rata."

		D30



		127.

		T

		: "Jadi, memang jadwal kegiatannya?"

		 



		128.

		J

		: "Iya, yang mundur. Akhirnya...eh..karena ini juga ada beberapa kementerian menunggu revisi DIPA itu loh, Mba, karena statusnya enggak jelas itu loh...Jadi, terlambat dia mengajukan GU-nya. Begitu, padahal dia sudah UP. Ada."

		D27



		129.

		T

		: "Itu masalah revisi sama PNBP..."

		 



		130.

		J

		: "He, eh."

		 



		131.

		T

		: "Ada saran-saran untuk perbaikan proses pengelolaan UP terutama untuk yang S-2570, setuju gak, sih?"

		 



		132.

		J

		: "Untuk...sekiranya proses penyerapan yang bagus, gitu ya...per triwulanan itu ya, sebenarnya memang perlu, Mba satker itu. Dan memang dengan adanya itu mereka tidak gegabah, gitu. Tapi, sangat memperhatikan norma-norma waktunya sperti itu, Mba. Kalau sebelumnya, mungkin kan cuek seperti itu lah. Kalau sekarang mereka harus berhitung, kita juga harus berhitung juga sekarang. Jadi, memang tidak ada penundaan itu loh, Mba. Penundaan  tagihan kepada negara relatif kecil dengan adanya itu."

		 



		133.

		T

		: "Tapi, mereka protes enggak? Dengan..."

		 



		134.

		J

		: "Itu masalah penyesuaian aja, Mba. Nanti kalau sudah jalan, meraka juga enjoy aja. Jadi, respon pertama itu bulan apa, tolakan SPM banyak sekali."

		 



		135.

		T

		: "April."

		 



		136.

		J

		: "Iya, karena memang ada beberapa yang belum tahu, ada beberapa yang memang apa ya..."

		 



		137.

		T

		: "Tolakan SPM-nya kadang enggak ada Surat Penjelasan yang tadi, ya?"

		 



		138.

		J

		: "Tolakannya itu...karena awal-awal penerapan itu uraian SPM, Mba. Jadi, mereka kurang teliti dalam membaca surat yang dari KPPN. Jadi, banyak sekali yang tertolak terkait dengan uraian SPM."

		D23



		139.

		T

		: "Ada harapan supaya..Ini kan baru berupa surat ya?"

		 



		140.

		J

		: "Iya, dari KPPN berupa surat."

		 



		141.

		T

		: "Enggak, maksudnya yang di S-2570 kan baru berupa surat. Jadi, secara hukum ..."

		 



		142.

		J

		: "Kurang kuat."

		 



		143.

		T

		: "Iya. Apakah nanti ada harapan untuk merevisi surat itu atau berupa juknis?"

		 



		144.

		J

		: "He, eh. Jadi, selama aturannya belum berubah, ya kita kan masih berpedoman itu. Tapi, kalau memang PMK-190 ada bebarapa hal yang memang sudah tidak relevan dengan sekarang, ya sebaiknya di...di apa...diperbaharui, direvisi, gitu."

		 



		145.

		T

		: "Jadi, menguatkan kedudukan S-2570?"

		 



		146.

		J

		: "Jadi, itu kan sudah tahun 2012, Mba. Udah lima tahun kan, Mba ya? Itu ada beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan sistem kita sekarang, begitu."

		 



		147.

		T

		: "Kalau jaringan tadi enggak ada masalah, ya?"

		 



		148.

		J

		: "Enggak ada masalah." 

		 



		149.

		T

		: "Ya udah, makasih."

		 



		150.

		J

		: "Gitu ya, Mba."

		 



		.

B.1 Transkripsi Wawancara dengan FO Konversi dan Validator KPPN


Wonosari



		Tempat: Ruang Pelayanan KPPN Wonosari



		Tanggal: 2 Mei 2017



		Durasi: 12 Menit 55 Detik



		

		

		

		



		T: Tanya



		J: Jawab



		

		

		

		



		NO

		 

		WAWANCARA

		KODING



		1.

		T

		: "Mba Istin posisi di sini sebagai apa?"

		 



		2.

		J

		: "FO Konversi dan Validasi"

		H1, H2, N, Q, T5



		3.

		T

		: "Mba Istin, apa sih kendalanya dalam memroses UP di Mba?"

		 



		4.

		J

		: "Nah, itu biasa kendalanya di situ. Cek supplier, satker-satker. Belum lagi kalau beda, mencari bedanya di mana itu. Yang biasanya buat lama. Itu aja. Sebenarnya kalau UP jarang ngecek supplier karena anu toh, udah ke bendahara.."

		E11, T2






		5.

		T

		: "Udah ke bendahara, otomatis kekunci nomor 1."

		 



		6.

		J

		: "Iya, satu. Tipe supplier 1 tuh in sya Alloh jarang sih bermasalah. "

		 



		7.

		T

		: "Di Mba Istin, berapa menit rata-rata?"

		 



		8.

		J

		: "Berapa ya?"

		 



		9.

		T

		: "Semenitan selesai?"

		 



		10.

		J

		: "Kalau satu SPM GU itu ya, semenit."

		N, Q



		11.

		T

		: "Berarti yang di sini kan prosesnya FO konversi dan validasi satu orang?"

		 



		12.

		J

		: "He eh."

		 



		13.

		T

		: "Abis itu, kan langsung dilempar ke MO?"

		 



		14.

		J

		: "MO. Dari validasi ke MO itu yang lima menitan. Kalau dah lima menitan itu, pasti dah keluar."

		H3, N, Q



		15.

		T

		: "Nunggu di sana, ya?"

		 



		16.

		J

		: "He eh."

		 



		17.

		T

		: "Harus nunggu lima menit?"

		 



		18.

		J

		: "He eh."

		 



		19.

		T

		: "Enggak bisa langsung begitu ini, enggak bisa?"

		 



		20.

		J

		: "Agak lama gitu. Kalau di sini proses validasi sih."

		 



		21.

		T

		: "Karena mungkin di-handle satu orang malah lebih cepat juga ya?"

		N, Q, T5






		22.

		J

		: "He eh."

		 



		23.

		T

		: "Tapi, komputernya kan beda toh, Mbak?"

		 



		24.

		J

		: "Beda. Yang konversi non SPAN"

		 



		25.

		T

		: "Iya, berarti beda, kan?"

		 



		26.

		J

		: "Beda."

		 



		27.

		T

		: "Cuma selama ini ke-handle karena satkernya enggak banyak?"

		 



		28.

		J

		: "Enggak banyak, cuma pas awal-awal bulan gini agak kewalahan, gitu. kadang satker nungguin toh. Takut sampai rumah disalahin. Ternyata enggak lolos, gitu kan. Mereka kadang nunggu nih, agak jadi beban juga, ya. Antriannya jadi panjang."

		E14, N, Q



		29.

		T

		: "Ya. Jadi, sebenarnya secara antrian lebih panjang karena satu tempat, ya ?"

		 



		30.

		J

		: "He eh."

		 



		31.

		T

		: "Tapi, kan segi kepastian kan lebih enak kalau jadi satu gini, ya?"

		 



		32.

		J

		: "Sebenarnya enggak juga sih, Mba."

		N, Q



		33.

		T

		: "Enggak juga.?"

		 



		34.

		J

		: "Karena pas ada masalah itu, Mba. Kan supplier itu loh, supplier kan metani satu-satu toh kadang-kadang. Kadang pas ada masalah, wah, iki kok beda misalnya, dicek ternyata sama sekali enggak keluar yang SPAN-nya enggak keluar. Lah, ini masalahnya di mana. Jenengan berapa, rekeningnya yang beda, atau kode posnya yang beda, gitu kan. Kode pos beda kan dah ini, NPWP beda udah enggak kebaca. Supplier itu. Nah, kalau sendiri-sendiri kan enak. Kita masih bisa ngelayani yang ngantri. Nah, yang validasinya..." 

		Q



		35.

		T

		: "Masih bisa mroses?"

		 



		36.

		J

		: "He eh. Bisa ngecek satu-satu. Sampai bisa excel-nya."

		Q



		37.

		T

		: "Tapi di sini karena enggak memungkinkan orangnya sih ya?"

		 



		38.

		J

		: "Iya. Baru-baru kok, Mba. Bulan opo ya, Mas? Bulan opo yo? Mulai digabung?" (Bertanya kepada CSO, J2)

		 



		39.

		J2

		: "Double?"

		 



		40.

		J

		: "Jenengan ning CS?"

		 



		41.

		J2

		: "Aku  nang CS yo rong sasi."

		 



		42.

		T

		: "Dua bulan. Oh, ya. Jadi, kalau sebelumnya selama tahun kemarin...?"

		 



		43.

		J

		: "Mba Niken, Mba Niken yang divaidasi. Dulu malah yang dikonversinya dua."

		N, Q



		44.

		T

		: "Setelah Pam-pam pindah berarti?"

		 



		45.

		J

		: "Setelah yaitu Farid. Farid pindah."

		 



		46.

		T

		: "Mas Farid."

		 



		47.

		J

		: "Farid sama Dek Dede kan, masuk cuma lima."

		 



		48.

		T

		: "Keluar dua masuk satu. Jadi, kurang satu?"

		 



		49.

		J

		: "He eh.`Terus abis deh. Jadi, double-double"

		 



		50.

		T

		: "Padahal secara volume banyak kan Wonosari daripada Wates?"

		 



		51.

		J

		: "Wates."

		 



		52.

		T

		: "Satkernya berapa toh, Mbak?"

		 



		53.

		J

		: "Sekarang berapa sih?"

		 



		54.

		J2

		: "47."

		N



		55.

		J

		: "47, 47 satker. Yang punya UP?"

		 



		56.

		T

		: "Yang punya UP?"

		 



		57.

		J2

		: "Yang punya UP cuma beberapa satker."

		N





		C. 1. Hasil Transkripsi Wawancara dengan FO Konversi KPPN Wates



		Tempat: Ruang Pelayanan KPPN Wates



		Tanggal 28 April 2017



		Durasi: 28 Menit 08 Detik



		

		

		

		



		T: Tanya



		J: Jawab



		

		

		

		



		NO.

		 

		WAWANCARA

		KODING



		1.

		T

		: "Baik, nama lengkapnya siapa, Mba?

		 



		2.

		J

		: "Nama lengkap Ria Yoanita."

		 



		3.

		T

		: "He eh. Terus poisisi di sini sebagai apa?"

		 



		4.

		J

		: "Sebagai FO Konversi."

		 



		5.

		T

		: "Sebagai FO Konversi. Sudah berapa lama di KPPN Wates?"

		 



		6.

		J

		: "1 Tahun 4 Bulan."

		 



		7.

		T

		: "Kira-kira, Mba Ria tahu enggak, tugas pokoknya di sini apa sih? "

		 



		8.

		J

		: "Tugas pokoknya menerima SPM dari satker, mulai dari SPM UP, SPM LS, Pihak Ketiga maupun ke Bendahara..."

		I1, L



		9.

		T

		: "He eh, terus setelah itu?"

		 



		10.

		J

		: "Mencocokkan data pengantar SPM,itu  antara kartu KIPS dengan orangnya, fotonya, memeriksa apakah ADK yang disampaikan , cocok antara hardcopy dan softcopynya, sudah sesuai dengan peraturan perundangan, PMK 190 dan S-2570."

		I1, L



		11.

		T

		: "SOP-nya ada enggak?"

		 



		12.

		J

		: "SOP-nya ada."

		I1, L



		13.

		T

		: "Bisa minta, ingat peraturannya enggak?"

		 



		14.

		J

		: "KEP-ya. SOP baru..."

		 



		15.

		T

		: "Itu baru ya?"

		 



		16.

		J

		: "2015 kalau enggak salah, sebentar, peraturan-peraturan. SOP-SOP." (Sambil mencari di komputer.)

		 



		17.

		T

		: "Nomor berapa?"

		 



		18.

		J

		: "KEP Dirjen kalau enggak salah."

		 



		19.

		T

		: "Biasanya sih..."

		 



		20.

		J

		: "Nah, 287/2015."`

		I1, L



		21.

		T

		: "2015, ya? Pernah ada enggak selama ini Saudara mengikuti SOP ini?"

		 



		22.

		J

		: "Iya. Cuma untuk -2570 belum ada SOP-nya"

		F11, U1



		23.

		T

		: "Belum ada SOP-nya, ya?"

		 



		24.

		J

		: "Ya."

		 



		25.

		T

		: "Ada, perbedaannya enggak yang di S-2570 terhadap SOP ini?"

		 



		26.

		J

		: "2570...Untuk UP, kalau di PMK 190 dia setelah dua bulan dari GU sebelumnya dia baru dikenakan teguran. Kalau di S-2570 setelah dari GU sebelumnya, dia harus, satker harus mengajukan atau pengajuan UP berikutnya dia melampirkan surat penjelasan yang ditandatangani KPA alasan keterlambatan pengajuan UP."

		F11, L



		27.

		T

		: "Cuma ininya aja, ya? Surat...berarti lampiran surat ini yang perbedaannya dengan PMK 190."

		 



		28.

		J

		: "Ya, dengan PMK 190. Terus pengajuan kontrak yang melebihi lima hari kerja, di PMK 190 kan tidak diatur ada sanksi apapun. Tapi, di S-2570 dia harus mengajukan dispensasi kepada Kepala KPPN."

		 



		29.

		T

		: "Tapi, ini kan enggak terkait dengan UP, kan?"

		 



		30.

		J

		: "Enggak terkait dengan UP."

		 



		31.

		T

		: "Berarti yang terkait dengan UP kan yang cuma satu bulan berarti satker harus melampirkan. Nah, surat keterangannya itu dilampirkannya diberikan ke sini, atau lewat atau lewat umum?"

		 



		32.

		J

		: "Karena belum ada SOP-nya..."

		I1, L, U1



		33.

		T

		: "Sejauh ini praktiknya, gimana?"

		 



		34.

		J

		: "Kami sepakat meminta surat keterangan dari satker itu ada dua, satu dilampirkan bersama dengan SPM-nya, yang satu masuk lewat umum."

		I1, L, U1



		35.

		T

		: "Itu ada surat pemberitahuan dari sini, untuk satker enggak?"

		 



		36

		J

		: "Kalau pemberitahuan..."

		 



		37

		T

		: "Resmi, terkait S-2570?"

		 



		38.

		J

		: "Terkait 2570 ada."

		F14



		39.

		T

		: "Dari sini?"

		 



		40.

		J

		: "Dari KPPN ada."

		 



		41.

		T

		: "Kalau bisa minta surat dari sini nya, yah. Untuk dilampirkan. Supaya lebih jelas gitukan, poin-poinnya apa aja. Pernah ada satker, sejauh ini ya, sejak pemberlakuan. Terutama yang 2016 dulu sih ada satker yang terlambat GUP enggak dari sini?"

		 



		42.

		J

		: "Ada, 2016."

		 



		43.

		T

		: "Lambat, jangka waktunya?"

		 



		44.

		J

		: "Ya, dua bulan, sampai kena teguran. Jadi, dua bulan lebih."

		 



		45.

		T

		: "Tapi, enggak kena sanksi, ya?"

		 



		46.

		J

		: "Enggak,"

		 



		47.

		T

		: "Masih ingat enggak, satkernya apa?"

		 



		48.

		J

		: "Pengadilan Agama Wates 401220."

		 



		49.

		T

		: "Ini`RM?"

		 



		50.

		J

		: "RM. Tapi, satker yang...Pengadilan Agama kan ada dua. Satker ini yang kecilnya. Yang dananya"

		 



		51.

		T

		: "Oh, yang pecahan yang...?"

		 



		52.

		J

		: "Yang kecilnya."

		 



		53.

		T

		: "Bukan yang rutinnya, ya?"

		 



		54.

		J

		: "Ya."

		 



		55.

		T

		: "Kan biasanya kan dipecah rutin dan bukan rutin?"

		 



		56.

		J

		: "Ya."

		 



		57.

		T

		: "Berarti 401220. Berarti bukan 01 nya? 04, ya"

		 



		58.

		J

		: "Ini yang 04, ya. Bukan yang 01."

		 



		59.

		T

		: "Terus satker ini yang terlambat, alasannya ngasih enggak? Keterangan kenapa dia terlambat waktu itu?"

		 



		60.

		J

		: "Kalau 2016 enggak, Mba. Enggak ngasih alasan."

		 



		61.

		T

		: "Secara lisan pun enggak?"

		 



		62.

		J

		J: "Kalau secara lisan karena dia terkait dengan sidang ya. Kalau yang satker kecil itu. jadi, begitu tidak ada kegiatan sidang, ya di aenggak bisa...""

		F28



		63.

		T

		: "Akhirnya dananya enggak tersalur gitu?"

		 



		64.

		J

		: "Ya."

		 



		65.

		T

		: "Ada bukti surat tegurannya?"

		 



		66.

		J

		: "Ada. Nanti dicarikan 2016."

		 



		67.

		T

		: "Berarti minta dicarikan lampiran surat tegurannya.` Terus di sini kan mekanismenya sesuai dengan SOP tadi. Eh, setuju enggak sih Mba Ria sama S-2570? Kan itu semakin memperpendek jangka waktu UP tuh. GU, untuk GU-nya?"

		 



		68.

		J

		: "Kalau selama peraturan itu, bisa memperlancar proses GU, ya, tidak masalah. Cuma kalau sebagai petugas FO, inginnya aturan itu ditetapkan. Misalkan ada pergantian PMK 190, dan dibuatkan SOP-nya. Supaya ya..."

		F11, L, U1



		69.

		T

		: "Lebih kuat?"

		 



		70.

		J

		: "Ya. Kedudukan hukumnya lebih kuat."

		 



		71.

		T

		: "Kalau  Mba Ria sendiri ngerti enggak tujuannya kenapa S-2570 itu kok diperpendek jadi satu bulan gitu? Alasan kira-kira gitu alasan dibelakangnya?"

		 



		72.

		J

		: "Mungkin, ya. Mungkin secara garis besar untuk menghindari uang itu ya, idle. Disimpan terlalu lama di kasnya bendahara, gitu. Kalau dua bulan kan jangka waktunya terlalu lama. Mungkin secara langsung yang berhubungan dengan satker seperti itu. Tapi, mungkin kalau secara makronya, ya untuk memperlancar perekonomian."

		F13



		73.

		T

		: "Mungkin juga karena keterbatasan keuangan negara, ya?"

		 



		74.

		J

		: "Ya, betul sekali."

		 



		75.

		T

		: "Terus, dari sini setelah... Ini kan dari FO Konversi. Itu dokumen SPM kan dari satker?"

		 



		76.

		J

		: "Ya, SPM. Beserta tanda terima dan konversinya."

		I1, L



		77.

		T

		: "Tanda terima. Dari Mba Ria diberikan tanda terima konversi, terus disampaikan kemana, Mba?"

		 



		78.

		J

		: "Tanda terima konversi, satu ke satker, satunya digabungkan dengan SPM untuk dilanjutkan proses selanjutnya di FO validasi."

		I1, L



		79.

		T

		: "Dari FO valiadsi?"

		 



		80.

		J

		: "Dari FO validasi, nanti menuju ke middle office."

		I1, L



		81.

		T

		: "Ya."

		 



		82.

		J

		: "Dari middle office nanti ke Kepala Seksi Pencairan Dana."

		I1, L



		83.

		T

		: "Nanti dari middle office, dokumennya apa?"

		 



		84.

		J

		: "Eh, resume tagihan. Cetakan resume tagihan, nanti setelah dicek itu secara otomatis melalui sistem sampai datanya di Kepala Seksi Pencairan Dana, baru dokumen akhirnya SPPT."

		I1, L



		85.

		T

		: "SPPT. SPPT itu di Seksi...?"

		 



		86.

		J

		: "Kepala Seksi Pencairan Dana."

		I1, L



		87.

		T

		: "PD ya? PDMS ya kalau di sini?"

		I1, L



		88.

		J

		: "Ya."

		I1, L



		89.

		T

		: "Dari SPPT ke Seksi Bank?"

		 



		90.

		J

		: "SPPT nanti diserahkan ke seksi bank untuk diterbitkan SP2D. "

		I1, L



		91.

		T

		: "Kalau ini, selama SPAN dan Non SPAN terlihat bedanya enggak? Dalam UP ini?"

		 



		92.

		J

		: "Up...Eh...Kalau pada bulanan gini, itu tidak begitu ini ya, perbedaannya tidak begitu besar. Kita masih bisa...Kita masih ada bantuan OM SPAN untuk pengawasannya. Tapi, begitu akhir tahun, pengawasan di OM SPAN maupun di SPAN-nya itu sendiri agak lambat. Jadi, kita harus tetap membuat pengawasan manual, untuk UP dan TUP-nya satker."

		O, R



		93.

		T

		: "Khusus akhir tahun?"

		 



		94.

		J

		: "Khusus akhir tahun."

		O, R



		95.

		T

		: "Tapi, kalau sepanjang tahun tidak ada masalah kalau misalnya enggak dibuat pengawasan manual?"

		 



		96.

		J

		: "Kalau untuk jaga-jaga kami tetap membuat pengawasan manual karena yang namanya aplikasi kalau sedang ada gangguan kan tidak dapat kita akses. Jadi, tetap dibuat pengawasan manual. "

		O, R, U2



		97.

		T

		: "Tapi, kemarin nanya sama MO, di sana di MO tidak dibuat pengawasan manual ya, di sini?"

		 



		98.

		J

		: "Biasanya yang dibuat hanya pengawasan TUP kalau di MO."

		 



		99.

		T

		: "Itu, pengawasan manualnya Mba Ria pegang atau siapa yang mengelola?"

		 



		100.

		J

		: "Saya pegang, tapi ini kan bisa dicari sendiri. Bisa dilihat sendiri."

		O, R



		101.

		T

		: "Oh, berupa ini, hanya pengawasan manual catatan, semacam catatan harian aja, ya?"

		 



		102.

		J

		: "Ya. DI OM SPAN ada, untuk...Untuk apa namanya, jaga-jaga kalau..Kan kadang OM SPAN tidak bisa diakses."

		O, R



		103.

		T

		: "Terus, hambatannya apa sih kalau misalnya satker kadang terlambat. Kalau tadi kan PA menyampaikan seperti itu? Kalu di KPPN sendiri hambatannya apa, kalau untuk UP ini?"

		 



		104.

		J

		: "Di KPPN....Pengawasannya kan masih manual ya, tidak ada warning dari sistem..."

		F12, O, U2



		105.

		T

		: "Di OM SPAN-nya enggak ada?"

		 



		106.

		J

		: "Di OM SPAN-nya enggak ada, Jadi, di OM SPAN hanya seperti ini. Cuma tanggal terakhir sekian, Pas tegurannya sekian, Berarti satu bulannya kita harus menghitung sendiri. Jadi, kita harus sering-sering buka pengawasannya, kira-kira satker mana yang sudah mau berakhir. "

		F12, O, U2



		107.

		T

		: "Yang diinginkan itu seperti apa? Warning, misalkan ada tanda merah kalau misalkan sehari atau dua hari gitu?"

		 



		108.

		J

		: "Ya."

		 



		109.

		T

		: "Yang diinginkan dalam OM SPAN kelihatan gitu? Walaupun kita buka apa pun menunya ada warning itu tanpa membuka karwas?"

		 



		110.

		J

		: "Ya, Tanpa membuka karwas UP sudah ada warning satker ini mendekati batas waktu pengajuan GU gitu."

		 



		111.

		T

		: "Jadi, sama sekali enggak ada warning dari 2016 pun enggak ada ya? Terus, saya lihat dari OM SPAN juga kan, kalau misalnya udah GU lewat aja, enggak kelihatan jangka waktunya, ya?"

		 



		112.

		J

		: "Enggak kelihatan." 

		 



		113.

		T

		: "Jadi, kayak akumulasi?"

		 



		114.

		J

		: "Enggak ada history-nya."

		 



		115.

		T

		: "Iya, betul enggak ada history-nya.Itu menyulitkan enggak sih buat pengawasan juga. Kan bisa jadi, misalkan kalau ada historynya kan kita lebih enak tuh, misalkan ngawasinnya jadi .lebih mudah?"

		 



		116.

		J

		: "Satker mana yang dekat."

		 



		117.

		T

		: "Iya. Biasa mepet, gitu kan? Kecuali kalau mengingat-ingat kan susah tuh? Mungkin kalau di sini enggak terlalu banyak?"

		 



		118.

		J

		: "Iya, kalau bisa ditambahkan menu itu, ya alhamdulillah, lebih memudahkan kita." `

		F12, O, U2



		119.

		T

		: "Iya, kan kalau ada history-nya kan kelihatan nih satker yang biasa agak-agak bandel dalam kurung. Mepet-mepet baru muncul, gitu kan?"

		 



		120.

		J

		: "Mepet-mepet. Sebetulnya memang kita juga tetap mencetak karwas UP setelah di middle disetujui kita kan tetap mencetak karwas UP itu. Cuma ya, itu tadi, tidak ada warning-nya itu. Jadi, kita bisa dilihatnya di situ. Cuma tidak setiap saat..."

		F12, O, U2



		121.

		T

		: "Pengawasannya manual juga akhirnya?"

		 



		122.

		J

		: "Ya."

		 



		123.

		T

		: "Enggak by system. Misalkan ini satker ini, misalkan, tanggal, misalkan berapa hari lagi itu tidak ada ya, warning-nya?."

		F12, O, U2



		124.

		J

		: "Tidak ada."

		 



		125.

		T

		: "Terus menghambat enggak kira-kira masalah jaringan di sini?"

		 



		126.

		J

		: "Kalau jaringan kan kita sama kan, ya dari Kantor Pusat. Cuma kalau dibandingkan dengan KPPN yang lain. Karena kan beberapa pegawai di sini pernah juga di KPPN lain sebelumnya. Di sini memang tidak tahu karena mungkin katanya belum fiber optik atau apa..."

		F12, O, U2



		127.

		T

		: "Telkomnya ya?"

		 



		128.

		J

		: "Telkomnya. Jaringan kabel telkomnya, lebih lama prosesnya."

		 



		129.

		T

		: "Selisihnya ingat enggak kira-kira misalkan? Kalu di sini berapa jangka waktunya perbedaannya?"

		 



		130.

		J

		: "Di sini sampai... Terutama di validasi ya, kalau di konversi enggak begitu pengaruh. Terutama di validasi, satu SPM itu, atau satu..."

		 



		131.

		T

		: "Tanda terima."

		 



		132.

		J

		: "Satu tanda terima konversi yang diproses itu bisa lima menit sampai dengan tabel utama, dan di sini kita enggak berani...persetujuan awal lima menit. Di sini kita enggak berani, misalnya kalau di KPPN lain, begitu selesai validasi, kita bisa langsung unggah. Di sini enggak berani karena biasanya langsung error."

		F12, O, U2



		133.

		T

		: "Oh..."

		 



		134.

		J

		: "Jadi, tetap menunggu satu selesai, minimal sampai tabel utama."

		F12, O, U2



		135.

		T

		: "Jadi, harus ban berjalan ya?"

		 



		136.

		J

		: "Ya."

		 



		137.

		T

		: "Maksudnya enggak bisa ban berjalan, harus nunggu satu proses selesai, benar-benar full selesai, baru bisa diproses. Jadi, enggak bisa..ya, cukup enggak efisien dalam..."

		 



		138.

		J

		: "Waktunya."

		F12, O



		139.

		T

		: "Waktunya. Lima menit untuk di validasi untuk persetujuan saja lima menit. Terus ini kan sudah jadi SP2D itu dokumennya ditatausahakan di mana? Disimpan di mana?'"

		I1, L



		140.

		J

		: "Di seksi vera."

		 



		141.

		T

		: "Di seksi vera, ya. Semua dokumen yang termasuk dari satker?"

		 



		142.

		J

		: "Ya."

		 



		143.

		T

		: "Jadi, semua pertinggal ada di seksi vera. Terus jaringan, selain jaringan masalah tadi, agak lama. Masalah IT atau apa di sini suka ada masalah enggak?"

		 



		144.

		J

		: "Eh.."

		 



		145.

		T

		: "Ini speknya sudah memenuhi semua enggak, komputer terutama yang di depan?"

		 



		146.

		J

		: "Komputer terutama di depan. Benar. Ya, sejak 2016, awal 2016 di sini. Ini sudah bolak balik ganti. Jadi, dulu yang dipakai ini, ini sempat rusak, ada cadangannya, cadangannya rusak, ini lagi yang dipakai."

		F12, O, U4



		147.

		T

		: "Oh, didaur ulang lagi?"

		 



		148.

		J

		: "Ya."

		 



		149.

		T

		: "Tidak dilakukan penggantiannya?"

		 



		150.

		J

		: "Sudah diajukan penggantian, sehubungan dengan tidak rusak berat, ya tidak diganti."

		 



		151.

		T

		: "Ini, posisinya komputer khusus SPAN, atau bisa digunakan untuk...?"

		 



		152.

		J

		: " Ini Non SPAN. Jadi, untuk konversi, untuk internet yang bisa digunakan khususnya untuk mengakses OM SPAN sama gmail sebagai komunikasi dengan satker."

		 



		153.

		T

		: "Ini karena bukan SPAN, berarti bisa mengakses yang lainnya, ya? Maksudnya pekerjaan manual pun bisa. Kalau yang khusus komputer untuk SPAN dari mulai validasi sampai ke belakang?"

		 



		154.

		J

		: "Ya."

		 



		155.

		T

		: "Kenapa sih perlu ada konversi dulu baru divalidasi?"

		 



		156.

		J

		: "Sejak KPPN sistemnya beralih ke SPAN 2014, ADK yang dihasilkan oleh aplikasi yang digunakan oleh satker tidak bisa langsung diakses di SPAN, jadi harus melalui FO konversi terlebih dahulu."

		F11, F12



		157.

		T

		: "Supaya bisa terbaca, ya?"

		 



		158.

		J

		: "Ya."

		 



		159

		T

		: "Kalau SAKTI sudah jalan, berarti ini konversinya?"

		 



		160.

		J

		: "Tidak lewat konversi."

		 



		161.

		T

		: "Tidak lewat konversi. Langsung ke validasi kan?"

		 



		162.

		J

		: "nanti langsung ke portalSAKTI dulu untuk diunduh datanya baru langsung diunduh di SPAN."

		 



		163.

		T

		: "Berapa orang pegawai yang khusus pengelola UP dari mulai konversi sampai dengan seksi bank kan berarti?"

		 



		164.

		J

		: 'Sampai ke seksi bank, ya? UP kan konversi, langsung ke validasi, terus ke middle, terus ke Kepala Seksi, terus ke midlde. Dari Kepala Seksi, pelaksana seksi bank, sampai ke kepala seksi bank. Mungkin sampai jadi SP2D."

		I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, L



		165.

		T

		: "Sekitar 6, ya?"

		 



		166.

		J

		: "Ya, 6 orang."

		 



		167.

		T

		:"Itu, Mba Ria, kira-kira golongannya? Golongan berapa aja yang mengelolanya?"

		 



		168.

		J

		: "Yang mengelola UP, Golongan II dan III ya."

		O



		169.

		T

		: "Golongan II dan III. Lebih banyak golongan III-nya atau golongan II?"

		 



		170.

		J

		: "III."

		 



		171.

		T

		: "Baik, golongan III. Ini soalnya terkait dengan efisiensi, sebenarnya tadinya ke ekonomis sih, biaya untuk mengeluarkan, ee..., proses ininya, UP-nya berapa? Kalau semakin tinggi golongan kan logikanya kan semakin tinggi golongan, biaya yang dikeluarkan semakin bertambah. Terus, apa saja selain masalah IT tadi, terus masalah jaringan. Kalau masalah SDM, hambatannya di sini ada, enggak? Apakah SDM di sini kira-kira bisa mengikuti semua proses, alur?"

		 



		172.

		J

		: "Khusus UP? Kalau khusus Up kira-kira bisa."

		F13



		173.

		T

		: "Ya. Berarti enggak ada masalah dari SDM, ya?"

		 



		174.

		J

		: "Enggak ada."

		 



		175.

		T

		: "Terus, itu kan jadi kira-kira yang penting untuk pengelolaan UP ini kira-kira SDM, ya? SDM di sini?"

		 



		176.

		J

		: "Ya."

		 



		177

		T

		: "Kebutuhan IT juga."

		 



		178.

		J

		: "Ya."

		 



		179.

		T

		:"Terus peraturan-peraturan yang meng-cover juga, misalnya kebijakan-kebijakan. Terus faktor eksternalnya misalnya dari satkernya, ya?"

		 



		180.

		J

		: "Ya."

		 



		181.

		T

		: "Terus jangka waktunya kira-kira di sini, eh, rata-rata penyelesaiannya berapa?"

		 



		182.

		J

		: " Berhubung...Jadi, berhubung kita kan kantor kecil, SP2D-nya tidak banyak, ee..proses SP2D hanya dua kali."

		O



		183.

		T

		: "Jam berapa saja?"

		 



		184.

		J

		: "Jam satu apa, Mba Ina? Yang pagi itu diproses jam berapa? Jam 11? Tempatnya Pak Kris SP2D? Approve-nya?" (Bertanya ke FO validasi.)

		 



		185.

		J2

		: "Tergantung permintaan sih. Sebenarnya bisa juga kalau pagi."

		O



		186.

		J

		: "Tapi, rata-rata kan cuma dua kali. Jadi, untuk yang pagi..."

		O



		187.

		T

		: "Kecuali mungkin waktu-waktu akhir tahun, ya? Misalkan gaji banyak atau aturan baru gitu, ya?"

		 



		188.

		J2

		: "Biasanya sih kalau satker butuhnya uang mendesak kita eksekusi pagi. Jadi, begitu selesai..."

		 



		189.

		J

		: "Selesai SPPT."

		 



		190.

		J2

		: "SPPT itu langsung di SPPR sama bank."

		I6



		Dikarenakan ada satker wawancara dihentikan sementara. Dilanjutkan kembali setelah satker selesai dilayani."



		191.

		T

		: "Kita lanjutkan, Mba Ria, ya..."

		 



		192.

		J

		: "Terus, apa sih, Mba Ria tahu enggak. Output kan udah ya, kalau di sini tanda terima aja."

		 



		193.

		T

		: "Terus, buat apa sih satker pakai UP segala? Kenapa enggak LS semua aja?"

		 



		194.

		J

		: "Eh, kan tidak bisa dipungkiri untuk bisa berjalannya suatu kantor diperlukan belanja yang nilainya kecil, yang tidak bisa melalui mekanisme LS. jadi, tetap diperlukan adanya UP."

		F13, O



		195.

		T

		: "Termasuk motif berjaga-jaga kali ya kalau dalam ekonomi?"

		 



		196.

		J

		: "Ya, bisa."

		 



		197.

		T

		: "Sebenarnya. kalau, mungkin enggak kalau UP ditiadakan. Sejauh ini dalam praktiknya?"

		 



		198.

		J

		: "Sepertinya sulit ya, karena satker memerlukan UP untuk pengeluaran yang kecil-kecil tadi. Kalau pengeluaran yang lebih besar, kita sudah mengarahkan satker untuk kalau bisa langsung ke LS pihak ketiga. Cuma untuk yang kecil-kecil untuk seperti yang foto copy, itu kan kesulitan ya. Misalkan di satker dibuatkan aturan harus bisa ke LS, mungkin bisa. Tapi, kita harus melihat kesiapan pihak ketiga yang akan dituju nanti. Itu.'

		F13



		199.

		T

		: "Tadi, yang satker terkendala terlambat itu kan karena alasannya kegiatannya ..."

		 



		200.

		J

		: "Tertentu."

		 



		201.

		T

		: "He eh. Dalam volume tertentu kan? Sebetulnya ada enggak potensi karena memang SDM-nya tidak mumpuni?"

		 



		202.

		J

		: "Ada, yang baru-baru ini kita hadapi sih pergantian operator, ya. Itu sangat memperngaruhi. Jadi, begitu operator yang lama pergi, Eh, operator yang baru belum diberitahu tugasnya secars detail juga. Kadang juga mesti konsultasi ke KPPN. Diajari juga sama CSO. Tapi, tidak bisa langsung jalan seperti operator yang lama. Masih memerlukan proses. Dan itu berpengaruh pada Ganti UP, biasanya, karena ada proses mereka mepelajari dulu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan SPM."

		F24



		203.

		T

		: "Nah, kalau aplikasinya menyulitkan bagi satker enggak?"

		 



		204.

		J

		: "Aplikasinya sejauh ini sih, ya, mungkin karena ee...aplikasinya tidak terlalu berbeda jauh antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu sebelum adanya SiLaBi, sebagai bagian dari SAS, satker masih agak kesulitan menginput kuitansi secara detail. Tapi, dengan adanya SiLaBi, sudah biasa merekam secara detail, enggak ada masalah."

		F12



		205.

		T

		: "SiLaBi untuk terkait dengan UP itu sendiri itu mulai kapan diberlakukannya?"

		 



		206.

		J

		: "2015. Pertengahan Agustus....Pertengahan 2014, tapi, mulai wajib diberlakukan 2015."

		 



		207.

		T

		: "Maksudnya dikaitkan dengan UP, kan sebelumnya terpisah sendiri?"

		 



		208.

		J

		: " Terpisah sendiri 2014. 2015 menyatu dengan GUP."

		 



		209.

		T

		: "Ada contoh satker yang sudah mengajukan?"

		 



		210.

		J

		: "Terlambat? Ada, kemarin KPU."

		 



		211.

		T

		: "Itu juga SDM ya?"

		 



		212.

		J

		: "Nah, KPU itu kasusnya ganti, dua kan proses pilkada 2016 mereka juga dapat dana hibah, jadi di keterangannya kemarin mereka terlambat itu karena dua itu. Kesibukan proses pilkada dan dapat dana hibah juga."

		 



		213.

		T

		: "Termasuk pergantian operator?"

		 



		214.

		J

		: "Termasuk."

		 



		215.

		T

		: "Berarti ada tiga masalah."

		 



		216.

		J

		: "Ya."

		 



		217.

		T

		: "Kendalanya kan tadi udah, ya. Saran-saran untuk ini aturan atau apa yang terkait dengan pengelolaan UP?"

		 



		218.

		J

		: "Kalau memang ada perubahan peraturan mohon sudah berkekuatan hukum tetap, gitu. Namun, sebelumnya, sebelum ditetapkan itu bisa minta saran dari KPPN yang bisa lebih tahu permasalahan di lapangan, itu. Begitu ada peraturan yang baru, SOP-nya juga mohon segera dibuatkan sebagai dasar hukum pelindung buat kami-kami petugas FO di KPPN."

		F11



		219.

		T

		: "Sebelumnya ada satker yang komplain?"

		 



		220.

		J

		: "Ya...komplainnya mungkin begitu kita info kan ada S-2570, dalam sat bulan harus GU, terus nanti buat surat keterangan. Paling komplainnya...'Loh, di PMK kan dua bulan, Mba? Kenapa satu bulan?' Karena setelah diberikan ada S-2570 sih, satker ngikut sih."

		F11, F14



		221.

		T

		: "Ngikutin sih, tapi sempat protes, gitu ya?"

		 



		222.

		J

		: "Ya."

		 



		223.

		T

		 : "Sepertinya sudah. Terima kasih, tinggal nanti dokumen-dokumennya."

		 





Lampiran 5. Daftar Pengodean Hasil Wawancara

		NO.

		KODE

		URAIAN KODE



		1.

		D

		Penyebab Keterlambatan GU di KPPN Yogyakarta



		2.

		D1

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta



		3.

		D11

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta:
1. Peraturan



		4.

		D12

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta:
2. Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi



		5.

		D13

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta:
3. Kompetensi dan Komitmen SDM KPPN



		6.

		D14

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta:
4. Sosialisasi dari KPPN



		7.

		D15

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Yogyakarta:
5. Volume Kerja KPPN



		8.

		D2

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta



		9.

		D21

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                1. Komitmen SDM Satker



		10.

		D22

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                2. Kelengkapan Berkas



		11.

		D23

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                3. Kompetensi SDM Satker



		12.

		D24

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                 4. Pergantian Pejabat Perbendaharaan



		13.

		D25

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                5. Perencanaan Anggaran



		14.

		D26

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                6. Pemotongan Anggaran



		15.

		D27

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                7. Revisi DIPA



		16.

		D28

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:            

8. Jadwal Kegiatan                    



		17.

		D29

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:                                                9.  Kompleksitas Satker



		18.

		D30

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:               

10. Juknis Maksimum Pencairan UP PNBP dari DJA atau K/L



		19.

		D31

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Yogyakarta:              

 11. Ralat Akun SPM/Setoran



		20.

		E

		Penyebab Keterlambatan GU di KPPN Wonosari



		21.

		E1

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari



		22.

		E11

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari:
1. Peraturan



		23.

		E12

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari:
2. Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi



		24.

		E13

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari:
3. Kompetensi dan Komitmen SDM



		25.

		E14

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari:
4. Sosialisasi dari KPPN



		26.

		E15

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wonosari:
5. Volume Kerja



		27.

		E2

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari



		28.

		E21

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:         
1. Komitmen SDM Satker



		29.

		E22

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                2. Kelengkapan Berkas



		30..

		E23

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                3. Kompetensi SDM Satker



		31.

		E24

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                 4. Pergantian Pejabat Perbendaharaan



		32.

		E25

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                5. Perencanaan Anggaran



		33.

		E26

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                6. Pemotongan Anggaran



		34.

		E27

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                               7. Revisi DIPA



		35.

		E28

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di Wonosari:               
8. Jadwal Kegiatan Belum Berjalan                                



		36.

		E29

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:                                                9.  Kompleksitas Satker



		37.

		E30

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:               

10. Juknis Maksimum Pencairan UP PNBP dari DJA atau K/L



		38.

		E31

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wonosari:               

11. Ralat Akun/SPM/Setoran



		39.

		F

		Penyebab Keterlambatan GU di KPPN Wates



		40.

		F1

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates



		41.

		F11

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates:


1. Peraturan



		42.

		F12

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates:
2. Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi



		43.

		F13

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates:
3. Kompetensi dan Komitmen SDM



		44.

		F14

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates:
4. Sosialisasi dari KPPN



		45.

		F15

		Penyebab Keterlambatan GU (Internal) di KPPN Wates:
5. Volume  Kerja



		46.

		F2

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates



		47.

		F21

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:         
1. Komitmen SDM Satker



		48.

		F22

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                2. Kelengkapan Berkas



		49.

		F23

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                3. Kompetensi SDM Satker



		50.

		F24

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                 4. Pergantian Pejabat Perbendaharaan



		51.

		F25

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                5. Perencanaan Anggaran



		52.

		F26

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                6. Pemotongan Anggaran



		53.

		F27

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                                7. Revisi DIPA



		54.

		F28

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:              
8. Jadwal kegiatan belum berjalan                                



		55.

		F29

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:                                               9.  Kompleksitas Satker



		56.

		F30

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:               
10. Juknis Maksimum Pencairan UP PNBP dari DJA atau K/L



		57.

		F31

		Penyebab Keterlambatan GU (Eksternal) di KPPN Wates:               
11. Ralat Akun/SPM/Setoran



		58.

		G1

		Proses Pengelolaan UP di FO Konversi KPPN Yogyakarta



		59.

		G2

		Proses Pengelolaan UP di FO Validator KPPN Yogyakarta



		60.

		G3

		Proses Pengelolaan UP di MO KPPN Yogyakarta



		61.

		G4

		Proses Pengelolaan UP di Kasi PD KPPN Yogyakarta



		62.

		G5

		Proses Pengelolaan UP di PPD KPPN Yogyakarta



		63.

		G6

		Proses Pengelolaan UP di Staf Seksi Bank KPPN Yogyakarta



		64.

		G7

		Proses Pengelolaan UP di CS dan Call Center KPPN Yogyakarta



		65.

		G8

		Proses Pengelolaan UP di Staf Seksi MSKI KPPN Yogyakarta



		66.

		H1

		Proses Pengelolaan UP di FO Konversi KPPN Wonosari



		67.

		H2

		Proses Pengelolaan UP di FO Validator KPPN Wonosari



		68.

		H3

		Proses Pengelolaan UP di MO KPPN Wonosari



		69.

		H4

		Proses Pengelolaan UP di Kasi PDMS KPPN Wonosari



		70.

		H5

		Proses Pengelolaan UP di PPD KPPN Wonosari



		71.

		H6

		Proses Pengelolaan UP di Staf Seksi Bank KPPN Wonosari



		72.

		H7

		Proses Pengelolaan UP di Kepala Seksi Bank KPPN Wonosari



		73.

		H8

		Proses Pengelolaan UP di CS KPPN Wonosari



		74.

		I1

		Proses Pengelolaan UP di FO Konversi KPPN Wates



		75.

		I2

		Proses Pengelolaan UP di FO Validator KPPN Wates



		76.

		I3

		Proses Pengelolaan UP di MO KPPN Wates



		77.

		I4

		Proses Pengelolaan UP di Kasi PDMS KPPN Wates



		78.

		I5

		Proses Pengelolaan UP di PPD KPPN Wates



		79.

		I6

		Proses Pengelolaan UP di Staf Seksi Bank KPPN Wates



		80.

		I7

		Proses Pengelolaan UP di Kepala Seksi Bank KPPN Wates



		81.

		I8

		Proses Pengelolaan UP di CS KPPN Wates



		82.

		J

		Penerapan Ketaatan terhadap Peraturan pada Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta



		83.

		K

		Penerapan Ketaatan terhadap Peraturan pada Pengelolaan UP di KPPN Wonosari



		84.

		L

		Penerapan Ketaatan terhadap Peraturan pada Pengelolaan UP di KPPN Wates



		85.

		M

		Penerapan Efisiensi Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta



		86.

		N

		Penerapan Efisiensi Pengelolaan UP di KPPN Wonosari



		87.

		O

		Penerapan Efisiensi Pengelolaan UP di KPPN Wates



		88.

		P

		Penerapan Efektivitas Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta



		89.

		Q

		Penerapan Efektivitas Pengelolaan UP di KPPN Wonosari



		90.

		R

		Penerapan Efektivitas Pengelolaan UP di KPPN Wates



		91.

		S

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal



		92.

		S1

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal:
1. SOP



		93.

		S2

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal:


2. Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi



		94.

		S3

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal:
3. Volume Kerja



		95.

		S4

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal:
4. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi



		96.

		S5

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Yogyakarta Belum Optimal:
5. Jumlah Pegawai



		97.

		T

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal



		98.

		T1

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal:
1. SOP



		99.

		T2

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal:
2. Jaringan dan Sistem Teknologi Informasi



		100.

		T3

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal:
3. Volume Kerja



		101.

		T4

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal:
4. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi



		102.

		T5

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wonosari Belum Optimal:
5. Jumlah Pegawai



		103.

		U

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal



		104.

		U1

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal:
1. SOP



		105.

		U2

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal:
2. Jaringan dan Teknologi Informasi



		106.

		U3

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal:


3. Volume Kerja



		107.

		U4

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal:
4. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi



		108.

		U5

		Penyebab Ketaatan terhadap Peraturan, Efisiensi, dan Efektivitas terkait Pengelolaan UP di KPPN Wates Belum Optimal:
5. Jumlah Pegawai





Lampiran 6. Surat Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara


1. Surat Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara KPPN Yogyakarta
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2. Surat Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara KPPN Wonosari
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3. Surat Pernyataan Konfirmasi Hasil Wawancara KPPN Wates
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Lampiran 7. Surat Sosialisasi S-2570/PB/2017 oleh KPPN se-DIY


1. Surat Penerusan dari KPPN Yogyakarta
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2. Surat Undangan dari KPPN Wonosari
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3. Surat Pemberitahuan dari KPPN Wates
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Lampiran 8. SOP Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN
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Lampiran 9. SOP Penerbitan SP2D PTUP/GUP Nihil pada KPPN
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Lampiran 10. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) pada KPPN
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Lampiran 11. SOP Layanan Informasi Perbendaharaan pada KPPN
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